GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN CUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a bahwa Peramwran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun
2009 temtang Pengelolasn Barang Milik Daerah, telsh ditetapkan
Gubermr Sumatera TUtara pada Tangeal 17 Maret 2009 dan
diundangkan pada Tangeal 19 Maret 2009 dalam Lembaran Dacrah
Provanst Sumaters Utars Tahun 2000 Momor 2;

b. bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 2 Tahun 2009, tindak lanjut Persturan Daerah tersebut
sepanjang mengenai  pelaksanasnnys  diatur lebih lanjur dengan
Peraturan Gubémur,

¢. bhahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud horut a dan
huruf’ b, periu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk
Pelaksanaan Persturan Dasrah Provinsi Bumaters Utara Nomor 2
Tahun 2009 tentang Penpelolaan Barmng Milik Daerah Provinsi

Sumatern [Mara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Deerah
Otonom  Propinsi  Acch dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Provinsi Sumatera Ulara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1105 )

2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
{Lembaran MWegara Republik Indoneszia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 2013),

3. Undeng-Undang MNomor & Tabhun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 38, Tambahun Lembaran Negara Nomor 3041 ) schagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
{Lembaran Negara “Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negasa Republik Indonesia Nomor 1890},

Mengingat :

4. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tabun 2003 MNomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4286,

A : 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan
Wb ik d— Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 20604 I:Inmur 3
o paed C%P Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomeor 4335);
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6. Undang-Ulndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Baerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor [2 Tahun 2008 (Lembaran Negara HKepublik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844 1

7. Undang-Undang Womor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Kevanpan Antara Pemerimtah Pusat dan Pemetintah  Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahen Lembuaran Negarn Republik Indonesia Nomor 4438}

B. Peraturan Pemerintah NMomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah Propinsi (Lembaran Negars Republik Indonesia Tabun
1950 Nomor 59);

9. Peratwan Pemerinigh MNomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Peroranpan Dinas (Lembaran Nepara HRepublik
Indonesia Tahun 1971 Momor 59, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 29671

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
MNegara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1994
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3573) schagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Pemerinish Womor 31 Tebhun 2005 tentang Perubahan atas
Permturan Pemerintah Nomwor 40 Talun 1994 tentang Rumah
Megara (Lembaran Negamm  Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 64, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4515

11. Persturan Pemerintah Nomor 40 Tabun 1996 tentang Hak Guna
llsaha. Hak CGuna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tshun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Mepara Republik Indonesia Nomor 3643 );

12, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahen 2005 tentang Slandar
Akuntansi Pemeriniahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4303},

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 temtanp Hibah
Kepada Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
205 Nomeor 139, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4303 );

-"'_:~ﬁlif Hﬂﬂﬁm“ﬁﬁ 14. Peraturan Pemerintzh Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Kevanpgan Daerah (Lembaran Negars Republik Indonesia Tehun
2005 MNomor 140, Tambahan Lembaran MNepara Republik
Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daersh (Lembaran Negaras Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tembaban Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 450%), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tabun 2006 tentang
Fengelolaan Barang Milik Negars / Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonegia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4835);

keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadzan Tanah
Bagi Pelaksansan Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana
tefah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2003;
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negerd;

Repulusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 ientang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomer 134 Tshun 1974 tentang Perubahan
Penetapan Status Rumah Negeri;

Keputusan Presiden Republic [ndonesia Momor B0 Tabun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baramg/lasa Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)
schagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Neped Nomor 7 Tahon 3006 tentang

Standarisasi Sarana dan Presarane Kerja Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor |1 Tahun 2007 tentang Perubaban Atas Perafuran Menter
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisas) Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintaban Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 lentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daersh;

. Kepunusan Menter Dalam Negerd Nomor 49 Tahun 201 eniong

Sistermn Informasi Manajemen Barang Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang

MNomor Kode Lokasi dan NMomor Kode Barang Daerah Provinsi/
Kabupaten' Kota;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penilaian Barang Dxaerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang
Pedoiman Pengelolasn Barung Daerah yang Dipisahkan;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Provinsi Sumaters Utars (Lembaran Daerah Provinsi
Sumutera Uara Tabun 2008 Momor 7Y

. Peraturan [Dzerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-Dinas Dwernh Provinsi Sumaters Utara (Lembaran
Deerah Provins Sumatera iars Tehon 2008 Momor Y

. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Taa

Kerja Lembapa Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara {Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tabun 2008 Nomor 9),



MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN GUBERNUR TENTANG FETUNIUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, vang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubermur dan perangkat Daerah sebagsi unsur penyelenpgarn
Pemerintahan Dacrah,

3. Gubernur adalah Gubermur Sumaters 1liara.

4, Pegawsi Weperi Sipil adalsh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumaiera Ltara.

Barang milik Daerah  edalah  semuns bareng ymng dibeli atan diperoleh atas beban
Anggamn Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Sumatera Utara ateu perolehan lainnya
vang sah (hibah, sumbungan, Wwker menukar, penverahan dar Pemerintah Pusal, atay dari
pikak ketipa dan sebapainya), termasuk di dalamnya adalah bareng milik daerah yang
pengelolaannya berada pada Perusahaan Dacrah / Badan Ussha Milik Daerah | Yayasan
Milik Daerah (barang vang dipisahkan).

6.  Barang milik Dacrah, terdin dari :

a, Barang tidak bergeruk berupa tanah dan/atau bangunan.

b, Barang bergerak selain tanah dan/stau bangunat,

7.  Pejabat pengelola barang milik deerah, terdiri dari -

a. pengelola barang milik decrnh selanjutnya disebut pengelola adaleh pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordirasi pengelolaan barang milik
dacrah dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara,

b. pembantu Pengelola barang milik daerah selsnjuinya disebut Pembanm Pengelola
adaiah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggarasn
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satusn Kerje Perangkat Dacrah dalam
hal ini adalah satuan kerja vang mempunyai kewenangan untuk mengelola barang
daerah:

¢, pengguna barang milik daerah selanjutnyva disebut pengguna adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunsan barang milik deerah  yang berada dalam penguasaannya
dalam hal ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah Provinsi Sumaters Utara;

d. kuasa pengguna barang milik daerah yang sclanjuinya disebut kuasa pengguna adalah
kepala satuan kerja’ Kepala Unit Pelaksasa Teknis (UPT) atau pejabat yang diberi
kugsa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan barang yang bevada

ey | dillam penguasaannya;

try

penyimpan barang adalah pegawai vang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan

mengeluarkan barang milik daerah dalam proses pergudangan yang diangkat oleh

pengelola untuk masa | (sata) tahon anggaran dan bertanggung jawab kepada pengelola

melalui atasan langsungnya;

f:+ pengurus barang adaldh pegawai yang ditugaskan untuk mengurns barang milik deerah
(dalam proses pemakaian vang diangkat oleh pengelola untuk masa 1 (satu) tahun

d" }ﬂn%aran dan bertanggung jawab kepada pengelola melalui atasan langsungnys;




g panitis pemeriksa barang/jasa adalah panitia vang diangkat oleh Gubemur atas usulan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerab dsn berugas melaksanakan pemeriksaan
realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah,

h. panitia penaksir adilah panitia yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertugas
miclaksanakan penelitian terhadap barang milik daerab vang akan dipindahtangankan;

i, pamtis penilai adalash panitia vang ditetapkan oleh Gubernur dan  bermugas
melaksanakan penilaian terhadap barang milik daerah yang akan dipindahtangankan

8. Sgtuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalab peranghatl deerah selaku pengguna barang
Uinit Kerja adalah bagian terkecil dari satuan kerja perangkat daerah.

10, Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan memumuskan rincian kebutuhan barang milik

daerah  untuk menghubungkan pengadazn barang vang telah lalu dengan keadaan vang
sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan

datang_

1. Standansas: adalah merupakan penemtuan jenis barang dengan ik berat pada
keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yvang memudahbkan dalam hal pengadaan dan
perawatan vang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu.

12, Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang
kantor, perlengkapan kantor, rumah diras dan kendaraan dinas serta lain-fain barang yang
memerlukan standarsasi.

13. Siandarisasi harga adalah penctapan besaran hargs barang scsuai jenss, spesifikasi dan
kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

14 Penganggaran adalah pemyusuonan rencana keuangan yang dilakukan secara terintegrasi
umtuk seluruh jems belanja guna melaksanakan kegiatan pemermtahan yang didasarkan
pada prinsip pencapaian efisiensi alokas dana

15 Pengadaan barang daerah adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang
daerah dan jasa

6. Hibah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah penerimaan daerah secara
sukarela vang merupakan pendapatan dacrah vang berasal dari pemenntah pusat, antar
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah negara asing, badan/lembaga
asing, badan/lembaga internasional, badan/lembaga Negara swasta atau perorangan hal im
berbentuk barang vang tidak perlu dibayar kembali..

17. Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang bergerak atau tidak bergerak kepada Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara sdalah pemberian secara ikhlas/ sukarela, tidak mengikat,
pengolahannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku,

18 Guna susun adalgh perubahan peningkatan kualitas barang.

19  Penerimaan adalzsh kegiatan penverahan barang dari penyedia barang sebagal hasil
pengadaan barang baik vang diperoleh atas beban APBD atsu barang yang berasal dan
perolehan lainnya vang sah.

20 Penyimpanan adalah kegistan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan
pengaturan barang persediaan di delam gudang/ruang penyimpanan,

21 Penyaluran adalab kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari

=

rl-:!:"f”u CONY gdangkﬁmﬂt kerja pemakai
ey naan adalah kegiatan vang dilakukan oleh pettgguna:‘kuaha pengeuna dalam

- ; 1 -angelcrta dan menaiausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pnlmb: dan fungsi
H_'“'; “Baruan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) vang bersangkutan, Penggunaan juga merupakan
g penegasan pemakaian barang milik dacrah  yang ditetapkan oleh Gubernur kepada
: — pengguna’kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKFD yang bersangkutan.
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Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan vang meliputi pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan berang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil
penddataan barang milik daersh

Barang inventaris adalah seluruh barang vang dimiliki oleh Pemerintah Provins: Sumatera
Utara vang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serts didaftar dalam Buku
Inventaris,

Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara vang menyatakan kode lokasi dan kode barang

Pemanfaatan adalah pendavagungan barang milik daerah vang tidak dipergunakan sesual
dengan tugns pokok dan fungsi Sstuan Kerjs Perangkat Daerah (SKPD) dengan tidak
mengubah status kepemilikan dalam bentuk sebagai berikut |

2 sewa adalah pemanfaatan barang milik daersh oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dengan mescrima imbalan uang funai;

b. pimjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang milik daerah kepads Instansi
Pemerintah antar Pemerintah Daerah dalam jangka wakiu terfentu tanpa menerima
imbalan dan setelah jangka wakiu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
pengeiola,

c. kernjasama pemanfastan adalsh pendavagunazn barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka wakin tertentu dalam rangka peninghatan penerimaan daersh  bukan
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya,

d. bamgun guna sernh adalah pemanfaatan barang milik daerah Desupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lasin dalam jangka waktu terteniu yang telah disepakat,
selanjuinva bangunan dan‘atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka
wakiu diserahkan kembali kepada pengelola;

e bangun sersh guna adelsh pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berilkut fasilitasnya dan setelah
sclesal pembangunannya diseralikan kepada Pemprovsu eniuk didavagunskan oleh
pihak lain dalam jangka wakiu tementu setelah berakhir diserahkan kembali kepada
pengeinla.

Fasiltas vmwemn adslah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan
perumahan dan kowasan komersial vang terdin dari
janngan &ir bersih;

jaringan sirik;

penerangain jalan wmum,

jaringan gas,

jaringan telepon,

terminal angkutan umum (shelier bus);

sqrana kebersihan (pembuangan sampah),
jembatan penyeberangan orang, dan

fasilitas umum lainnya
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30. Pengamanan adalah kegisten/ tindakan pengendalion dan penertiban dalam upaya
pengurusan barang milik daerah secara fisik, administraif dan tindakan hukum, sehingga
barang milik dacrgh tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal sema
terhindar dan penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain.

31. Pemeliharsan adalah kegiatan atau tindakan apar semua barang selalu dalam kedaan baik
dan siap untuk digunakan secara berdava puna dan berhasil guna. Pemeliharnan dilakukan
tethadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian tanpa merubah, menambah
atau mengurangl bentik maupun kontruksi asal, sehingga dapat dicapm pendayagunaan
barang  yang memenuhi persvaratan baik dari sepi unit pemakaian maupun dari segi
keindahan.

32. Pemelibaraan ringan adalah pemelihbaraon yang dilakukan sehani-heri oléh enit pemakai /
pengurus barang tanpa membebani anggaran,

33, Pemeliharean sedang adalah pemelihaman dan perawatan yang dilakukan secara berkala
oleh enaga terdidikterlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

34. Pemelitharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewakiu-
waktu oleh tenaga ahli vang pelaksansannya tidak dapat diduga sebelumnya. tetapt dapat
diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

35. Rencane pemeliharaan barang vaitu penegasan urulan tindakan atan gambaran pekerjaan
yang akan dilaksanokan techadap barang inventaris, yang dengan tegas dan secara lertulis
memual macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan
biava. waktu pelaksanaan dan pelaksansannya.

36. Peniluian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data‘fakta
vang objektif dan relevan denpan mengpgunakan mewde/teknis tertentu uatuk memperolch
nilai barang milik daerah stau didefinisikan juga schagai proses pekerjaan seorang penilai
dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ckonomis pada saat tertentu terhadap
barang daerah sesual standar pentlaian vang diakw pemerintah.

17. Penghapusan adalah tindakan menghapus bargng milik daerah dari daftar barang denpgan
menerbitkan surat keputusan der pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna
dan/ atau koasa pengguna dan' atau pengelola dan tanggung jawab administrasi dan fisik
atas barang vang berada dalam penguasaannya.

38. Pemindahtangansn adalah pengalihon kepemilikan barang milik dasrah sebapgai tindok
lanjut dari penghapusan dengan com sebagai berikut:

a. penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain
dengan menerima penggantian dalam bentok vang;

b. tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah penpalihan kepemilikan barang
milik dacrah vang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Ultara dengan
Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang,
sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;

oY N LD INAY mbah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Provinsl Sumaters Utara

e pada pemerintah pusat, amiar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Provinsi

Utars kepada pihak lain, tanpe memperoleh penggantian;

" LY penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah pengaliban kepemilikan
t _ bgrang milik dacrah yang semula merupakan kekayaam yang fidak dipisahkan menjadi
ekayaan yang dipisahksn untuk diperhitungkan sebagai modal/ssham dacrah  pada

Badan Ulsaha Milik NegaraDacrah atau badan hukum lainmya.




39, Pembinaan adalah kegistan pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsuliasi dan
pelatihen pengelolaan barang milik dasrah

40,  Pengawasan adalah kegistan untuk menilai kenyataan vang sebenarova melahd
pemiantavan dai investigas: dalam rangka tertib adounistrasi penzelolaan barang milik
daerah

41. Pengendalian adalah kegiatan yang mengarahkan dan menjamin agar pekerjasn vang
dilaksanakan dapat tercapai

4. Pembiaysan adalah proses penvedisan anggaran vang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah unnuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang
milik daerah

43 Tuntutan Perbendaharaan adalah soat tata cara perhitungan terhadap Bendahsra jike
dulam pengurusannya terdepat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yano
bersangkutan diharaskan mengganti kerugian

44, Tuniutan ganti rugi adalsh proses penyelesaian setiap kerugian daerah akibar kelalaian,
penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelotaan barang nulik daersh sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

45 Daftar Barang Pengguna yang selanjutnva disingkat dengan DBP adalsh daftar yang
memual data barang yane digunakan oleh masing-masing pengzuna,

46. Daftar Barang Kuvasa Pengguna vang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang
memuat data barang vang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna

Bagian Kesatn
Maksud dan Tujusn

Pasal 2

{1} Membenkan arah dan pedoman teknis bagi Satuan Kerja Perangkat Daersh (SKPD) &
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumaters Utara dalam rangka menyeragamkan langkah
dan tindakan mengamankan barang milik dacrah serfa memberikan jaminan’ kepastian
dalam pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Thara.

{2) Merupakan pedoman teknis bagl pejabat/ aparatur pengelola barang milik daerah secara
menyelurub dan dipakal sebagal acuan oleh semua pihak dalam rangka menunjang
kelancaran pelaksanaan penyclenggarsan pemerintahan dan pembangunan dacrah seria
terwujudnya akamabilitas dan tertib administrasi pengelolaan barang milik deerah,

Bagian Kedus
Azas Umum

Pasal 3

e i sy

e fiar XI0R

an Barang Milik Deerah memperhatikan azas ymwiim (prinsip dasar) sebagai berikat -

s i e '.;-;'ﬂmgsiuna!. vaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah & bidang
i laan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuass penggunas barang, peagguna
S sng, pengelola barang dan Gubermur sesual flangsi, wewcnang dan tanggung jawab
hiizen masing-masing,
L3 ] P'H" i ’ . e =
aaiger U Azas kepastian hukum yaim pengelolzan barang milik daerah harus dilaksanakan
el haagasa:rkau hukum dan peraturan perundang-undangan;
Kin, Yy v ﬁ
bty T

pM




©. Agzas transparansi, yaitu penyelenggarazn pengelolaan barang milik daerah harus transparan
terhadap hak masyarakat dalam memperolel informas: yang benar,

d. Azas efisiensi. vaitu pengelolazn barang milik daerah diarahkan agar barang milik daesah
digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuban vang diperlukan dalam raneka
menunjane penyelenggaraan tugas pokok dan fungs pemerinishan secara optimatk;

e Azas shkuntabilitas, vaitu seriap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat
dipertangguny jewabkan kepada rakvat;

f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya

ketepatan jumiah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindah
Lastwaran barang miltk daerah serta penyusenan neraca permetintah dagrah

BAB 11
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Keknasaan Pengelols Barang Daerah

Paszal 4

(1) Gubernwr adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang dacrab yang berwenang dan

Eﬁi&ﬂgu"g jawah atas pembinasn dan pelaksanazn pengelolean barang deerah, sebagai

a menetapkan kebiyakan pengelolaan barang milik daerah:

b mengtapkan penggunaan, pemanfastan atsu pemindzhianganan tanah dan baneunan,

¢ menetapkan kelnjakan pengamanan barang milik daerah;

d mengajukan usul pemindahtaneanan harang milik daerah vang memerlukan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakvar Daerah Provins Sumatera Tliara;

e menyetujul usul pemindaltanganan dan penghapusan barang milik daerah sesusi batas
kewenangannya, dan

f. menyetupui usel pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

{2) Dalam melaksanakan tugasnya dibanty oleh pengelola, pembantu pengelola, pengguna,
kussa pengguna, penyimpan dan pengnnes barang:

Bagian Kedua
Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal §

{1} Sekretans Daerah Provinst Sumatera Ulara adalah pengelole barang milik daerah.

{2} Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertangeung jawab:;
a. menctapkan pejahat yang mengurus dan menvimpan barang milik daerah: .~
b, meneliti dan menvyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
meneliti dan menyetujin rencana kebutuhan pemelibaraan/perawatan barang milik

nengatur polaksanaan pemanfantan, penghapusan dan pemindalanganan barang milik
dzerah yang telah disetujui Gubernur,

elakukan koordinas: dalam pelaksanaan invemarisasi barang milik daerah,

elgkukan pengawasan dan pengendalian ata: pengelolaan barang milik daerah
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Bagian Ketiga
Pembants Pengeloda Barang Milik Daerah

Pasal 6

(1) Bire Perlenghkapan dan Pengelolaan Aset adalah pembantu pengelola barang milik daerah
Pemenntah Provinsi Sumaters Utara.

(2} Pembantu pengelola barang milik dacrah bertugas dan berfanggung jawab

2. mengkoordingsikan penvelenggaraan pengelolaan barang milik dserah yang ada pada
masing-masing SKPD;

b. melaksenakan pembinaan, fasilitasi. monituring, evaluasi, pengendalian  dan
mempersiapkan’ menyusun dan menghimpun rencana kebutuhan barang milik Daerah
uniuk safu tahun anggaran vang diperlukan oleh setiap SKPD dan standarisasi sarana dan
prasarana keija pemeniniahan dasrah serfa standarisasi harga

Bagian Keempat
Pengguna Barang Milik Daerah

Pasal 7

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalab pengguna barang milik daerah.

(2) Pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawah:

a mengajukan rencana kebutuhan barang SKPD yang dipimpinnys kepada Gubemur
melalui pengelola;

b melaksanakan pengudaan barang sesuai kewenangannva;

¢ mengajukan permohonan penetapan statis uniuk pengeasaan dan pengiunadn barang
milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnve yang ssh kepada
(ubermer mefalui pengeinla;

d melakukan pencatatan dan nventarisasi barang milik daerah  vang berada dalam
penguasaannya;

e mengpunakan barang milik daerah vang berada dalem penguasaannya untuk kepentingan
penyelengparaan tugas pokok dan fungsl catusn kerja perangkat dacrsh yang
dipimpinnye;

{. mengamankan dan memelihara barang mihk daerah vang berada dalam penguasaannya:

g mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daergh kepada Gubernur melaluf
pengelola;

h menyerahkan barang daerab vang tfidak dimanfaatkan untuk  kepentingan
p-!a‘{].rflffuggamﬂﬂ wgas pokok dan fungst satean kerja perangkat dacrah  yang
dipimpinnya kepada Gubemur melalui pengelola;

i melakukan pengawasan dan pengendabian atas penggunaan barang milik dacrah  vang
ada dalam pengussaannya,

1. melaksannkan penyusunan dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran
{(LBP3) dan Laporan Barang Penpoung Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5

. PAEg T rira) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannva kepada pengelola barang
ol
Sz PO Bagian Kelima
hsale 7 - knasa Penpgguna Barang Milik Daerah
.n:.m.-l'i“’."’. o Pasal &
| Asten A . . : d .
. P }I'_ig_ Bire /| Bidang / Bagian / Kepala Unit Pelakeana Tekmz Daerah adalah kuasa
Ka Hapuat e barang milik daerah
{ia mﬂi e, enggung Barang Milik Daerah  berwenang dan bertangguny jawab:

juka.n rericana kebutuhan barang milik dacrah bagi uniat kerja vang dipimpinnya
da Kepala Satusn Kerjn Peranghkat Dagrah vang bersanghutan;
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b. melakukan pencatatan dan investarisasi barang milik dsersh  vang berada dalam
PeRZUASARNMNYE,

¢ mengponakan barang milik daersh  yang berada dalam  penguasaannya untuk
kepentingan penvelenggaraan nugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;

d. mengamankan dan memelihare barang milik daersh yang berada dalam penguasaannya;

¢ melakukan pengawasin dan pengendalian atas penggunasn barang milik daerah yang
ada dalem penguazaannya; dan

' memyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kussa Pengpuna Semesteran (L BEKPS)
dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBEKPT) vang berada dalam
penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkar deerah yang bersanghkutan

Bagian Keenam
Peryimpan dan’ atau Pengurus Barang Milik Dacrah

Paragrafl 1
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 2

(1) Peavimpan danatau pengorus barang adalah pegawai negeri sipil Pemprovsu yang
ditugaskan univk menerima, menyvimpan dan mengeluarkan serta mengurus barang milik
daerah yeng diangkat oleh penpelota wntuk masa 1 (sata) talan angeasan dan bertanggung
jawab kepada pengelola melalui atasan langsungnya

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada aver (1) dapat diangkan kembali pada
idhun anggaran berikannya dengan memperhafikan ketentian jabatan, dimana jabatan
peryimpan dan / afau pengurus barang tersebut dapat dirangkap dengan pengurus bararng
sepanjang beban twgas / volume kegistan tidak terfalu besar dengan memperhatikan svarat-
syarai sebagai berikut ;

a diusuikan oleh Kepala SKPD vang bersangkosan,

b. serendab-rendabnya menduduki golongan [T dan seungg tngginys golongan 101,

¢, memiliki pengalaman dalam pengurusan barang dan‘arau telah mengikuti korsus /
bimbingan teknis pengelolaan barang,

d. mempunyai akhlak yang baik, antara lain, jyjur, telim, dan dapat dipercaya.

{3} Dalam keputosan pengangkatan kembali penyimpan danfatan pengurus barang  oleh
pomgelols sckaligus ditunjuk atasan langsunenya yang antara lain berkewajiban membenkan

persctujuan atas setiap pengeluaran barang, pencatatan dan pelaporan barang dan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaannya, serta ditetapkan puls jumlah stau besarnya insentif

bagi penyimpan San'atau pengurus barang dimaksud
{4} Dalam melaksanakan tugasnya Pegawar Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibanty oleh pembantu penyvimpan dan/atau pembantu pengurus barang

Paragraf 2
Togas dan Tanggung Jawab Provimpan dan/ataw Pengaras Barang

Pasal 10
(1) Tugas dan tangguny jawab penyimpan barang adalah sebagai berikut
iiﬂhﬂ., menyimpan dan menyerahkan barang milik daerah ke unit pemakai;
tat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan
iaan barang ke dalam bulw/kariu barang meaurut jemsnya, terdin dars

1), Bl.:ku Barang Inventaris.
7). Buku Barany Pakai Habis
i Hasil Pengadaan.

Sy
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¢. menghimpun seluruh tands buktl penerimasn barang dan pengeluaran/ penyerahan
secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperivkan sewakty-
wakiy terutama dalam hubungan dengan penpawasan barang,

d. membuat laporan mengenai barang yang diurusnya berdasarkan Kartu Persediaan Barang
gpabila diminta dengan sepengetahuan atasan langsungnya;

e, membual laporan, baik secara periodik maupun secara insidentil menpensi pengurusan
barang yang menjadi tanggung jawabnya kepada pengelola melalui atasan langsungnya;

f. membum perhitungan/pertanggungiawaban atas barang vang diurusnya;

£ berlanggung jawab kepada pengelola melalui atasan langsung mengenai barang-barang
yang divrusnya dari kerugian, hilang, rusak atao dicari dan sebab lainnya:

h. melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikithya setiap 6 (enam} bulan sekali,
vang menyebutkan dengan jelas jenis jumlah dan keterangan lain vang diperlukan, untuk
sclanjutnya dibuatkan Berita Acara perhitungan barang yang ditandatangani olch
penyimpan barang,

(2} Tugus dan tanggung jawab pengurus barang adalah sebagai berlot

. mencatal seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD vang berasal
dari APBD maupun perolehan [ain vanp sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB),
Karu Inventaris Rusingan (KIRY Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BI,
sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;

b, melakoksn pencatatan barang milik daersh yvang dipelibara‘diperbaiki  kedalam kariu
pemeliharaan;

¢. menyiapkan Laporan Barang Pengyuna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tzhunan vang berada di
SKPD kepada pengelola; dan

d. menyviapkan usulan penghapusan barang milik dacrah yang rusak atau tidak
dipergunakan lagi,

Pasal 11

i1} Dalam hal pemyimpan dan/atan pengurus barang karena sesuatn hal tidak dapat
melaksanakan tugasnya, maka uniuk menjaga kelangsungan tugas’pekerjaan penyimpan
danfarau pengurus barang {ersebut, penpelols  barang atas wsul Kepala SKPD dapat
menunjuk seorang pegawal lninnya sebagal penyimpan dan/siau  pengurus  barang
penggarti,

i2) Penyerahan tuges sebagmmana dimaksud pada avat (1) ditvangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Gudang cleh atasan langsung dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan serfa
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan selanjumya dilaporkan kepada pengelola

Pasal 12

(1) Dalam hal penyimpan dan/stau pengurus barang meninggalkan tugas untuk sementare,
miaka pengeuna menunjuk seorang pegawal lainnya untuk melskukan tugss sementara

vimpan dan/atau pengurus barang,

verahan tugas sebapaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam Berita Acara

_EHLEF koo iksaan Gudang oleh atsan langsung dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan scria
Wiagib kan kepada pengalola.

e (33 ! Daliam hal penyvimpan dan/stau pengurus barang vang bersangkutan kembali mclaksanakan
L ugasnys, maka penunjukan pengganti sementarn tersebul  harus  dicabut  dan
1 feon 'Fpgn}rgrahann:;a dituangkan dalam Berita Acara dan haros dilsporkan kepada pengelola.

langsung penvimpan / pengurus barang wajib secara berkala & (enam) bulan sekali
kan pemeriksaan atas pelaksanasan tugas peayimpan / pengurus barang meliputi
iksaan pembukuan / pencatatan dan pemerikeasn gudang.
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{5) Hasil pemeriksaan harus dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dicatar dalam buku
pemeriksaan penyimpan barang yang bersanghutan

(6) Hasil pemeriksaan ditaporkan kepada pengelola dun tembusannya kepada Kepala SKPD
yang bersangkutan, Pembantu Pengelola dan Pengawas Fungsional Provinsi Sumatera
Utara.

(Ty  Apabila atazan langsung penyimpun barang berhalangan, pengelola atau pengguna’ kuasa
pengguna menuniuk pejabat fain sebagai atasan langsung penyimpan / pengunss barang,

(#) Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian penyimpan' pengurus barang, atasan langsung
turut bertanguung jawab atas kerugian vang terjadi.

Bagian Ketujuh
Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Iasa

Faragrafl 1
Penetapan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Fasal I3

(1) Panitiz Pengadaan Barang/Jass diterapkan dengan Kepumusan Gubernur dengan susunzan
keangeotaannya melibatkan umsur teknis terkait

{2} Unsur tekiss terkait sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Grubermr

Pasal 14

(1) Administrasi pengadaan barang dacrah yang dilaksanakan oleh PanitiaPejabat Pengradaan
mencakup selumh kegiatan pengadaan barang daerah sesuai dengan Dafiar Kebutuhan
Barang Daerah.

{2} Pengadaan barang dasrah melalui Panitia/Pejabat Pengadsan, batasan dan cakupan
kegiatan ditetapkan lebib lznjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

Faragraf 1
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 15

Paniia Pengadaan menvelenggarakan tender/lclang dan mengambil keputusan dalam suatu rapai
yang dituangkan dalam Benta Acara Lelang mengena: calon pemenang atas dasar harga
terendah dikaitkan dengan harge perkiraan sendini  (owner estimate) vang dapat
dipertanggungjawabkan umuk kualitas barang vang dibutuhkan, selanjutnyd menyampaikan
Berita Acara tersebut disertai saran kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah untuk
menetapkan Femenang Lelang.

Bagian Kedelapan
Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

Wil

ek

| Agkan’

| sk

| ke 4 T
REDIY

kan K WAt
o

| PARAF {00

Paragral |
Penetapan Panitia Pemeriksa Barang/Tass
o Pasal 16

1 Panitia Pemeriksa Barang Daersh ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan pengelola
melibatkan unsur teknis terkait,

{ w..a}mis terkait sebapaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan Keputusan
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Pasal 17

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa harus memenubi syarat-syarat schagai berikout -

& memahami tata cara pengadaan barang:
b memahami substansi barang vang meliputi kualifikasi dan kualjtas barang

Paragrafl 2
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 18

Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Daerah Dertugas scbagai berikul |

B n!tnzlin' dan memeriksa setiap hasil pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau pekerjaan yang
hayanya bersumber dari APBD sesuai dengan persyarmian vang tertera dalam Surat Perintah
kerja atau kontrak/ perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemerikeaan:

b. melakukan penelitian administrasi dan dokumemtasi yang berkaitan dengan kegistan
pengadaan barang dan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan’

c. membust Berits Acara Hasil Pemeriksaan Barang danfatan Pekedaan yang  telah
dilaksanakan;

d. melakukan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan
barang dan/atay pckerjaan yang telah dilaksanakan:

¢ menyakgikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat
Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan

Bagian Kesembilan
Panitia Penaksir

Faragraf |
Penetapan Panitia Penaksir

Pasal 19

(1) Panitia Penaksir ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan keanggotaan melibatkan
unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unsur tckais ferkan.

{2) Panitia Penaksir tidak boleh merangkap sebagai panitia penilai
(3} Panimia Penaksir berjumlah panjil sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tign) orang,

Paragraf 2
Tugas dan Tanggong Jawab

Pasal 20
Pamitia Penaksir mempunyat tuges dan tangpung jawab sebagai berikut -

2. melaksanakan perkiraan harga taksiran atas harga kendaraan dinas dengan memperhatikan
tEtis: umumy pasaran dan/ atau nilai jeal kendarasn bermotor sebagmi perhitungan dasar

Fﬁﬂf:_'-" g «tiaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendarzan bermotor tzhun
an

!‘:::,-. “loamenclils dan menaksir nilai kondisi fisik kendarsan dan tabun perolehan kendaraan vang
hsten T . akan dijual/ dilelang.

st P 2. menaksir harga kendaraan dan membauat berita acara hasil penaksiran,

heen AARUH f_n_ei!ai:slamkan fugas lamnya wang dianggap perhe dan selamputnya hasil penelitian
m“ﬁm U penaksiran tersebut ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penaksiran

5 Pt b 4

[ L ——
m_!,‘.'“_“ ...... s itk
oy 04 (€ ik




b, melaksanaken perkirasn hevga taksiren atas penjualsn rumeh dinas Dacmab  polosgan [
besertn atau tidak beserta tanahnya dengan memperhaiikan nifai jual objek pajak dam‘atau
harga wnum seiempat dari segi:

1. pernhangunan dan pemilikan romah dan'atan nahnya;

keadnon fisik rumah;

perpaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan:

menaksir harga Tumah dan ganti rugi stas tamahnya disesuaikan dengan keadaan pada

sast penoksiran termocuk  perbaikan-perbaikan yang felah dilakukan atas  biaya

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, apabila sda penambehan danfateu perbaikan

dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendini tidak diperhitungkan;

5, lain-lain yang dipandang perlu dan sclanjutnya hesil penelifian penaksiran tersebut
dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penaksiran.

¢. meluksanakan perkirasn harga teksiran twneh danfstan bangunan yeng akan dilepaskan
dengan ganti rugl atay dengan tukar menukar (ruilslagh‘tukar guling) kepada Pihak Ketigs
sebayai berikut:

. menelii kenyataan lokasi dan keadaan lmpkungan lanah dan/atsu hangtmﬂn Tanah
tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial,
ekonomi, budaya dan kepentingan Pemenintah Provinst Sumateta Utara;

2. menaksir besamya nilai atas 1ansh dan/atau bangunan tersebut dengan herpedoman pada
harga dasar‘umum/Milal Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang berfaku setempat:

3. meneliti bonafiditas dan lovalitas calon pihak ketipa dan memberikan ssran-samn kepada
Gubemur dan lain-lain keterangan yang dipandang perlu;

4, membuat Berita Acara hasil penelitian dalam Berita Acara Hasil Penaksiran.

ke [

Bagian Kesepuluh
Panitia Penilai

Paragraf |
Fenetapan Panitia Penilai

Pazal 21

(1) Panitia penilai ditctapkan dengan Keputusan Cubemur dengan susunen kepanitinan dari
unsur SKPD dan unsur teknis werkait,

{2) Panitia penilai tidak boleh merangkap sebagai Panitia Penaksir, dan panitia penilzi baik
jabatan maupun pangketnya lebih tinggi daripada panitia penaksir,

Paragraf 2
Tugas dan Tungguag Jawab

Pasal 22

- e ilai mempunyai tugas schagai berikut:

PinET rpRDINASL - i RN
l “ hasil penaksiran Fanitia Penaksir sebagoimana dimaksud pada , yang
Wara S 1

va dituangkan dalam Berita Acarn Hasil Penilaian Panitia Penilsi dan Khusus nniuk

feks danfatau bangunan dilakukan dengan estimasi terendah menggunakan NJOF sehingga
s plch nilai wajar;
- i . it ilai hertuga: sebagai
ity S hﬁ"mmln dengan penghapusan asel, panitia penilai penghapusan asct uga
Kaie e | :
FiTHN ikl
Katay T Z
bt M e _31).;1
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I menelits dan memeriksa aset vang akan dikapus meliputi

¢ wenehin administrasi asel termasub. kepemilikan dan kepengumsannys dihubungkan
dengan kepentingan dinas, biaya pemeliharaan dan penelitian dari segi persvaratan
personal,

b, meneliti keadasn Rsik aset vang akan dihapus;

¢ menilai kelayakan harga terhadap suatu asel yang akan dihspuskan dengan
mempertimbangkan kondisi fisik, tahun peroleban dan lain-lain sosuai  hasil
pelaksanaan penak siran dan Panmia Penaksir:

d. membuat Berita Acara Penilaian Harga

BAB I
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
FPerencanaan Rebutuban

Pasal 23
(1) Perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yaitu

8 untuk mengisi kebutuhan barang pada masmg-masing SKPD disesuaikan dengan besaran
organisasi/ jumlah pegawai dalam satu oreanisasi;

b. adanya barang-barang yang rusak dihapus, dijusl. hilang, mati atau sebab lain yanp
dapat dipertanegungjawabkan sehingga memerlukan penggantian,

¢ adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar peromangan, jika
terjadi mutasi bertambah personil sehingga mempenganihi kebutuhan barang,

d. untuk menjaga fingkat persedizan barang milik dacrah bagi setiap tahun anggaran
bersanphutan agar efisten dan efelonf’ dan

e pertimbangan eknolog

(2} Perencanaan  kebutuhan sebagaimana dimaksud pads avat (1) dilaksanakan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

barang apa yvange dibutuhkan;

dimana dibutubkan;

bilamana dibutuhkan,

bermapa biava:

siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan;

alasan-alasan kebutuhan;

cara pengadaan;

standarisasi dan spesifikasi barang-barang vang dibutubkan, bak jems, macam maupun

jumlah dan besamvya barang vang dibutuhkan,

i e nnoop

Bagian Kedua
Tata Cara Perencaraan
Pasal 24
Llbpiien Kerja Perangkat Daeral sebagai pengpuna barang merencanskan dan menyusdn

A fﬂ" kmitihan barsng dalam Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencanz Kebutuhan
Fee L cliharaan Barang (RKPB) dengan memperhatikan keterscdiasn barang avlik dacrah
o e

Asieni | ¢ E encaha Kebutuhan Barang sebapaimana dimaksud pada avat (1) meliputi rencana
Astzten Foom pengadaan dan rencana kebutuban pemelibaraan barang diusolkan SKPD berdasarkan
A agten TN anyd pengemibangan organisasi, personil, barang rusak, dihapuskan, hifang, maef,
g ekt Fdiaan barang dan pertimbangan teknologi atau sebab lain,

Karg Fafees

e b PAAT




17

(3) Rencana Kebutuhan Barang (RKB} dan Rencana Kebutuhan Pemeltharaan Barang (RKPB)
sehagaimana pada ayat (1) merupakan bahan SKPD menyusun Rencans Kerja dan Anggaran
(RKA-SKPD),

{4) Rancana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB)
disusun berdasarkan standarisasi sarana dan prasarsna kerja Pemenntahan Daerah  dan
standar harga yang ditetapkan Gubernur dan selanjutnys RKB dan RKPB disampaikan
kepada pengelola melalui Pembantu Pengeloda untok diteliti dan disusun menjadi Rencana
Eebutchan Barang Milik Daersh (RKBMD) dan Rencana Kebunihan Pemeliharaan Barang
Milik Dacrah (RKPBMD).

{5) Setelah APBD ditetapkan setiap SKPD menvusun Daftar Rencana Tahunan Barang dan
disampaikan kepada Gubemur melalui pengelola vang selanjutnya diteliti dan diburmpun
menjadi Daftar Kebutuhar Barang Milik Daersh  (DKBMD) dan Daflar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DEKPBMD) umtuk satu tabun anggaran ditetapkan
dengan Keputusan Gubemnur dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan
pemeliharaan barmang milik deerah.

i6) Tata cara dan format perencanaan barang / jasa sebagaimanz tercantum dalam Lempiran [
veng mertpakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Bagian Ketiga
Perencanasn Penganggaran

Pasal 25

(1) ‘Setiap perubshan vang skan diadakan pada pada Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barmng sebapoimana dimaksud pada Pasal 24 avat (2) harus
disampaikan kepada Gubemur ¢.g. Pembantu Pengelola Barang.

(2) Permohonan perubshan Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemelinaraan
Barang sebhagaimana dimaksud pads avar (1) diteliti oleh Pembantu Pengelola bersama
denpan SKPD yang bersangkutan dan selanjutmye dissmpaikan kepada Gubemur ¢.q.
Sekretaris Daerah untuk mendapal persetijuan.

Pazal 26

{13 Pembanitu Pengelola sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Dasrah
dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

2} Pembantu Pengelola menyusun :
A Sundﬁnsns"rbamm,,
b. Standarisasi kebutuhan barang;
c. Standarisasi harga.
d. Siapdarisasi sarana dan prasarana.
(3} Perencanssn penganggaran untuk pemenuban kebutuhan barang harus ternci dengan
memuzt banyaknya barang, nama barang, waktu dan jumlah biaya yang diperlukan.

BAB IV
PENGADAAN

Bagian Kesaim
Umum

Pasal 27

. Pengadaan barang daersh dilaksanakan oleh panitia / pejabat pengadaan dengan fujuan :
tertib administrasi pengadaan barang;

£ “Tertib administrasi pengelolaan barang daerah;

""" yagunann barang daerah secara maksimal;
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(2) Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan cara:
pengadaan/pemborongan pekerjaan;
membuat sendiri (swakelola);

penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban Pihak Ketiza),
tukar-memikar, dan

ZUNa susun.

& oo o

(3) Administrasi pengadaan barang / yasa deerah dilaksarakan oleh panitia / pejabat pengadaan
yang mencakup seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa daerah.

(4) Pelaksamaan pengadasn dan pemelibaraan barang daerah berdasarkan kepada daftar
kebutuhan barang daerah dan dafiar kebutuhan pemeliharaan daerah

(5) Panitia / pejabat pengadaan barang / jasa ditetapkan dengan Keputusan Gubermur

(6) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk menetapkan panitia
pengadaan pada masing-masing SEPD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubenar

{7) Pelaksanaan teknis administrasi lebih lanjut dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan
pembantu pengelols

(8} Kepala SKPD bertanggung jawab baik temib administrasi maupun kualitas barang serta
melaporkan pelaksanaannya kepada Gubermur melalui pengelola,

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Paragraf 1
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 28

(1) Panitia pengadaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan susunan keanggotaannya
melibatkan unsur teknis terkait

(2) Panitia pengadaan menyelenpgarakan tender dan mengambil keputusan yang dituangkan
dalam berita acara lelang mengenai calon pemenang atas dasar harga terendah yang
dikaitkan dengan harga perkiman sendiri (owner estimate) unfuk kualitas barang yang
dibutuhkan

(3) Setelah ditetapkan calon pemenang lelang Gubernur atau pengelola atau pengguna
menetapkan pemenang lelang,

{4) Pelaksanaan pengadaan / pekerjaan dilakukan dengan cara sebagai berikut |

a. membuat surat peranjian vang ditanda tangani oleh Gubernur atau pengelola atau kepala
SKPD,

n' pekerjaan vang tidak dilakukan melalui lelang maka pelaksanaan pengadaan/

rjagn dilakukan dengan membuat surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh

it II la SKPD dan atau Pejabat Pengadaan;
Gekeim ' i
Jeiden Fel c ¥Burat Perintah Kerja harus dengan tegas memuat dan menyatakan jumlah barang dan
agiien YET8 1 ; l;lia.]!'u maupun svarat-syarat lain yang diperlukan
Agigie 1 TIMUM - é-‘ E
W el s i
o A W
Fm ..!.E'! ------- P |
Kzubbag LR [Evy G0 31?—
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Paragraf 2
Fenerimaan dan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa

Pa=al 29

{1} Penerimasn barang dilaksanakan oleh penyimpan bamng dan/atau pengurus barang setelah
diperiksn olch Panitia Pemeriksa Barang Daerah dengan membust Beritn  Acara
Pemeriksaan.

(2) Pembayaran hanva dapat dilakukan apebila melampiri dekumen-dokumen sesusi dengan
ketentuan yang berlaku,

Pasal 30

(1) Dalam realizasi pelaksenasn pengadsan barang(jasa dilakuken pemeriksaan oleh Panitin
Pemeniksa Bamng/lass Pemerintah Provinsi Sumatera Uiars dem/atau Pemenksa Barang
Unit,

(2} Keseluruhan dokumen kontrak yang bersanghkutan harus disnsun sesuz dengan ketgntuan
administrasi pengadaan barang dserah dan/atiu Ketentuan yvang fercantum dalam perjanjian
vang bersangkutan vang dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan mencakup seluruh
kegiatan pengadasn barang dacrah sesuai dengan Daftar Kebutuhan Barang Dserah.

{3) Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan, menguntungkan daerah dan
telah dibandingkan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Gubernur serta dapat

dipertangung jawabkan,
{4) Tata cara dan format pengadann sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1T yang merupakan
bagian yvang tidak terpisahkan dan Peraturan Gubemur ini.

Paragraf 1
Laporan Pengadaan Barang/Jasa

Fasal 31

(1) Pengguna membuat laporan hasil penpadaan barangfjass Pemerinigh Provinsi Sumatcra
Ltara kepada Gubernur melatui pengelola.

(2) Laporan hasil pengadann sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapt dokumen

pengadaan barang/jasa.
Bagian Ketiga
Daftar Hasil Pengadasn Barang Milik Daerah
Paragraf |
Ketenmuan dan Syarat
Pasal 32

{1} Dafiar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah memuat catatan selurnuh barang yang diadakan
oleh senua SKPD dalam masa satu tahun anggaran.

zan Barang Milik Daerah delam lingkungan wewenangnya dan bertanggung jawab
melaporkan/menysmpaikan Daftar Hasil Pengadsan Barang Milik Daerah tersebut
wada Gubernur melalui pengelola.
o £ bengaflaan sehapaimana dimaksud pada ayat (2) adalsh pengadaan yang didanal atas beban
- A F‘F"r:u-vinsi Sumatera Utara,

hasil pengadaan barang inventaris dan barang pakai habis, dijadikan lampiran Laporan
] giawaban Gubernur,
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Paragral 2
Tata Cara Pembustan Daftar Haesil Pengadaan Barang Milik Daerah

Pasal 33

{1) Pembantu Pengelola menyediakan formulir yang diperlukan.

{2} Formulir tersebant dikinim/disampaikan kepada semua SKPD untuk difsi sesua dengan
barang-harang yang disdakan oleh unit vang bersangkutan.

(3) Daftar tersebut dibuat setiap 6 (enam) bulan.

{4} Dafiar Hasil Pengadaan Barang Milik Daersh dan semua SKPD dikirim ke Pembaniu
Pengelola paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhimya tshun anggeran yang bersanghutan
uniuk disusun/dihimpun meniadi Buku Dafiar Hasil Pengadean Barang Milik Daerah,

(5) Tata cara dan format pembuatan daftar hasil pengadaan barang milik dacrah scbagaimana
tercamtum dalam Lampiran [l vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Ciubernur inl.

Bagian Keempar

Pengadaan Tanah
Pasal 34

(1) Setiep penguasaan lanah oleh dserah untuk keperlpan apapun haros berdasarkan kepada
landasan hak vang sah vaitu alas hak atas lanah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

{ Badan Pertanahan Masional).
(2) Pengadaan tnah dilaksanakan/dikoordinasikan oleh pengeloia,

Bagian Kelima
Tata Cara Penguasaan Tanah dan Pembebasan Tanah

Paragraf 1
Tata Cara Penguasaan Tanah

Pasal 35

(1) Tats Cara penguasann tanah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditempuh melalui :
a pemberian tanah Nepara (tanah yang langsung dikuasai oleh Negara) olch Pemerintah
melabui keputusan pemberian hak;
b. Tanah hak masyarakat {tanah mesyarakat hukum adat).
¢. pembebasan tanah hak (tanah yang sudsh ada hakaya, kepunyam perorangan atau Dadan
Hukum) berbentuk hak milik, hak puna usaha, hak guna bangunan, hak pakai aiau hak
pengelolaan dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti gl kepada
pemiliknya;
d. penerimaan atau sumbangen (hibah) tanpa diseriai pembayaran ganti rugi kepada pihak
yang melepaskan tanahnya.
(2) Dalam rangka tertib administrasi dan keamanan terhadap kemungkinan tuatutan d.ﬂ" pihak
lain, proses pengadaan tanah atau pemerimaan sumbsngan‘hibah barus disertai dempgan
sertifikat hak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas tanah.

PARAF Hﬁ..

Pasal 36
yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut

A i

< J' i, apabila tanahoya dipergunakan sendin untuk keperluan yang langsung
o EL y hibungan dengan penyelenggaraan tugas-iugas pemerintahan; dan

picw iy [2) ha pengelolsan, apabila tanahnya dipergunakan untuk kepetluan lain yang tidak langsung
ans bungan dengan tugas seperti pengkaplingan unmtuk pegawai negeri sipil/ anggota
ko Kafulng '

b Yoy Bt R
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Pasal 37T

Pola kerjasama dengan Pihak Ketiga atau penggunaan ishan untuk keperluan/ kepentingan lain
sehagaimana dimaksed dalam Pasal 36 ditetaphkan oleh Gubemur.

Paragraf 1
Tata Cara Pembebasan Tanah

Pasal 38

{1} SKPD vang memeriakan tanah mengajukan permohonan kebutuhan tansh kepada Gubernur
dengan mengemukakan maksed dan fujuan pengpunasn tenshnya termasuk keterangsan
mengenat:

& stats tanah vang akan dibebaskan haknva (jenis’macam haknva, luas serta tanabhnya);
b. gambar sitees Enahnya; dan
c. maksud dan ajuan pembebasan tangh dan rencana penggunaan tansh,

i2) Gubernur membentuk dan memerintahkan Panitia Pembebasan Tanah uniuk melaksanakan
penelitian terhadap data-data dan keterangan vang berhubungan dengan tangh dimaksud.

(3) Panitia pembebasan tanah selanjumya mengadakan inventarisasi serta  penelitian,
mengadakan perundingan, menaksir besamya pganti Tugl dan membuat Berita Acara
Pembebasan Tansh yang disertai fatwa/perfimbangan.

{4) Pernbayaran ganti rugi dalam rangks pembebasan taneh harus dilaksanakan secars langsung
oleh instansi yang bersangkutan kepada pemegang Hak Atas Tanah/Pemilik Bangunan/
Tanam Tumbuh.

{53 Papitia tidak diperkenankan sebagsl juru bayar, dan pembayarannya tidak diperbolehkan
meelalui Kuasa atau Perantara,

Paragraf 3
Panitia Péembebasan Tanah

Pasal 39

(1) Panitia Pembebasan [anah ditetapkan oleh Gubernur.
() Susunan Personalia Pengadasn Tanah terdin atas unsor-ursur terkat.
(3) Dalany hal-hal terientu Gubernur dapat mengetuni sendiri Panitias Pembebasan  tanah
dimaksud.
{4) Tugas Panitia Pembebasan Tanah adalah sebagai berikut :
8. mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadnan tanahnya. tanaman
tambuh dan bangunan-bangunan yang ada ¢i atasnyay
b. mengadakon perundingan dengae para pemegang hak atas tanah dan bangunan/fanaman;
¢. menaksir besamya gantl rugl yang akan dibavarkan képada yang berhak,
d. membuat Berita Acara Pembebasan Tesnah disertai fatws/ pentimbangsnnya dan
menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganli rogi kepada yang berhak atas lanah,
bangunan dan tanaman.

i e A1
G b i Bagian Keenam
g Tata Cara Perolchan Hak dan Penyelesainn Sertifikat Atas Tanah

Pasal 40
rintah Provinsi Sumatera Utara mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak

ii.a'f"“n - ' . v
Ehnn. Pakdi atau Hak Pengelolaan kepada pejabat vang berwenang sesuai ketentuan peraturan
i Hapunt dang-undangan yang berlaku
imlﬂﬁlﬂi_ Vil
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(2) Proses pengadaan tanah selesal dilaksanakan pada sear sertifiket Hak Atas Tansh tersebut
diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

{3) Tata cara dan format perolehan hak dan penyelesaian sertifikat atas tanah tercantum dalam
Lampiran [V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

Bagian Ketujuh
Dokumen Pengadaan Tanah
Pasal 41
Penyimpunan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan tanah antara lain ;

berita scara pemibebasan tanah;

berkas (pertingzal) permohonan hak pakeihak pengelolaan:
salinan surat keputusan pemberian hak pakaihak pengelolasn;
sertifikat atas tannhnya.

L

BABV
PEROLEHAN HAK BERUPA SUMBANGANHIBAH

Bagian Kesalu
Ketentoan dan Syarat
Pasal 42
{1} Penerimaan sumbangan atau hibah berupa tanah danfatan bangunan dan selain anah
dan/atau bangunan baik dari Pemerirnah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat ataw badan

hukum lainnya, dituangkan dalam Berita Acara dan ditindaklanjuti dengan penyvelesaian
status/dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Provinst Sumatera Utara

{2} Pihak pemberi hibah/sumbangan berkewajiban wunuk menyelesaikan semus kewajiban
kepada Wegara dan‘atau daerah atau plhek lain sebelum dilaksanakan sersh lerima

sumbangan/hibah,

(3) Objek sumbangan/hibsh sebagmimans dimaksed pada ayat (1) tidak dalam keadaan
sengketa,

(4) Sumbangan/hibah dari Pihak Ketiga barus dimanfamiken untuk kepentingan daerah
khususnya untuk pembangunan dasrah,

Bagian Keduoa
Tata Cara Perolehan Hak Berupa Sumbangan/Hibah vang Menambah Aset
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pasal 43

{1} Pihak Ketiga memberitahukan rencana pemberian sumbanganhibah secara tertulis kepada
Gubemur dengan tembusan kepada pengelola.

{2} Pengelola meneliti barang berupa tanah/bangunan atsu barang selain tanah/bangunan vang

akan disumbanglkan/dihibahkan.
FRAE KD g?ﬂ
T AW

enelitian yang dilaksanakan pengelela meliputi;

legalitas barang yang akan disumbangkan’ dihibehkan dan barang tersebut harus bebas
dari segala beban dan/atau berbagai pungutan/kewajiban apapun:

i | melakukan perkiraan milai barang berupa anah/bangunan atau barang  selain
""f“",i'm 4_ tanah/bangunan yang akan disumbangkan/ dihibahkan,

r:;:ﬂﬂhﬂ glola menpajukan usul kepadz Gubermur unmk menerima mmhman-"hiihlah jika
i g berupa tanah/hangunan stau barang selain tnsh/hangiman yang akan dihibahkan
gy o enuhi syarat dan menolak jika baranp berupa tanah/bangunan atay barang selain
m;c;qlqgl §an, "E?“ gunan yang akan dihibahkan tidak memenuhi syarat.
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{3}  Gubemur selanjuinys mengajukan usulan perseivjuan untuk menerima sumbangan atau
hibah apabila barang yang askan disumbangkan/ dihibehkan memenuhi syarat atau
memberitzhukan penolakan  kepada Pihak Ketiga apabila  barang  yang  akan
disumbangkan/dihibahkan tidak memenuhi syaat,

{66) Pihak pemberi hibah selanjutnya menyerahkan sumbangen atau hibah kepada Pemerintah
Provinsi Sumaters Utara vang dilakeansban melahu penandatanganan Berita Acarz Serzh
Terima (BAST) dan diserai dengan dokumen kepemiliken/penguasaan yang sah yang
memuat nilai dan stams kepemilikan.

(7} Setelsh ditandatengani Berita Acare Hibah, pengelola segern  menyelesaikan
status/dokurnen kepemilikan barang sumbangan/hibah dimaksud dan mencatatnva sebapai
asel Daerah.

(8) Tata Cara dan format perolchan hak berupa sumbanganhibah vang menambah asct
Pemerintah Provinsi Sumaters Utara  tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari Perateran Gubernur ini.

BAR VI
FENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 44

Penerimaan barang milik Daerah  sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan harus dilenghkapi
denpan dokumen penpadasn don Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah
Tesima Barary.

Baglan Kedua
Tata Cara Penerimaan Barang

Paragraf 1
Tata Cara Penerimaan Barang Bergernk

Pasal 45

{1} Penvimpan barang, menerima hasll pengadaan barang dengan dasar surat perintah
kega‘surat perjanjiankontrak pengadasn barang vang ditandatangani oleh pejabet yang
herwenang dan disertal dokumen menyatakan dengan jelas macam/jenis, jumlah. harga dan

spesi fikasi barang,

() Peperimaan barang sebagaimana dinsaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh
Panitia Pemeriksa Barang Daerah dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan,

(3) Barang diterima spabila hasil penelitian barang oleh panitia pemeriksa barang scsuai
dengan isi dokumen pengadaan.

{4) Penerimasn barang dinyatakan sah apabila berita acara penerimaan bharang telah
ditendatengani.

' : imaan barang milik dsemah sebagaimana dimaksud pada ayal (2) selanjuimya
. PARAF l"'ﬂ__l_:: ’,iﬂml dimpan dalam gudang stau tempat penyimpanan.

g bila barang telah diterima akan tetapi belum sempat diperiksa, maka penerimasn
““'f ; " o dilaksanakan dengan membuat tanda penerimaan barang sementara, dengan dibeni
'ﬁ;:_;h | c.;lﬁn. barang belum diteliti oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah.

g AT 7 I"-E;_mainmﬂn barang dilaksanakan melalw penandatanganan Berita Acara Serah Terima

fa d—Ba__mng.
P e -
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Paragral 2
Tata Cara Penerimaan Barang
Tidak Sesuai dengan Persyaratan

Pazal 46

Apabila berdasarkan penclitian tomyata ada kekurangan atan syarat-syasst yang belum
terpenubi dan jika sernyvata bahwa barang vang diperiksa terscbut tidak sesuni dengan
persyaratan schagaimuana tertera dalam sural perjanjian dan‘atau dekurmen penyerzhan
lainnya, maks penerimsan barang dilakoken dengan membuat Tenda Penerimaan
Sementars Barang vang dengan tegas menyvebutkan sebab-sebab penerimaan barang
RETEnar

Berita Acara Pemeriksaan Barang segera diberitahukan kepada panitia’‘pejabat pengadann
vang melaksanskan pengsdasn dan punitia’ pejubat pengadaan harus segera mengambil
tindakan penyelesaian,

Apahila kekurangan dan syarat-syarat tersebut pada ayvat (1) sudab terpenuhi sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3), maka dapat dilaksanakan peneritmoan barang sesua
ketemtuan dalam Fasal 45 ayat (4),

Jika pelaksanaan penyelesaian barang dimaksud memerfukan waki vang lama, maka
barang tersebut dapat diserabkan kepada penyimpan barang' pengurus barang unfuk
disimpan sebagai barang tifipan,

Berkenaan dengan ketentuan pada ayat (2) penvimpanan barang dimaksud harus disertal
dengan pembuatan Berita Acara Sementara yang memust semud dma'keterangan yang
diperiukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang,

Paragraf 3
Dokumen Penerimaan Barang Bergerak

Pasal 47

Penyimpan barang scbagaimand dimaksud delam Pasal 45 ayal (1) berkewsjiban
melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik Dacrah  sebaguimana ursian
tugas sesuai ketentuan dalam Pasal 10 avat (1),

Dokumen yang diperlukan dalam penerimasn barang adatah:

&, surat pengantar barang dar pemasok ke pemesan (pengpuna barang),

b. buku kentrek pengadaan barang (yang berisi berbagai dokumen pengadaani;

¢. dalam hal pengadaan dilaksanskan tanpa kowrak, perlu diperhatikan dokumen
pemesanan barang yang memuoat berbagai ketentusn antara lain nama bamng, jenis
barang, jumlah harang, tingkat kualitas yang dipersyaratian, tempat penyerahan barang
dan seferusnyd;

d. petunjuk dari pemasok yang berisi bagaimana cara mengoperasikan dan mengamankan
{renjaga dari kerusakan'pengarvh barang dalam penyimpanan);

e, Ketentuan yang mengater nsiko sebelum barang secara resmi diterimi.

1)

Paragraf 4
Tata Cara Pencrimann Barang Tidak Bergerak

Pasal 48

Hhsil pengadaan berang milik dacrab tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD,
Kemudian Kepala SKPD melaporkan kepada Gubernur uptuk ditetapkan penggunaannya,
imaan barang sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh
itia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuai Berita Acara Pemeriksaan,
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Penerimaan barang dilaksanakan melalui penandstanganan Berita Acara Serah Terima
Barang dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.

Panitia Pemerikss Bargng Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 avat (2) dan
Pasal 18 bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang vang diserahkan sesuai
dengan persyarstan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan
dibuatkan Berita Acara Pemneriksaan,

Beritd Acara Pemeriksaan schagaimana dimaksod ayet (1) merupaksn salah satu syvarat
pembayaran,

Paragraf 5
Penerimaan Barang Lainnya

Paszal 49

Penerimaan barang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Uzarn dari Pihak Ketiga dapet
berupa sumbangan, hibsh, wakaf dan penyershon dari masyarakat.

Penerimain dan penvesahan barang dari pemenuhan kewsjiban Pihsk Ketiga berdasarkan
perjanflan dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan leriendi.

Penverahan dari Pihak Ketiga sehapaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan
vang sah.

Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan
kewajihan Pihak Ketiga sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Hasil penerimasn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) dicatat dalam Daftar
Barang Milik Daerah.

Tata cara dan format penesimaan barang daersh tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan hagian vang tidak terpisabkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
FPenvimpanan
Paragraf 1

Ketentuan dan Syarat
Pasal 50

Penyimpanan berang daerah dilaksanakan dalam rangka pengurusan, penyelenggaraan dan
pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ ruang penyimpanan sehinggs setiap wakiu
diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat.

Hel-hal yvang perlu diperhatikan dalam penyimpanan barang adalah hal-hal sebagai berikut:

a. sifat barang : cepat menguap, cepat mencair, cepat memyusul, cepal membusuk,
memberikan daya kontaminasi terhadap barang lain, mudah tercemar dan sebagainya
sehingen memerlukan penanganan khusus agar tidak cepat rusak;

b. jumlah barang : barang yang tersimpan dalan jumlah banyak dengan frekuensi mutasi

yang tinggi memerlukan penanganan dengan tempat yeng luas, schaliknya barang

vang frekuensi mutssinya rendah dapat disimpan dalam sreal pudang yang lebih
“datam”;

penempatan barang perly mempertimbangken kemudahan untuk mengambilnya
terutams barang vang sudah tersimpan lama (prinsip first in first out);

herang-barang perlu dijaga dari pengarub cuaca, kelembaban udar, pengaruh sinar
{biasanya terhadap bahan Kimia dan obat-obatan);

harang-barang yang disimpan dalam gudang sesuai kelompolk/jenis baring dan
" & petlakuan khusos terhadap barang tertenti.
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Paragrafl 2
Tata Cara Penyimpanan Barang Daerah
Pasal 51

Fenyimpan barang menefima, menvimpan, mengatur, merawat dan menjaga keutuhan
barang dalam gudang/reang penyimpanan agar dapat dipergunaken sesuai dengan rencana
secara tertib, rapi dan aman,

Penyimpan barang menyclenggarakan administrasi penyimpanan/pergudengan stas semua
barang yang ada dalam guedang.

Penyimpan barang melakukan stock opname secara berkala ataupun insidentil terhadap
barang persedisan yang ade di dalam gudang egar persedinan selalu dapat memenuhi
kebutulan.

Penyimpan barang membual Japoran socara berkala atas persediaan barang yang adae di
gudang.

Atmsan langsung penyimpan/ pengurus barang mengadakan pemeriksaan pembukuan/
pencatatan dan pemeriksaan pudang secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

Hasil pemeriksaan selanjutnya dibuat dalam berita acara pemeniksaan dan dicatat dalam
buku pemeriksaan penyimpan barang yang bersangkutan,

Hasil pemeriksaan dimaksud dikirim kepada pengelola dan tembusannys masing-masing
uniuk Kepala SKPD yang bersangkutan. Pembantu Pengelola dan Inspektorat Provinsi
Sumatera Utara.

Dalam hal terjadi kerugian akibat kelalaian penyimpan barang, atasan langsung turut
bertanggunyg jawab alas Kerugian yang terjadi,

Paragral 3
Administrasi Pembukuan, Penerimaan dan Penyimpansan Barang Duerah
I'asal 52

Pengrimaan dan penyimpanan barang, penyimpan barang berkewajiban  ontuk
melaksanakan administrasi peperimaan dan penyimpanan barang sebagai berikul:

Buku penenmaan barans;

Buku pengeluaran barang;

Buku barang inventaris;

Buku barang pakai habis;

Kirtu barang;

Kartu persediaan barang.

Tata cars dan format penyimpanan barang baerah schagaimany tercantum dalam [ampiran
W1l yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur mi.
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Bagian Keempal
Penyaluran
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adalah menyelenggarskan pembagian barang sccara tepat, cepat dan teratur sesuai
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Paragraf2
Tata Cara Penyaluran

Pasal 54

{1) Penyimpan barang/ pengurus barang menyelenggarakan penyaturan berang kepada unit
kenja.

(2} Penvimpan barang/pengurus barang menyelenggarakan administrasi penvaluran dengan
tertith dan rapi.

{3} Penvimpan harang/pengums barang membuat laporan realisasi penyvaluran barang milik
dserah dan untuk selanjutnya pengguna barang melaporkannya kepada Gubemur ciqg.
pengelola barang,

(4) Tata cara dan format penyvaluran barang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiron
VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini,

Paragraf 3
Dokamen Penerimaan, Penvimpsnan dan Penyaluran

Pasal 55

Dokumen penerimaarn, peayimpanan dan penyaluran terdiri dan:

a. Surat Keputisan Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barsng'Jasa { Lampiran IT):

b. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa (Lampiman I1);

€. DBerite Acamn Pencrimaan Barang ( Lampican [1);

d. Buku Penerimaan Barang (Lampiran V1),

e. Buku Pengeluaran Barang {Lampiran V1)

f. Buku Barang Inventarts (Lampiran VIIT);

g. Bukn Barang Pakai Habis (Lampiran VIIT);

h. Kartu Bararg (I.ampican VIII)

1. Kartu Persediasn Barang (Lampiran VI

j. Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris {Lampiran VI

k. Laporan Semester tenitang Penerimasan dan Pengeluaran Barang Pakai Habis (Lampiran YT

.  Bukti Pengambilan Barang dar Gudang (Lampiran VIII);

m. Berita Acara Serah Terima Gudang { Lampiran VIIT);

n. Berita Acara Serzh Terima Terdapat Selisth {Lampiran VI

0. Surat Pernvatann Pengeantian Penyimpan Barang Sementara (Lampiran VI,

p. Berita Acera Pemeriksaan Barang Yang Berubah Keadaan (Lampiran VI

q. Berita Acam Pemeriksaan Rarang Karena Bencana Alam, Dicuri. Kebaksran (Lampiran
VIIIy; dan

r.  Surat Perintab Pengelusran’ Penyaluran Barang {Lampiran VIII).

BAB YTI
PENGGUNAAN

Bagian Kesatn
Penggunaan RBarang Milik Dacrah

Paragraf |
Ketentuan dan Syarat

Pasal 56

g milik dacrah ditetapkan status penggunasnnya untuk penyelenggaraan tugas pokok

i X h fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalem rangka mendukung

P pja}'anan umum, sest ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersanghoutan.
8

i tus penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
e | o ﬂ( 1.

by TIO0 L

Kaag fun .
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Paragraf 2
Tata Cara Penctapan Status Penggunasn

Pasal 57

(1) Pengguna melaporkan barang milik daerah yang berads pada SKPD yang bersangkutan
kepada pengelola disertai usul penetapan status penggunasn.
{2) Pengelola melalui Pembantu Pengelola, meneliti atas kebenaran usulan SKPD.

{3} Setelah dilakukan pepeliion atas kebenaran usulin SKPD, pengelola mengamukan usal
kepada Gubernur untuk ditetapkan status peoggunaannya.

{(4) Penetapan status penggunasn harang milik daerah dilskukan dengan ketentuan digunakan
uttuk kepentingan penvelenggaraan dalam melskeanakan tugas pokok dan fungsi SKPD
yang bersangkutan.

(5) Penctapan status penggunasn sebapaimana dimsksud pada ayat (4). dictapkan oleh
Gubernur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

a. Jumlah persomilpegawal pada SKPD;

b. standar kebutuhan tansh danfatmu bangunan serta barang inventaris lainnya untuk
menyelenggarakan tugas pokok don fungsi SEPD;

¢. beban tugas dan tanggung jawab SKPD: dan

d. jumlah, jenis dan luas dengan rincian lengkap termasuk nilai barang dimaksud,

(6) Amms penetapan staius penggungan, masing-masing Kepala SKPD melalui penyimpan/
pengurus barang wajib melakuken perataonsahasn barang daemb  yang berada dalam

PenEgEunaan / penguassannyi.

Paragraf 3
Tanah dan Bangunan yang Tidak Dipergunakan untuk
Penyelenggaraan Tagas dan Fungsi SKPD

Paaal 58

(1} Pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang tidak dipergunakan
untuk menyelenggarikan tugas dan fungsi SKPD kepada Gubernur melalui pengelola.

(2) Gubernur menetapkan barang milik daerah herupa tanah danatau bangunan yang harus
diserahkan oleh pengguna karena sudzah tidak diperpunakan untuk penyelenggaraan tugsas
pokok dan fungsi SKPD yang bersanglutan.

() TPengguna yang tidak menyerahkan tansh dan/stan bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan
dimakeud.

{(4) Tanah dan/mau bangunan yang tidsk digunakan sesuai tugas pokok dan fIIIEESi SKPD,
dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialibkan kepada SEPL lam,

(5) Tmta cara dan format penetapan status penggunaan barang daerah sebﬂg&iman{l tercantum
dalam Lampiran IX wang metupakan bagian yang tidak terpisahkan deri Peraturan

Gubernur ini.
BAB VI
PENATAUSAHAAN
Fr4F KONRDINASI Bagian Kesaiu
x> Tata Cara Pembukuan
“ﬂ i ey
g = Pasal 59
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(2) Pencatatan bareng milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kariu
Inventaris Barang scbagai benkut:

Kartu Inventaris Barang (KIB} A Tanah;

Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin;

Kartu Inventans Barang (K1B) C Gedung dan Bangunan;

Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Iripasi dan Jaringan:

Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya;

Kartu Inventaris Barang (KIB} F Konstruks: dalam Pengerjaan;

{3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendafiaran barang mi!il»:
daersh sebagaimana dimaksod pada avat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMI).

o RpR TR

Pasal 60

(1) Pengguna’ Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain
tanah dan bangunan.

(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah danfaiau bangunan milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Uhars,

{(3) Aset vang bersumber danz Non APBD Provinsi Sumatera Utara dan belum tercatat
sebagai aset Pemerintah Provingi Sumatera Utara baru dapat diakui sebagai aset
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah ditandatanganinya Berita Acara Serch Tenma,

{4} Tatacara dan format pembukuan barang daerah sebagaimana tercanium dalam Lempinn X
vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Bagian Kedua
Inventarisast

Paragraf 1
Ketentuan dan Syarat

Pasal 61

(1) Pengguna' kuasa pengguna berkewajiban untuk menyusin Buku Tnventaris yang
menunjukkan semua kekayaan dacrah yang bersifet kebendaan, baik barang yang bergerak
maupun barang yang tidak bergerak.

(2) Buku inventaris tersebut memual data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran,
harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sehagainya.

(3) Buku inventaris yang lengkap, terater dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang
sangat penting dalam rangka:

a, pengendalian, pemanfiatan, pengamanan dan pengawasan setiap harang
b. pemanfastan barang secara maksimal sesusi dengan tujuan dun fungsinya;
¢. menunjang pelaksannan tugas Pemerintah,

(#) Pengguna wajib mencatst Barang Milik/Kekayaan Negara yang dipergunakan olch
Pemerintah Provinsi Sumaters Utara  dalam Buku Inventars tersendini dan dilaperkan
kepada pengelola,

(5) Pimpinan Perusahoon Daerah [ Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah  wajib

INASPEleporkan Daftar Tnventaris Barang Milik Decrah  kepada Gubernur, dan Gubernur

nang untuk mengendalikan setiap mutas nventaris barang tersebut.

Fasal 62
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Dalam rangka tertib administrasi pengelelaan barang milik dacrah yanpg melipuori
pembukuan, pencatatan dan pelaporan, pengelola menetapkan pengurus barang pada
masing-masing SKPD,

Paragraf2
Dolkumen Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 63
Pelaksanaan inventansasi dibagi dalam dua kegiatan yakni:
a, pelaksanaan pencatatan;
b. pelaksanaan pelaporan,
Dalam pencatatsn dimaksud dipersunakan buku dan Kartu sebagai berikat:
8, Kartu Inventaris Barang, yang terdin dari:

1) Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A):

2y Kartu Inventaris Barang Mesin dan Peralatan {KIB B);

3y  Karu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB Ck

4}  Karu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB Dj
5 Karu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya (KIB Ex

6)  Kanu Ioventaris Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F).

b. Kartu Invertaris Ruangan (E1R):
¢, Buku Inventars (BI);
d Buku Induk Inventaria (BIT).

Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan dafiar yaitu :

a. Buku Inventans dan Rekap;
b. Dafiar Mutasi Burang dan Rekap.

Paragral 3
Tata Cara Pengisian Buku Induk Inventaris dan
Daftar Rekapitalasi Inventaris

Pasal 64

Pengguna melaksanakan inventarisasi barang yang dicatat di dalam Kartu Inventaris Barang
{KIR A, B, C, D, E dan F) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) secam kolektif stau secara
tersendiri per jenis barang rangkap 2 (dua).

Berdasarkan data dan KIB A, B, C, I, E dan F sebagdimana dimaksud pada ayat (1)
pengguna barang menghimpun KIB dan KIR serta meiakukan pencatatan dalam Buku
Inventaris dan membuat Relapitulesi Buku Induk Inventans (BLE).

Pembamtu Pengelola menghimpun Buku Inventaris menjadi Buku Induk Inventaris dan
membuat Daftar Rekapitulas: Buku Induk Inventans (Bil).

Daftar Rekapitulasi Buku Induk Inventaris ditandstangani oleh pengelola atau Fembanty
Pengelola,

Buku Induk Inventaris berlaku untuk 5 (Tima) tshun, yang sclanjutnya dibuat kembali
dengan tata cara sebagaimana sensus barang Daerah.

guna / Kuasa Penggupa wejib membuai Buku Inventaris serta Rekapitulasi Bulm
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yan it merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 65

Drafiar Rekapitulasi Bukn Induk Inventarss disusun oleh pengelola’ pembaniu pengelola dengan
mempergunakan bahan dari Rekapitulasi Buku Inventaric Barang yang disampaikan oleh
Penjiuni,

Paragraf 4
Mutasi Burang

Pazal 66

Daftar mutasi barang memuat data barang yang berkurang dan/atan yang bertambah dalam suatu
jangka wakiu terteniu (1 semester dan 1 tahun).

Pasal 67

Mutasi barang terjadi karena :

a)

by

(1)
(2)

(3)

(4

(3)

bertambah, discbabkan:

{1} pengadaan barg karena pembelian;

(2} sumbangan stau hibah;

{3) tukar-menukar;

{4} perubahan peningkatan kualitas (guna susun).

berkurang, discbabkan ;

(1}  dijupl/dihapuskan;

{2} musnah‘hilang/mati;

{3) dihibahkan/disumbangkan:

{4) tukar menokar/ruilslag ftukar guling/dilepaskan dengan ganti rugi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Tata Cara Felaporan

Pasal 68

Kuusa pengpuna barang menvampaikan laporan penggunaan berang semesteran, tahunan
dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna.

Pengguna menyampaikan laporan pengeuna barang scmesteran, twhunan dan 5 (lima)
tahunan kepada Gobermur melalui pengelola,

Pembanty Pengelole menghimpun seluruh laporan penggung barang semesteran, tabunan
dan 5 {lima) tahuman dari masing-masing SKPD, jumlsh maupun nilai serta dibuat
rekapitulasinya.

Rekapitulasi schagaimans dimakssd pada ayat (3), digunakan schagai Bahan Penyusunan
Neraca Deerah,

Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna’ kuasa pengguna, dirckap ke
dalam Buku Inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya Pembantu Pengelola
merekapitulasi Buku Inventsns tersebut menjadi Buku Induk Inventaris.

Thku Induk Inventaric sebagaimans dimaksud pada avat (5) merupakan saldo awal pada
st rautasi barang tahun berikuinys, selanjutnya untuk tahun-tahun berkutnya pengguna/
15y pergguna hanys membual Dafiar Mutasi Barang (bertambeh danfatau bedkurang)

a rekapitulasi musasi barang milik daerah.

sporan Mutasi Barang: dan
=LK fiar Mutasi Barang.




{8} Laporan mutasi barang merupakon penceigian barang bertambah dan/atau berkurang selama
& {enam} bulan untuk dilaporkan kepada Gubemnur melalui pengelola.

(%) Laporan Mutasi Barang semester | dan semester [ digabung menjadi Daftar Mutasi Barang
selama 1 (satu} tahun, dan masing-masing dibuatkan Daftar Bekapitulasinya (Dafiar
Rekapitulasi Mutasi Barang),

(10} Daftar mutssi barang selams 1 (gaiu) tshun tersebut disimpan di Pembante Pengelola.

(11} Rekapitulasi selureh barang milik Daerah (daftar mutasi) sebagaimans dimaksud pads ayal
(9, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

{12} Laporan inventarisasi barang {mutasi bertambah dan/atau berkurang) memuat jenis, merek,
tipe, nilai barang dan lain sehagainva.

(13) Tata cara dan format pelaporan penppunsan barang sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran X1 yang merupakan bagian vang tidak terpisabkan dari Persturan Gubemur ini.

Pasal 69

(1) Barang yang dikelola oleh SKPD vang berasal dari dana selain APBD Provinsi Sumatera
Utara ataupun berupa hibsh, SKPD yang bersangkutan herus melaporkan keberadaan
barang dimaksud kepada Gubernor ¢.q. Pengelola, dan barang dibukukan tersendir.

{2} Barang yang belum pernah dilaporkan atau tertinggal dilaporkan, terlebih dabulu dilaporkan
kedalam laporan mutasi barang vang sedang berjalan atau pada tahun berikout

Paragraf 2
Laporan Inventarisasi dan Pengeolongan Barang Daerah

Pasal 70

Barang milik daerah digolongkan kedalam 6 (enam) kelompok yaitu :

a, Tanah
Tanah Perkampungan, Tanah Pertaman, Tanah Perkebunan, Kebun campuran,
Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau' Rawa, Sungei, Tenah Tandus/ Rusak, Tangh
Alang-Alang dan Padang Rumput. Tanah Penpgunasn Lain, Tanah Bangunan dan
Tangh Pertambangen, tanah badan jalan dan lain-lain sebagainya,

b. Peralatan dan Mesin

1y. Alat-alat Besar
Alat-alat Besar Darat, Alat-nlat Besar Apung. Alst-glet Bantu dan lein-lain
jenismyi,

23 Alat-alat Anghkutan
Alat anghkutan Darat Bermotor, Alst Angkutsn Darat Tak Resmotor, Alat Angkut
Apung Bermotor, Alat Anghut Apung tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor
Udsra, dan lain-lainnyva sejenisnyi.

31, Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur o
Alat Benglel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-lain scienisnya.

. Alat=alat Penanian’ Petérnakan

Algt Pengolshan Tenah den Tanaman, Alat Pemeliharnan Tanaman/ Pasca
Penyimpanan dan lain-lain sebagainya.

. Alat-alat Kamtor dan Rumah Tangga

Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-laln sejenisnya.

Alat Stsdio dan Alat Komunikasi
Alat Stedio, Alat Komunikasi dan iain-lain sejenisnya




7). Alat-alat Kedokieran
Alat Kedokieran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokicran Ghgi, Alat
Kedokieran Keluarga Berencana, Alat Kedoktoran Mata, Alat Kedokieran THT,
Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan laim-lain schagainya.

%) Alat-alat Laboratorium
Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/ Prakick Sckolah dan [nin-lain sefenisnya.

9}, Alst-alat Keamanan,
Senjata Api, Perseniatazn Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan lain-|ain
sejenisnya.

. (redung dan Bangunan

I}). Banpunon Gedung
Bengunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan CGedung, Bangunan Instalasi,
Bangunan Gedung Tempat [badah, Rumah Tempat Tinggal dan gedung lain
VENE Sejenis.

2). Bangunan Monumen
Condi, Monumen Alam, Mosumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lnin-lain
SEjenisnya.

Ialan, Irigasi dan Jaringan
1), Talan dan Jembatan
Jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

2). Bangunan Air/ Irigasi
Bangunan Afr Irigasi, Bangunan Alr Pasang, Bangunan Air Pengembangan
Rawa dan Polde, Bangunan Air Pengaman Surya dan Penanggul, Bangunan Air
Minum, Bangunan Air Kotor dan Bangunan Air lain yang sejenis,

3}, Instalasi
Instalasi Alr Minum, Instalasi Air Kotor. Instalasi Pengolahan Sampah, Instalas:
Pengolshan Bahan Bangunan, Ingtalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Giandu
Listrik dan fain-lain sejenisnya.

4}, Jaringan
Yaringan Air Minum. Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya.

. Aset tetap lainnya

1} Buku dan Perpustakaan
Buku seperti Buke Umomn Filsafah, Agama. Ilmue Sosial, llmu Bahasa,
Matematika dan Peagetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Prakiis. Arsiekiur,
Kesenian, Olah raga Geografi, Biografi, scjarah dan lain-lain sejenisnya,

2}, Barang bercorak kesenian/ kebudayasn.
Barang bercorak kesenien, kebudayaan seperti pahatan, lukisan alat-alat
kesenian, alat olah raga, tanda penghargaan dan lain-lain scjenisnya.

3}, Hewan / temak dan tumbuban, ]

. Hewan seperti binatang ternak, binatang unggas, binatang melata, binatang ikan,

hewan kehun binatang dan lamn-lain sejenisnya.

" Tumbuh-tumbuhan seperti pohon jati, pohon mahoni, pohon kenan, pokon ssem
dan lain-lain sejendsnya termasuk pohon ayoman/ pelindung.

w-~Kbotruksi dalam pengerjann.

33
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Bagian Keempai
Sensus Barang Dacrah

Paragraf 1
eteninan dan Syarat

Pazal 71

(1} Pengelola dan penggung melaksanalan sensus barang milik dacsah setiap 5 (Hma) @hun
sekall untwk menghimpuin Buku Tnventaris dari SKPD dan menvusun Bulw Induk
Inventaris beserla rekapitulasi barang milik Pemerintah Provingt Sumaters Utara

(2} Pengelola bertanggung jawab alas pelaksanaan sensus barang milik daerah.

(3} Pelaksanaan sensus barang milik daersh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Gubetnur

{4} Sensus barang milik deerah dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(5) Penzmuws menyampaikan basil sensus kepads pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan
sefelah selesainya sensus,

(€] Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah
{7} Barang mulik deersh yang berupa busang persedisan dikecuslikan dar ketentuan
schagaimana dimaksud pada ayat (1)

FPasal T2

bjck dar: sensus barang dacrah adalah sebauni beriku

{1} Barang Milik Daerah / kekavaan Provinst Sumatera Utara, termasuk barang vang
dipisahkan pada Pensmsahaan Daerah / Badan Usaha Mitik Dasrah/ Yayasan Milik Daerah:

{2} Barang Milik/Kekaysan Negara yang dipergunukan oleh Pemerintah Provinsi Sumiaters
Utara.

Paragraf 2
Tahapan Sensus Barang Daerah

Pasal 73

Pelgksanaan sensus barang deerah i fingkungsn Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
dilaksanaken dengan cara mengadakan pelatiban sosialisasi / bimbingan teknis pengelalaan
barang milik daerah, pesertanya terdin dart -

1. Para peagurus barang, peayimpan barang serta atasan langsungnyva di lingkungan Pemerintah
Proanmsi Sumatera Utara.

Parp pengurus barang dan atasan langsunenya dari Pemerintah Kabupaten' Kota.
3. Perusabaan daerah / BUMD vang berads d1 lmgkungan Pemerimah Provinsi Sumatera Utara.

1a

Paxal 74
Pelaksanaan sensus barang daerah dilaksanaken dalam 2 (dua) tahap kegiatan sebapai berikut

e '{p Ay ESJ.H.:J.:;'LH

'."ﬁ:n edidkan karaformulic/bubo petumuk pelaksanaan serta peralatan yang diperfukan;
i o
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(2} Tahap Pelaksanaan |

A

pelakanaan sosialisasi / bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah:

b. penyampaian formulir seperti kartu-karty / buku-buky, dan Bukuy Pedoman Petunjuk

Tekms serta bahan-bahan materi bimbingan teknis sampai unit kerja terendah,

€. pembahasan / prakiek pelaksanaan, meliputi -
1). kegiatan pencatatan;
2}. kegintan inventarisasi;
3). kematan pelaporan,
(3) Tahap Penvelesaian -
a. pengisian KIB dan KIR di linglungan SKPD masing-masing oleh pengrus barang mulai
dari unit kerja terendsh;
b, pembuatan buku inventaris oleh SKPD masing-masing dari Unit Kerja terendah;
¢. pembuatan dafiar rekapitulasi,
d. melakukan penstaan barang di SKPD masing-mesing;
e menyampaikan laporan hasil sensus kepada Gubernur melalut pengelola.
{4) Tahap Akinr
a. melakukan pengawasan dan evaluasi hasil sensus;
b menghimpun seluruh dats hasil sensus dan membuat buku duk inventaris dan
rekapitulasinya,
¢ menyampatkan laporan buku induk inventaris Provinsi Sumatera Lrars beserta

rekapitulasinya kepada Departemen Dalam Negeri;

Pasal 78

Gubernur menetapkan petunjuk sensus barang daerah yang teknis pelaksanzan memuat hal-hal
pokok sensus barang deerah vang meliputi tehapan persiapan, tahapan pelaksanazn, tshapan
penyelesaian dan tahapan akhir

(1)

(%)

(3)

Pazal 76

Tata cara pengumpulan data sensus barang daerab  dimulai dan satuan kena terendab
secara berjenjang

Tata cara pengumpulan dara sensus barang daerah dimulai dengan jenjang sebagai berikout.
Kuasa pengguna atau unit pelaksana teknis daerah;

Pengguna barang (SKPD),

Kuasa pengguna pada Sekretariat Daerah Provinsi:

Sekretarat Daerah Provinsi;

Provinsi;

Tinglcat Pusist

Khusus untuk barang milik pusat dalam hal ini departemen lain apabila sudah ada aturan/
petunjuk dari departemen yang bersangkutan, maka penggunakuasa pengguna tidak perlu

mA RS e

—mencgtat! menginventaris barang tersebut berdasarkan petunjuk imi, letapi dilaksanakan

PARAF KOORDINASE

dengan petunjuk departemen pemilik barang tersebut, dan dikirimkan/ dilaporkan

h departemen bersangkutan, dan tembuesannya haros disempaikan kepada Gubemur
i Pengzelols ¢q. Pembantu Pengelola,
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Paragral 3
_ Tata Cara Sensus Barane Daerah uniuk
houasa Pengguna atan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 77

(1) Setisp kuasa pengauna atav unit pelaksana teknis daerah mensisi Karta Inventaris Barang
(KIB} dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan petunjuk pengisian KIR sebagai berikut:

KIB A - Tanah,

K18 B . Mesin dan Peralatan;

KIB C : Gedung dan Bangunarn;

KIB D : Jalay, Irigasi dan Jadingan;
KIB E : Aset Tetap Lainnya;

KIB F © Konstruksi dalam Pengerjaan.

a W T T

(2} Melgksanakan pengisian  Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang
menzrut TEangan Mmasing-masing.

(3) Melaksanakan pengisian Buku Inventaris Barang dan rekapitulasi Buku Inventaris Barang
vang berada di kuesa pengguna atau unit pelaksana teknis vang bersanghutan dalam
rangkap 4 dan kemudian menggsbungkannye desgen Bulm Inveniaris dari semua setuan
kerjanya menjadi Buku Invenatans kuasa pengguna (UPTD).

(4)  Lembar ke-4 disimpan sebagai arsip kussa pengguna/UPTD, sedangkan lembar ke-1 344 3
dikirmy/disampatkan ke SKPD yang bersangkutan,

{5} Melaksanakan pengisian Buku Inventaris kossa pengguna/ UPTD, vakni
a.  Buku inventaris Barang Daerah Proving sebanyak 4 rangkap,
b, Buku Inventaris Barang Daersh sebanyak 4 rangkap;
¢ Buku Invemaris Bavang Milik/Kekerysun Negara sebanyak 4 rangka (kalau ada)

i) Seluruh pencatatan dilaksanakan secara terpisah sesuai kepemilikan barang,

Paragraf 4
Vata Cara Sensus Barang Daersh untuk
Pengeuna Barang (SKPD)

Pasal 78

(1} Setiap SKPD mengisi Kartu Inventans Barang (KID) dalam rangkap 2 (dua) sesusi dengan
pemmiuk pengisian KIB sebagai berikut

ElB A - Tangh!

KIB B : Mesin dan Peralatan;

KEIB C - Gedung dan Bangunan;

KIB I}: lalan, Ingas: dan Jaringan,
KIB E ; Aset Tetap Lainnva,

KIB F  Konsttuksi dalam Pengeriaan

e B 00— S v - -

{(2) Mclaksanakan pengisian Karte Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang
e e LT LT, TUBTHERM THASING-MASINE,

| ¥

| DOADINASI

i”. " T J] sgnakan  pengisian  Buku lnventans Barang dan Rekapitulasi Buku Inventasis
iy " parfife vang berada di SKPD vang bersongkutan daiam rangkap 4 dan menggabunghamiya
m“"':' EEEAn Buku leventars dan semus kuasa pengeuna/UPTD menjadi bubu Inventaris
fskge T I ! el

Asifer AR : it e = s
Nasiis embar ke-4 disimpan sebagai arsip SKPD, sedangkan lembar ke-1 s/d 3 dilbmmban/
ey N | atkan ke pengelola.

ekiilag, ot A

Nahag T ?‘

Ky .;".?.'i*nm ..:];:.L;;
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(5} Melaksanskan pengision Buku Inventaris SKPD, yakni:
& Buku Inventaris Barang Daeragh Provinsi schanvak 3 rangkap;
b, Buku Inventaris Barang Dacrah Satuan/ Unit Kerja sebanyvak 3 rangkap;
¢. Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap (kalsu ada).

(6] Seluruh pencatatan dilaksanakan secara terpisah sesuai kepemilikan harang.

Paragraf 5
Tata Cara Semsus Barang Dacrah untuk
Kuasa Penpguna pada Sekretariat Daerah

Fasal 79

{1) Kuasa pengpuna pada Sekretariat Daerah  Provinsi Sumatera Utarn mengisi Kartu
Inventaris Barang (KIB} dalam rangkap 2 (dua) sesuni dengan petunjuk pengisian KIB
schagai berikut;

KIB A : Tanah;

KIB B : Mesin dan Peralatan;

KIB C : Gedung dan Bangunan;

KEIB I : Jalam, Irig,ﬂmdun Jaringan;

KIB £ : Aset Tetap Lainnya;

KIB I’ : Konstruksi datam Pengerjaan.

{2) Melaksanakan pengisian Karu Inventaris Ruanpan (KIR) berdasarkan letak barang
IMENUT MUANEAN MASME-masing.

i3) Melaksanakan pengisian Bukuo Inventaris barang yang beradsa di Kussa pengpuna
Sekretariat Daerah Provinsi Sumaters Utars dalam rangkap 3 (tiga )} dan kemudian
menggabungkannya dengan semua Satuan Kerja /Sub Unit Sekretariat Daerah,

(4) Lembar ke-3 (tiga) disimpan di Unit Sekreturiat Daerah sebagai arsip (Buku Inventaris
Unit), sedangkan lembar ke-1 dan 2 dikirimkandisampaikan ke PengelolaPembantu
Pengelola.

(5) Melaksanakan pengisian Buku Inventaris Satuan Kerja! Unit Sekretariar Daerah Provinsi
Sumatera Utara , yakai:

a. Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap;

b. Buku Inventaris Barang Daerah Satuan’ Unit Kerja sebanyak 3 rangkap,
¢. Buku Inventaris Barang Milik/Kekayam Negara sebanyak 3 rangkap (kalau ada).

(6} Seluruh pencatatan dilaksanakan secara terpisah sesuai kepemilikan barang.

oA T E

Paragraf &
Tata Cara Sensus Barang Dacerah Timghat
Selkretariat Daerah

Pasal 84

slola dibanty Pembantu Pcngﬁln!.u mengisi Kartu Invmtuns Borang (KIB) dalam

IR C : CGedung dan Bangunan:

D ; Jalan, Irigasi dan Jaringan;

E : Aset Tetap Lainmya;

F : Konstruksi dalam Pengerjaan.




(2}

(3)

{4)

(3]

{1}

{2}

{3)

(4}

i3}

{6
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Melaksanaksn pengisian  Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan jetak barang
meniril ruangan masing-masing.

Melaksanakan pengisian Buku Inventaris barang dun Rekapitnlasi Buku Inventaris barang
yang berada pada unit Setds Provinsi Sumaters Utara dalam mangkap 3 (tiga ) dan
kemudian menggabungkannya dengan Buku Inventaris dari semuz kuasa pengguna Unit
kerja menyjadi Buku Inventaris Sckretariat Dacrah,

Melaksanaksn pengisian Buko Inventaris Sekretarini Daerah Provinsi Sumatera Utara,
vakni ;

a. Buku Inventaris Barang Daerah SKPD (lermeasuk unit/SKPD) scbanyak 2 ranpkap:

b. Buku Inventaris Barang Dacrah Provinsi Sumatera Utars sebanyak 2 rangkap,

¢. Buku Inventaris Barang MilikKekavaan Negara sebanyak 2 rangkap (kalau ada).

Seluruh pencatatan dilaksanaken secara terpisah sesuai kepemilikan barang.

Paragraf 7
Tata Cara Sensus Barang Daerah Tingkat
Provinsi Samatera Utarn

Pasal 1

Pengelola menerima Buku Inventars dari semua SKPD (teomasuk Unit £ UPTD) dan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (termasuk koass pengguna) dalam rangkap 2
{dua),

Lembar ke-2 (dua) disimpan di pengelola, sedangkan lembar ke-1 dikinim/ disempaikan ke
Ciuberur,

Buku-buku Inventaris tersebut selanjuinva dikompilasi pengelofa/Pembaniu Pengelola

sehapar pusat Inventurisasi, untuk dipetoleh:

a, Buku Induk Inventaris Barang Daerash Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 rangkap;
Lembar ke-1 (satu) asli disimpan di pengelola, ke-2 (dua) dikinm//disampaikan ke
Provinsi,

b. Buku Inventaris Barang Provinsi sebanyak 2 rangkap;

Lembar ke-1 (satu) asli disampaikan ke Provinsi ke-2 (dua) disiimpen di pengelola.

¢, Buku Inventaris Barang milik/Kekayaan Negara sebanyak 2 (dua) rangkap (kaleu ada).
Lembar ke-1 (satu) asli disampaikan ke masing-masing Departemen, ke-2 (dua)
disimpan &i pengelola.

Sclanjutnya DBuke Tnduk Inventaris Barang DProvimsi Sumatera Utara dibust doftar

Rekaplulesi Induk eniuk menggambarkan jumlsh barang di Provinsi Sumatera Ulara,

Diaftar rekapitulasi Barang-barang Provinsi den  Barang Milik/Kekayaan Negara dibuat

masing-masing rangkap 2 (dua) dan untuk selanjutnya dissmpaikan kepada:

a. Menteri Dalam Negeri;

b, arsip (di Provinsi Sumatera Utara).

Tata cara dan format sensus  barang sehagaimana tercantum dalam Lampiran XIT yang
mrupakan begian yang tidak terpisahkan dar Peraturan Gubernur ini,

Bagian Kelima
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Kodefikasi

Pasal 82
Dﬂ;am rangka kegiatan sensus barang dserah, setiap barang dacrah harus diberi nomor

kode schagai berikul ;

MNomor Kode Lokas:;
1 Momor Kode Barnng;
Nomor Kode Register;
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{(2) Kodefikasi adalsh pemberian pengkodesn berang pads setiap barang inventaris milik
Pemerintah Duerah yang menyatakan nomor kode lokasi dan nemor kode barang,

{3) Kodefikasi barang bertojusn untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status
kepemilikan dan status penggunaan barang pads masing-masing pengguna.

(4) MNomor kode lokasi menggambarkan’ menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi,
bidang, unit bidung/ SKPD serta tahun pembelian barang.

{3} MNemir kode barsng merupakan pomor urol pencatatan dan setiap barang, pencatatan
terhadap barang vang sejenis, tahun pengadasn sama, besaran harganya sama.

{6} MNomor kode register merupakan nomor urut pencetatan untuk sctiap barang yang
spesifikasi, type. merk, jenis berbeda, maka nomor registrasinya dicatm tersendiri vnmk

masing-masing barang.
Pazal 83

Nomor Kode Lokasi terdini dari 14 {empat belas) digit sehagaimana tercantum dalam Lampiran
XXX vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdin dari:

Kaode komponen kepemilikan barang;
Kode Provinsi Sumatesa Utara:

Kode Kabupaten / Kota:

Kode Bidany;

Kode Unit Bidang / SKPD,

Kode Tahun Pembehian;

£. Kode Sub Unit'Satean Kerja

mE RS TR

Cara penilisan nomor Kode lokasi ;

12| [3]4] [5le] [7]8] [l [11]sz] [t3]14

Ko Kosnpotos
leepemd|diam Barang * )

Kode Provinsi B e——

Kode Kab /[ Kota =

Fode Bidang -+

Fuoce Lnit
Bhilasy / SKFD »

Koz Tahum &
Peambeinn

Kode Sub Unit!
Sotuan Kerja

toh penulisan nomor kode lokasi :
milik daerah Provinsi Sumatera Tlara bersda pada Biro Perlengkepan dan
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L1 [o]z] [e]o] [o 1] [o]4] [x][x] [o]5
Kode Provinsi | '
Surmntern Ttars
Foode Fab / Kaota

Haode Bidang
{ Setdaprovs) -
Kode Uair Bidang {Asisten -
Aadministenal Umm daae Asegy

'Y

Eode Tabmm Pombelkiam -
fTabme xxvxx

Bopde Lt Sutuan Kera
{Biro Pedengkapan dan —— i

Pengelolam Ase)

Coztoh cara penulisan kode okasi - 1LGZ.00,04.04.X50.83

Pasal 34

() Nomor Kode Barang serdini dari 10 {sepulub) digit yang disusun berurutan ke befakang:
(2) Nomor Kode Barang diklasifikasikan ke dalam & {enam) golongan yaitu

Tanah,

Mesm dan Peralatan;

Gedung dan Bangunan;

Julan, Trigasi dan Janingan,

Aset Tetap Lainnya;

Kenstruks dalan Pengesjaan

R e

Contoh nomor kode harang mobil sedan yang dibeli dengan urutan ke | {satu) |

ol2] [o[3] [e]1] [o]1] [a]1] [e]o]o]n

Kode Giodemgan
(Peeabatar Gan bazin |

Fomdiz 024

Ko Bidang
(Bidamg Alai=adel angkuas,
Kade 033

3




(3)
(4

(1)
{23

(3}

(4

(3}

{1
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Pengpolongan barang terbagi atas Golongan Barang, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok
dan Sub-sub Kelompok! Jenis Barmang,

Nomor Kode barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok., sub kelompok dan Sub-Suob
Kelompokienis barang sebagaimana tercanfum dalam Lampiran NXXI veng menipakan
bagian yvang tidak terpisahkan dari Perafuran Gubemur inL

Paxal BS

Nomor kode register terdini dan 4 (empat ) digit scbagai nomor urut pencatatan.

Nomor register merspekan nomor uruf pencatatan dan setiap barang yang sejenis. fahun
pengadaan sama dan besaran harganya sama.

Nomor urut pencatatan wntuk sctiap barang yang spesifikasi, tipe, merk, jenis berbeda,
maka nomor registernya dicatat tersendiri untuk masing-masing burang,

Pasal 86

Pencatatan dan pemberian Nomor Kode bagi barang vang belum memiliki Nomor Kode
barang dapat mempergunakan Momor Kode jenis barang "Lain-lain" dari Sub kelompok
barang yang dimaksad.

Pencatatan dan pemberian nomor kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
nomaor kode lain-lain depat dibakukan dengan Keputusan Gubernur.

Barang milik daerah vang pengelolaannya berada & lingkungan Badan Usaha Milik
Dacrah (BUMD), Perusshaan Daerah (PD) dan vayasan milik daerzh, pencatatannya
dipisahkan dari barang inventaris milik dacrah (dicatat tersendiri) tetapi diperlakukan sama
dengan barang millik daerah.

Tidak termasuk barang milik deerah sebagaimana dimeksud pada ayat (3) yaitu barang
usaha/ batang vang diperdagangkan sesuai dengan bidang usaha dari Perusahaan Daerah
tersebut.

Dalum rangka tertib administrasi pengelolnan barang milik daerah yang cepar dan akurat,
penerapan aplikasi inventarisasi barang milik dacrah dilaksanakan melalui Sistem
Informasi Mansjemen Barang Daerah (SIMBADA)

Bagian Kecnam
Pemasangan Kode Barang dan Tanda Kepemilikan

Pazal R7

Kode barang dan tanda kepemilikan berbentuk stiker berlambang Pemerintah Provansi
Sumatera Utara dan haruns dicantumkan pada setiap barang inventaris, kecuali apabila
rang/tempat yang tersedia tidak dapat memustnya, cokup dicatat dalam Buku Inventaris
(BT}, Kartu Induk Barang (KIB) den Kartu Induk Rusngan (KIR).

(2} Kode barang dan tanda kepemilikan berbentuk stiker berlambang Pemeriniah Provinsi

tera Utara, dan untuk kendarsan bermotor rods 4 {empat) ditempatkan di bagian
lar yang mudah dilihat.

barang dan tanda kepemilikan berbentuk stiker berlambang Pemerintah Provins
tnatera Utara, dan untuk kendaraan bermotor roda 2 (dus) ditempatkan peda begian
an vang mudah dilihat,

hde barang dan tanda kepemilikan untuk kendarasn bermotor lainnya ditempatkan di
mpat yang mudah dilibat,
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(5) Kode barang dan tanda kepemilikan rumah dinas dicantumkan pada sebuah papan / plat
besi berfambang Pemerintah Provingi Sumatera Utara yang berukuran 15 1 25 cm.

(6) Kode barang dan tanda kepemilikan 1anah kosong dicantumbkan pada sebuah papan / piat
besi berlambang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berukuran sekurang-durangnys 60 x
100 cn, diletakkan pada bagian degan sehingea dapar terbaca dari jalan umum

(7)  Pemasangan kode barang dan tanda kepemilikan rumah dinas deersh vang berbeniuk
papan’ plat, dicantemban pada tembok rumah bagian depan sehingga tampak ovars dari
julan umum, ukuran 15 & 25 om dengan gambarn' lambang Pemerintah Provinsi Sematera
Litara.

(B)  Setiap barang inventaris wajib dicantumkan/ dipasang nomor kode lokast dan nomor kode
barang

BAB IX
FEMANFAATAN

Pasal 58

Barang milik deerah berupa tanah dan‘atau bangunan dan selain tanah dan/atsu bangunan vang
telah diserahkan olch pengguna kepeda pengeloia dapar didayagunakan secara oprimal sehingga
tdak membebani Anggaran Pendapazan dan Belanja Daerah, khususiva dafam  biava
pemeliharaan dan kemungkinan adenya peaverobotan dari pihak lain yang tidsk bertanggung
jawal Pemanfaatan baraag mulik dacrah yang optimal akan dapat membuka lapangan keria
meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah meningkatnya pendapatan daerah

Pasal 829

(1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tansh dan/atay bangunan, selain tanah dan/atau
bangunan yang dipergunakan uniuk menunjang penvelenggaraan tugas pokok dan funesi
SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelsh mendapat persetujuan pengelola,

{2} Pemantzatan barang milik daerzh berupa tanah dan/atan bangunan vang tidak dipergunakan
untuk menunjang penyelenggarasn tugas pokok dan Fangsi SKPD, dilaksanakan oleh
pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur,

(3) Pemantaatan barang milik dacrah selain tanah danfatau bangunan yane tidak dipersinakan
unluk menunjang penyelenggarasn tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksinakan oleh
pengguna setelah mendzpat persetujuen pengelola

{4) Pemanfaatan baung milik daerah ditakeanskan berdasarkan pertimbangan teknis dengan
memperhatikan kepentingan negara/ daerah dan kepentingan umum.

(5} Pemanfaatan bargag milik daezah dapat dilakukan antara Pemerintah Proving Sumaters
Utara dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintsh
Daerah  [annys, Pemeriniah Provingi Sumstera Utara dengan BUMN/BUMD, Swasta,
Koperasi maupun dengan Badan Hukum lainaya

Tasal 20
Untik méndapatkan izin perantsatan fanah dan / atau bangunan mabik' dikuasai Pemeriniah

Provinsi Sumatera [tara terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Gubernur,
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Bagian Kesatu
Sewa

Pasal 92

Barang milik deerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak vang belum dimanfaathkan
SKPLD dapat disewakan sepanjang menguntungkan daerah.

Barang yvang disewakan tidak merubah status kepomilikan barang,

Penyewaan harang berupa tanah dan’ atay bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah
mendapat persetujuan Gubernur.

Fenyewsan bargng milik daerah atas bagian tanah dan / atau bangunan, selain tanah dan /
atau bangunan vang masih dipergunakan olch pengguna dilaksanaksn pengguna setelah
mendapat persetujuan pengelola.

Penyewnan barang milik dacrah harus memberikan imbalan berupa uarng sewa bulanan atau
tabunan untuk jangka wakiy terientu baik sekaligus maupun secara berkala.

Paragrafl |
Keientuan dan Svarat Sewa

Pasal 93

Peniyewsan barang milik daeralh hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan dava guna dan hasil guna barang milik daerah.

Status barang tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD untuk sementara wakiu,

Barang milik doaerah dapat disewakan kepada pihak lain/Pihak Ketiga sebagammans
dimaksud dalam pasal 89 avat (5) dengnn surat perjanjian zewa menyewa yang harug
memuat :

jenis, jumlah, biava dan jangka waktu penvewaan;

biava operasi dan pemeliharaan selama penyewsan menjadi tanggung jawab penyewa:

data barang milik dacrah yang disewakar:

hak dan kewajiban dari pada kedua belah pihak;

jumlsh/besamya vang scwa vang harus dibayar oleh Pihak Ketiga;

jangka waktu sewa-menvewa;

sankesi;

keientuan lain yang dipandeng perlu ferutama mengenal batasan-batasun pengguman

barang milik daersh yang disewakan kepada Pihak Penyews;

dalam hal terdapat pembangunan di atas lahan sewa diatur lebih lanjut dalam Peranjian

Sewa Menyvewa;

i gurat Perjanjian Sewn Menyewa tersebut ditandatangani oleh pengelola atas nama
Gubernur dengan Pihak Penvews;

k. hasif penvewaan barang milik daerah disetorkan ke kas dacrah;

L segala bigya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksansan penyewaan barang
milik daerah ditanggung oleh Pihak Penyewu:

m, persyaratan lain ying dianggap perlu,

St s P E

—
5

(4)__Jenis-jenis barung milik daerah yang disewakan ditetapkan olch Gubernur, amtara lain

T o aii& mepcakup ;
'j'"';ﬁ"" sl 7 T MessWisma/Bioskop dan sejenisnya;

ﬁm g/Cedung;

u‘rw.lm 4o Toko/Kios;

.r,-,-:-."i'?"' d, . Tanah;
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Pasal 94
mﬁjm sewa, apabila dipandang perln dapat dibentok Panitia Penyvewaan Harang
Paragrafl 2
Tata Cara Sewa
Pasal 95

{1} Kepala SKPD mengusulkan kepada Gubernur melalui pengelola atas barang milik daerah
yang akon disewa atas permohonan piliak ketiga dan dalam pengusulan tersebut dilengkapi
data barang dan apabila dipandang perlu dapat dibentuk panitia penyewaan.

(2} Penyewaan tanah dan/atan hangunan milik Pemenintah Provinsi Sumstera Urara
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat perserujusn Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal B8,

(3) Penvewaan sebagian tangh dan'atap  bangunan yang masih digunakan oleh pengguna
serta selain tanah danfstaw bangunan dilaksanzken oleh pengguna seielah mendapat
persetujuan pengelola.

{4} Dalam Kkeputusan fentang penyewaan barang milik daerah harus memual secara egas
antara fain:

a. data mengenai barang milik dasrah yang akan dizewaksn;
b, ketentuan pelaksanagn distur lebih lanjut dalam Surat Perjanjlan Sewa Menyewa.
¢. membuat berita scarn serah terima sewn menyewa,

(5) Tata cara dan formai sewa scbagaimara tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
hagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

Paragraf 3
Jangks Wakte dan Besaran Sewa

Pasal %6
(1) Jangkas wekiu penyvewasn maksimal 5 (lima) tahun dan dapat dipgrtimbangkan untok
diperpanjang kembali.
{2} DBesaran sewa ditetapkan oleh Eeputosan Gubernue dan dapas diperbaharyi setiap tnhun.
{31 Hasil penvewaan merupakan penerimaan dacrah dan disetor ke kas daerah,

(4} Seluin baya penyewasn barung milik daerah spabila terhadap aktivitas di atas lahan
dimaksud dapat dikenakan pajak dan‘astau retribusi seseal dengan Peraturan Daerah yang

berlaku,
Bagian Keduoa
FPinjam Pakai
Paragraf 1
FAGAF HOORDLE Ketentuan dan Syarat

niga A Pasal 97
wn: i) i barang milik daerah dalam rangks untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah
i 12 crah l:lan hanya dapat dilaksanakan
A (1t tar Instansi Pemerintaby
s ik érintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
e M ¢rintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten/ Kota:
kowidlag Pl kelengkapan DPRD,
Kabag . U8 7




(1) tidak tersedia dan‘utay tidak cukup tersedig dang dalam APBD untuk memenyhi biava
nmmﬁqnala’pmrmlﬂmwmﬂ:an vang perlu dilakukan terhadap barang milik daerah
dimaksud;

(2) mitra kerjasamg Pemanfaatan ditetapkan melali tender/elang dengan mengikutseriakan
sekurang-kurangnya 3 {lima) Pesenta‘peminal, kecuali untuk kegiatan yang bersifap khusus
dapat dilakiikan penunjukan langsung;

(3} Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah ditetapkan dalam §yra;

(4) Suorat Perjanjian memuat antara lain -

i,

b, objek kerjasama Pemantasgtan;

€. jangka wakty kerjasama Pemanfiatan:

d. pokok- pokok mengenai kerjasama Pemanfaatan:

<. dals barang milik daerah yang menadi objek kerasama peman faatan:

L. hak dan kewajihan para prhak yang terikat dajam perjanjian:

£ besarmya kontribus tetap dan pembagian  hasi] keuntungan ditetapkan  dengan
keputusan Gubernur dan dicantumbkan dajam Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan:

h, Sanksi:

1

(5} Kewajiban mitrz kerjasama pemanfaapan antara lain sehagai berikoyt:
Pengoperasian yang telah ditetapkan:
b, membayar Pembagian keuntungan hasi kerjasama pemanfuatan,

(6} selama jangka wakiy PengOpeasian, mitra kerjasama pemantaatan difarang menjaminkan
Al menggadaikan barang milik daerah ¥ang menjadi objek kerjasamag pemanfhatan;

(7} mitra kerjasama pemanfastan dilarang merjaminkan ohjek ketjasama pemanfaatan yaiiy

tanah dan/atau bangunan.
Paragraf 2
Tata Cary Kerjasama Pemanfastan
Pasal 102
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{2} Permohonan kerjasams dimaksud dilengkap: data-data sebagai berikut

{3

(4

(5)

akte pendinan:

memaliki SIUP sespai bidangnva;

telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya;

mengajukan proposal;

memiliki keahlian dibidangnya:

memiliki modal kerja vang cukup: dan

data tekms

1 Tanah Lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini.

2 Bangunan Lokasvalamat, luas statusTWB, kondisi

3 Rencane penombaban bangones gedung dan Gasilitas lninoya dengan memperhatikan
KB (Kochisicn Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Luas Bangunan).

Mitra kerasama pemanfartan barang millk deerah diletapkan melalui lelang dengan

sekurang kuranenys 5 peserta/peminat.

Apabile setelah 2 kali berturut-tund diumumkan, peminamya kurang dari 5, dapat

dilakukesn proses pemifiban langsung atau penunjukan lasgsuse melalu seposias bak

teknis maupun harga

Untuk kegiatan yang bersifat khusus seperti pengamaan tanah milik Pemerintah Provinsi

Sumatera Uars untuk keperiuan kebun binatang (pengembang biakan/pelestarian satwa

langka), pelabuban udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olah raga dapat

dilaksanakan perunjulan langsung dan dilakukan newosiasi baik teknis mavpun hargs.

mepos TR

Pasal 104

Tugas Paniia Lelang berkaitan dengan benjasama pemantaatan adalah sebagai berikut:

(1
(2]

(3}
(4)
{5)
(&)

[T}
(8}

menerima dan meneliti secara adminisiratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
menetint dan membahas proposalisurat permohonan yang dizjukan pemohon yang berkaitan
dengan jenis wsala, mass pengeiolaan, besarnya kootribusi dan hal-hal lain yang dianggap
perlu sesual bentuk pemanfaatannya bersama-sama dengan pihak pemohon,

melakukan penelmian lapanean,

membuat Berita Acara Hasil Penelitian;

memborikan dan menyampatkan saran pertimbangan kopada Gubernur,

mempersiapkan sural jawaban penolakan aign persefujuan kerjasama pemanfastan dan
Gubernur tentang persetujuan pemanfastan,

mempersiapkan Keputusan Gubernur tentang persefujuan pemanfzatan; dan
mempersiapkan Surat Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Kerjasama Pemanfaatan,

Paragraf 3
Besaran Kontribusi Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 105

(1) Besarpn pembavaran kowiribusi tetap das pembagian keunfungan hasit kegasama

pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim vang ditetapkan oleh Gubernur, dengan
memperhatikan antars lain:

AR CTUORDINASH

inilai tanah danfatau banpunan sebacal objek kerjasama ditetapkan scsuai NIOP
dan/atau harga pasaran umum, apabila dafam satu lokasi terdapat milai NJOP dan/atay
pasaras amum yang herbeda dilakukan pemjumishan dan dibagi sesual jumlah vang
ada;

egiatan  kerjasama pemanfaatan untuk  kepentingan umum dandmian  Kegiatan

csaran investasl dan milra Kerja,
verapan tenags kerja dan peningkatan PAD.




(2}

(3)

(4)

(1

12

(3}

(1)

(2)
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Pembayoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hosil kerjasama pemanfantan
disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka wakiu pengoperasian,

Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Biaya yang berkenaan dengan persispan dan pelaksannan penyusunan surat perjanjian,
konsulian pelaksann'pengawas, dibchankan pada Pihak Retiga,

Paragraf 4
Jangka Yakiu Pelaksanaan

Pasal 106

Jangka wakmw kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tshun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpatjang kecuali kerjasama pemanfaatan untuk penycdiaan
infrastruktur (fransportasi laet jalan, air minum. air limbah, jaringan, telekomonikasi,
ketenaga listrikan, minyak dan gas bumi) jangka waoktu kerjasamanya palimg lama 50 {lima
puluh) tahun sejak perfanjian di tanda tangzni.

Setelah berakhir jangka wakm kerjasama pemanfastan, Gubemur menetapkan status
penpgunasn/pemantaatan atas tanah denatan bangunan sesual  kefentusn  peraluran
perundzng-undangan,

Tata cara dan format kerjasama pemanfastan schagaimana tercantum dalam Lampiran
XV1 yang merupakan hapian yang tidak terpicshkan dari Peraturan Gubemur ini.

Bagian Keempat
Bangun Guna Serah

Paragraf 1
Ketentuan dan Syarat

Pasal 107

Dasar pertimbangan dan persyaratan bangun guma serah atas barang milik daerah adalah
sehagni berikut

a, pedung yang dibangun berikut fasilitas harus scsual denpan kebutuhan Pemcrintah
Provinsi Sumatera Utara dan harus sesuai dengan tuges dan fungsinya;

Pemerintah Provinsi Sumaters Utara memiliki tanah vang belum dimanfaatkan;

dana untuk pembangunan berikut penvelesaian fasilitasnva tidak membebani APBD;
bangunan hasil guna serah harus dapar dimanfaatkan secarn langsung oleh Pihak
Ketiga;

mitrs hangun guna sergh harus mempunyai kemempuan dan keahlian;
mengoptimalisasikan barang milik dacrah;

dalam rangka efisiensi dan efekuivias,

menambah’ meningkatkan Pendapatan Daerakh; dan

menutjang program pembangunan dan kemasyarakatan Pemerninizh Provinsi Sumatera
Utara,

Bangun Guna Serah barung milik daerah dapat dilaksanakan dengon ketentuan sebagai
bepikut:

=

=

= s

| CARAF KO

e

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memerlukan bangunan dan fasilitas  bagi
penvelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dan dalam
rengka peuyelenggaraan tugas pokok dan fungsi:

tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang teleh diserahkan oleh pengguna
kepada Gubemur;

tidak lersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  untuk penyediasn
Wan dan fasilitas dimaksed
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Fasal 108

(1} Peleksanaan bangun guna serah ates barang milik dacrah ditetapkan dalam Susai

(2}

(3}

(4}

{1}

Perjanjian yang sehurang-kurangnya memuat;

g, pihak-pihak yvang (erikat dalam pesjaniian,

. ofyek bangun guma serah:

<. jangka waktu bangun guna serah;

d  pokok- pokok mengenai bangun guna serah,

. data barang milik daerah yang menjadi abjek bangun guna serah,

f  bak dan kewsjiban para pihak vang tesikat dalam perjanjian;

g. jumiah/besarmya kontribusi yang harus dibayar oleh Pilak Ketiga,

h. sanis;

i Surat Perjenjian ditandatangani oleh pengelola atas nama Gubernur  dan mitea
kerjasama,

i- persvaratan lain yang dianggap perlu,
Izin mendirikan bangonan hangun guna sersh sias nama Pomerinial Proving Sumatera
Utara,

Selama masa pengoperasian. tanah dan/atan bangunan tetap milik Pemerimtah Provinsi
Sumaters Litara,

Penggunaan tanah vang dibangun harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang
Wilayah /Kota (RUTRWE),

Faragraf 2
Tara Cara Bangun Guna serah

Pasal 109
Tata Cara Texms pelaksanaan bangun suna serah dilaksanakan, sebayai berikut -

a. Tahap Persiapan
I Permohonan dan  SKPD kepada Guberawr denpan dileaghapi data-data sebagai
berikut
a. Tanah  Lokasvalamat, luas, status penggunaan pada saat ing;
b. Bangunan . Lokasi/alamat, luas status penggunaan pada sast ini, kondier,
c. Rencana penmbangunan gedung dengan memperhahkan
11 KDB (koefisien dasar bangunan),
21 KL8 (Keefisten luas bangunan;
3) perkiraan luas banpunan yang diperlukan Pemerintah dan rencana konstruks:
vang gkan dibangun,
4) perkiraan masa pembangunan,
3) perkiraan masz pengeiolaan/pengoperasian;
&) perkiraan keourtungan vang akan dipedoleh Pemerintah,
TV perkiraan myvestas: swasta

2, Usul bangun guna serah dimaksud selanjutnya ditetiti oleh pengelola dan SKPD

terkait.

p penelitian/penilaian
Usul bangun gumz serah apabilz telah memenubl svasat admumsirasi. maka
ditindaklanjuti dengan persetujuan bangun guna serah oleh Gubernur

"2 | Pelaksanaan penelitian, pengkajian dilaksenakan olel tira yang ditetapkan dengan
13K Gubernur dan dapat bekerjasama dengan Pihak Ketige.
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¢. Tahap penyusunan Kerangka Acuan Kerja
kernngks acuan kerja bangun guna serah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikun;

rencana umum dibangun termasuk anggaranmya;

kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Daerah per tahun;

jangka waktu penyerahan bangenan beserte fasilitas vang konkret;

. bagian darnt bangunan seria [asilitas leinnys yang depat dimanfaatkan olel
Pemerintah Daerah setelah bangunan sigp pakai;

3. persyaratan lain yang berkaitan dengen tanah dan bangunan.

d. Tahap pelelangan
Tahap pelelangan pengadaan barang/jasa Bangun Guna Serah dilaksanakan oleh panitia

tender/ lelang.

Fo led b e

e. Tahap Pelaksanaan
1. Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga vang ditetapkan sesuai dengan kontrak/Surat
Perjanjian.
2. Dalam mempersiapkan perjfanjian kerjasama depat digunakan bantuan konsulian
di bidang Property Manajemen, dengan ketentuan sebagai berikut
a) Konsultan Property Manajemen tersebui harns mempunyai kemampuan dan
pengalaman di bidangnya.
by Konsultan Property Manajemen mempunvyai tugas sehagai benkut:
1} menyusun dan menjaharkan Kerangka Acuan Kerja;
) membantu panitia pelelangan dalam mengevaluasi proposal vang masuk.
3) membantu panitia lelang dalam pegosiasi dan menyusun  kontrak
Perjanjian Kerjasama.
5. Selama pelaksanaan pembangunan, dinas teknis menunjuk Konsaltan pengawas.

(2] Bangun guna serah barang milik daerah sebogaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh penpelola setelah mendapat persetujuan Gubernur,

(3) Tatm cara dan format bangun pena serah sebapaimana tercamtum dalam Lampiran XVII
vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Parsgraf 3
Tatz Cara Lolang Bangun Guna serah

Pasal 110

(1) Penetapan mitra kerjasama Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tendertclang dengan
miengikut serakan sekurang-kuranpnya 5 peserta/peminal dengan tahapan sebapai berikul
a peserta lelang mengajukan permohonan  pengpunausehaan  kepada  panitia
tender/lefang;
b. selanjutnva panitia tender’ lelang melaksanakan wess-mgas kepanitiaan berkaitan
dengan perinohonan penggung usahaan bangun guna serah.

honan pengpunsusahaan ditujukan kepada panitia tendar/lelong dengan dilenghkapi
~data sebagai berilout :

akie pendirian;

memiliki SIUP sesuai bidangnya;

telah melakukan kegiatan usaba sesuai bidangnya:

mengajukan proposal;

memiliki keahlian dibidangnyva:

memiliki moadal kega vang cukup;

PARAF KOGAD
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B data teknis meliputi :

1. Data tannh : lokasi/alamat, |uas, status, penggunasn saat ini.
2. Data bangunan : lokasi‘alamat, Juas status kepemilikan,
3. Rencana Pembangunan gedung dengan memperhatiken:

a) KDB {Koefisien Dasar Bengunany;
by KLB {Koefisien Luas Bangunan);
¢} Data tekmis lainnva.

{3} Apabila diumumkan 2 kali berfurut-tunsd peminatnys kurang dari 5, dapat dilakukan proses
pemilihan langsung atnn penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga,

{4) Penilaian pelelangan terhadap penawaran yang felah memenuhi persyaratan umum
pelaksanaan pelelangan pemerintah meliputi aspek administrasi. teknis, ekonomis dan
pembiayaan yang alan digunakan sebagai bahan dalam penetapan pemenang meliputi;

masa pengelolaan;

besarnya retribusi/setoran per tahun kepada Dacrah;

besarnya reangan dalam m2;

Ffumntah fasilitas parkir;

tusilitas-fasilitas Lamn'ua

"o AN e

l. pemograman ruzng;
2. gambar teknis perencanaan:
3. perspekif bervwama;
4, daflar material finishing;
5. spesifikas teknis bangunan;
6. maket,
organisasi;
rencana induk:
cash flow {cash flow dan cash out flow);
administrasi:
1. profil perusahaan:
2. jadwal rencana induk provek;
3, income statemen.
k. teknis,
1. persvaraian perizinan vang harus dipenuhi;
2, desain;
3. spesifikasi teknis;
4, daftar material finishing.

{5) Tata cara dan tormat lelang bangun guna serah sebagaimana tercantum dalam Lempiran
XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan Gubernur ini.

e

Pasal 111
Tugax panilia tender/lelang berkattan dengan bangim puna serab adalah sebagai berikut :

1) menerims dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
2y meneliti dan membahas proposal’sural permohonan vang digjukon pemohon yang berkaitan
dengan Ju:ms usaha, masa pengelolaan, besarnya kontribusi dan hal-hal lain yang dianggap
il sesuai bentuk pemanfastannya bersama-sama dengan pihak pemohon;

‘@ sakfulcan penelitian lapangan;
'ﬁ uft Beritn Acera Hosil Penelitian:

! S 3} Pdeamllerikan din menvumpaikan saran pedimbangan kepads Gubernur ;

Mslei P siapkan surst jowaban pepolakan atau persctujuan pemanfastan dan Gubernur
1t T tentarg persetu_mau pemanizatan;

- B an Keputusan Gubernur tentang persetujuan pemaniastan;

Lo ok an Surat Penjanjian dan Berita Acara Serah Terma.

fag Ut

Nain iy PR L
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Paragraf 4
Kewajiban Mitra Bangun Guna Serah

Pasal 152

Membayar kontribusi ke kas deerah setiap tahun yeng besarannya ditetapkan berdasorkan
hasil perhitungan tim yang dibentuk olch Gubernur,

Tidak menjaminkan, mengpadaikan atay memindahtangankan objek bangun guna serah
vang berupa sertifikat Hak Pengelolzan (HPL ) milik Pemerintah Provinst Sumatera Utara |
Memelihara objek bangun pungs serah yvang meliputi tanah beserta bangunan dan/atue
sarana berikut fasilitasnya.

Ohjek bangum guna serah berupa tanah dan / atay bangunan tidak boleh dijadikan jaminan
den/atan diagunkan.

Paragraf 5
Hak Miitra Bangen Guna Serah

Pasal 113

Pihak Ketiga akan memperoleh Hak Gunn Bangunan digtas HPL milik Pemerintah
Provinsi Sumatera THara.

Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemerintsh Provinsi Sumatera Utara,
dipet  dijadikan jamican danfstan diapunkan sesuai kélentusn peraturan perundang-
undangan.

Hak Guna Pangunan di atas HPL milik Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan jominan,
diggunkan dengan dibebani hak tanggungan dan hak tanggungen dimaksud aksn hapus
dengan habisnya hak guna bangunan.

Paragraf b
Kontribusi dan Biava Bangun Guna Serah

Pasal 114

Besaran konstribusi sebagaimana dimaksed dalam Pasal 112 ayat (1) ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dengan
memperhatikan antare lain :

a. nilai aset berupa tansh milik pemenniah deersh scbagai objek bangun guna sersh
ditetapkan sesual NJOP dan harga pasaran umurm setempat dibagi dua. dan apabila
dalam satu lokasi terdapat nilai NIOP dan harga pasaran umum sctempat yang berbeda,
dilakukan penjumizhan dan dibagi sesuai jumbah yang ada;

b. peruntukan bangun puna serah untuk kepeéntingan umum dan/stau  kepentingan
perekonomian) perdaganpan;

. besaran nilai investasi yang diperlukan/discdiakan pihak ketign:

d. dampak terhadap penyerapan enaga kerja dan peningkatan PAD.

Biava pengkajian, penefitian dan pengumuman tender/lelang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Surnaters Utara,

Bigva yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian,
konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

CedapagEy
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Paragral 7
Jangka Waktu Bangun Guna Serah

Pasal 115
wiktu bangun guna sersh paling Jama 30 (tipa puluh) tahun sejak perjanjian
ngani,
-~




a3

i

{2) Penyerahan kemt:_na.li bangunan/gedung besenta fasilitasnya kepada Pemerintah Provins

Eumtm_ Ure:ﬂ dllaifmm};an seteleh masa pengoperasian yang diperjanjikan berakhir dan

setelah disudit terlebih dahulu oleh Aparat Pengawasan Daersh Fungsional Sumatera Utara

sebelum penggunasnnya ditetapkan oleh Gubernur.
(3} Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama pada kewajaran kondisi bangunan
(4) Penyerahan kembali bangunan/gedung beserta fasilitas kepada Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dilaksanakan dituangkan dalam bentuk Berita Acara
Bagian Kelima
Bangun Serah Gona
Paragrafl |
Ketentuan dan Syarat
Pasal 116
(1) Persyaratan pelaksanagn Bangun Serah Guna adalah sebagai berikut

8  Pemenntah Provinsi Sumatera Utara memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyetenggaraan pemennizhan daerah untuk kepentingan pelavanan umum dalam
rangka penyelenggarann tugas pokok dan fungsi;

b bangunan hasil bangun serah guna hares dapmt dimanfaatkan secara langsung oleh
Pemenintah Provinsi Sumatera Utara sesusi bidang tugas baik dalam masa
pengoperasian maupun saat penyerahan kembali,

€. tangh milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara vang telah diserabkan oleh
pengauna kepada Gubersur,

d. dana untuk pembangunan berkut penyelesaian fasilitasnya tidak membebam APBIL;

& Pemerintah Proving: Sumaters Utara memitiki tanah vang belum dimantaatkan;

f  imitra bangun sevah guna hatus mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian,

g objek Bangun Serah Guna berupa sertifikal tamah hak pengelolaan {HPL) milik
Peimerintah Provinsi Semstera Utara tidak boleh dijaminksn, digadaikan dan
dipindahtangankan;

h. selama masa pengoperasian, tanah dan/stan bangunan tetap milik Pemerintah
Provinsi Sumateora Utara;

I penggunaan tanah yang dibangun harus sesual dengan Rencana Umum [ata Kuang
Wilavah /Kota (RUTRWE).

j-  pelaksanasn bangun zerah puna harus dapst mengoptimalisasikan barang milik
daerah dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiens: dan efektivitas,
menambah/meningkatkan pendapatan dacrah  serta dapal menumjang  program
pembaneunan dan kermasvarakotan Pemeniniah Proving Sumatera Ulara.

{2) Bangun serah guna barang milik daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat perselujean Gubernur
(3) lzin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera
LR L
.
Sthazr Ty Paragraf 2
lsi'.':?:'l pr_ B Tata Cara Bangun Secah Guna
Ngigien "1 - Pasal 117
Rigzima TN
R i nitra bangun serah guna dilaksanakan melalui lelang dengan mengikutsertakan
Karn, g iwdt nya 5 (lima) peserta’peminat.
e vy i
chg fY
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Pasal 118

(1) Tata :IEnra har:_guu serahi guna dilaksanakan sebagai berikut:
a  Pihak Ketiga mengajukan permohonan penggunausahaan kepade pengelola dan / atan

panitia lelang dengan dilengkapi data-data sebagai berikut
akte pendirian,
memiliki STUP sesuai bidangnva,
telah melakukan kegiatan usaha sesusi bidangnva:
mengajukan proposal;
memiliki keahlian dibidangnva,
memiliki modal Kerja yang cukup,
data teknis yang terdirt dan
a) Tanah ; Lokasi/alamat, luas, status, pengounagn saat ini
b) Bangunan Lokasi/alamat, luas status/IMB, kondisi;
¢} Rencana Pembangunan gedung dengan memperhatikan:
1y KB {Koefisien Dasar Bangunan),
1) KLB (Koefisien Luisas Bangunan),

S e e B e

{2} Apabila divmumkan 2 kali bertunst-turut peminatnya kurang dari 5, dapat dilakukan proses
peniliban lsngsung ateu penunjukkan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun
harga

{3} Pelaksanaan bangun serah guna atas barang malik daerah ditetapkan dalam Surat Perjanjinn
Bangun Serah (una yang memual antara Jain:

T

ol - ol R -

pihak-pihak vang terikat delam perjanjian;

ochjek bangun serah guna;

jangka waktu bangun serah guna,

pokok- pokok mengenai bangun serah guna;

data barang milik daerah vang menjadi objek bangun semh guna;

hak dan kewajiban para pibak yang terikat dalam perjanjian;

jumlabv/besarnya kontribusi #tay vang sewa yang harus dibayar oleh Pihak Ketiga:
sanksi,

Surat Pepanjian ditandatangam oleh pengelola atas nama Gubernur dan mitra
kenasama;

Persyaratan lain vang dianpgap perlu.

Pasal 119

(1) Pamtia lelang ditetapkan oleh Gubemur

{2) Tugas panitia lelang berkaitan dengan bangun serah guna adalah sebagai berikut.
i
b.

menenima dan meneliti secara admimstratif permobonan yang diajukan oleh pemohon,
meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan pemohon vang
berkaitan dengan jems usaha, masa pengelolaan, besamya kontribusi atau vang sewa
setoran dan hel-hal lain vang diangeap perlu sesuai bentuk pemanfastannya bersama-
sarna dengan pihak pemohon;

melakukan penelitian lapangan;

membuat Berita Acara Hasil Penelitian;

berikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Guberniur;

\persiapkan surat jawaban penolakan atas persetujuan pemanfaatan dari Gubernur
ang persetujuan pemaniaalan,

persigpkan Keputusan Gubernur tentang persetujuan pemanfaatan,

persiapkan Surat Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima.
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Paragraf 3
Kewajiban Mitra Bangun Serah Guna

Pasal 120

Mitra bangun semb guna vang telah ditetapkan selama jangks wakiu pengoperasian harus
memenum kewajiban sebagai berikur -

(1)
(2)

(3

(h
(2)

{3}

(4

membayar kontribusi ke kas daerah setiap tabun yang besarannya ditetapkan berdasarkan
hasil perhitungan tm yang dibentuk oleh Gubernur,

tidak menjaminkan, merggadatkan atau memindahbtangzankan objek bangun serah guna
yang berupa sertifikat hak pengelolasn milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,

memelihara objek bangun serah puna vang meliputi tanah beserta bangunan danfatau
sarana berikut faslitasnva.

Paragraf 4
Hak Miirn Bangan Serah Guna

Pasal 121

Objek bangun serah gana berupa tanah tidak boleh dijedikan jaminan hutang/ diagunkan,

Hak Guna Bangunan diatas HPL milik Pemerintah Provinsi Sumaters Utara dapat
dijadikan jaminan. diagunkan dengan dibebani hak tanggungan dan hak famgoungan
dimaksud akan hapus dengan habisnya hak guna bangunan,

Pihak Ketiga akan memperoleh Hak Guna Bangunan diatas HPL milik Pemenintah
Provinsi Sumatera Utara.

lzin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Paragraf 5
Kontribusi dan Biaya Bangun Serah Guna

Pasal 122
Riaya penelitian, pengkajian, penaksir dan pengumuman lelang, dibebankan pada
Anggparan Pendapatan dan Belanja Daerah
Pelaksanaan penelitian, pengkajian dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur dan dapat bekerjasama dengan Fihak Ketiga.
Biays yang berkensan dengan persiapan dan pelekssnean penvusunan surat peran)ian,
konsulian pelaksana/ pengawas, dibebankan pada pihak pemeniang,
Pechitungan kontribusi dilaksanakan dengan memperhatikan antara lain:

a  Nilai tanah dan/atau bangunan scbagai objek kerjasama ditetapkan sesum NIOP
dan/atau harga pasaran umum, apabila dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP dan’atay
pasaran umum vang berbeda dilakukan penjumlahan dan dibag sesual jumiah yang

= nwnd Y

ada; :
| Kegistan kerjasama pemanfaatan untuk kepentingan umum dan‘atau kegiatan

.....
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Paragraf 6
Jangka Wakiu Bangun Serash Guna

Pasal 123

(1) Jangka wakty bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun séjak perjanjizn
ditandatanpani.

(2] Mitra bangun serah guna dapatl mendayagunakan barang milik daerah sesuai jangka wakiu
vang diteiapkan dalam sural peranjian.

{3) Mitra bangun sersh puna hams menyerahkan hazil bangun zersh guna kepada Gubernur
setelah selesainva pembangunan,

{4} Sctelah jangka wakin pendayaponaan berakhir, objek bangun serab guna terleblh dahulu
dizudit oleh aparal pengawasan fungsional Pemerintzh Provinsi Sumatera Ultara sebelum
penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.

{§) Penyershan kembali bangunan/gedung beserta fasilitas kepada Pemerintah Provinsi
Sumatera Lltara yang bersangkutan dilaksanakan setelash masa pengoperasian dalam
perjanjian berakhir vang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

(@) Tata cara dan format bangun serah guna sehagaimana terddampir dalam Lampiran XTX yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

BAB X
FENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Pengamanan

Pasal 124

Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wejib melskukan pengamanan barang milik
daerah vanpg berada dalam penguassannyva sehingga barang milik dserah tersebut dapat
dipergunakan/dimanfaatkan secars optimal serta terhindar dari penyverobotan pengambil alihan
atan klaim dari pihak lain.

Pasal 125

(1) Barang milik daersh berupa tamah harus disertifiketkon aias nama Pemerintah Provinst
Sumatera Utara.

{2} Barang milik deersh berupa hanpunan harus dilengkapi dengan bukii kepemilikan atas nama
Pemearintah Proving Sumatesa [tara,

(3} Barang milik doersh selain tanah dsn/atau bangunan herus dilengkepi dengan bukti
kepemilikon atas nama Pemeriniah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 126
Pengamanan harang milik daerah scbagaimana dimaksud pada Pasal 125, melipunti:

1. pengamanan administrasi meliputi kegislan pembokuan, inventarisasi, pelaporan dan
petiyimpanan dokumen kepemilikan:

Srpamanan fisik unfuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumilah
saepng dan hilangnya barang;

amanan fsik untuk tnah dan bangunan dilakukan dengsn curn pemagaran dan
Fasangan tanda batas termasuk pemasangan papan bukti kepemilikun, selain tanah don
bunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan;

anan hukem antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukt stalus kepemilikan.
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Pasal 127

Pengamanan pada prinsipnva dilaksanakan ofeh aparat pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara sesuai demgan tugas den fungsinya dan biaya pengamanan dibebankan pada APBD
Provinst Sumatera Utara.

Pasal 128

Barang milik daerah dapat dissuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan
segual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Pengamanan Administranif

Pasal 129

(1) Pengamanan administratif terhadap barang inventans dilaksanakan dengan cara sebagai
herikut:
1.  barang bergerak dilakukan dengan cara,
1 pencatatanfinventarisasi,
2 kelengkapan bukti kepemilikan,
3 pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa siiker atau identifikasi
lainnva,
k. barang tidak bergerak dilakukan dengan cara:
1. pencatatan/inventsrisasi,
2. penyelesaian bukti kepemilikan.

(2} Kelengkapan kepemilikan untuk barang bergerak antara lan BPKB. fktur pembetian,
dan lain-lain,

(3) Kelengkapan bukti kepemilikan untuk barang tidak bergerak antara lain berupa IMB,
Berita Acara Serah Terima, Surat Peranjian, Akte Jual Beli, dan dokumen pendulaing
lainnya.

{4} Pengamanan administratif’ terhadap barang persedinan dilakukan dengan cara pencatatan
dan penyimpanan sccara terib

Paragraf 2
Tata Cara Peagamanan Administratif

Pasal 130

{1} Pengguna melaksanakan pencatatan dan melaporkan hosil pencatatan bhepads pengelols

melalui Pembaniu Pengelola
{2} Pembaniu Pengelola dan/atau Pengpune melaksanakan pemasangan label atau identifikas

kepemilikan lainnya
(3) Pembanie Pengelola dan‘atau Pengguna menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik
Dacrah,

Paragraf 3
Pengamanan Fisik

Fasal 131

anan fisik terhadap barang inventaris dilaksanakan dengan cara sebagai bertlut

Yarang bergerak dilakukan dengan cara
pemanfastan sesuai wjuan,

mﬂl’h penugudangan/penvimpanan baik tertutup maupun terbuka,
Wseden P pemazangan tanda kepemilikan

kg b. %&rﬂﬂg tidak bergerak dilakukan dengan cara:

Jesigien 1 AT li pemagaran;

Ko Mk = 2, pemasangan papan tanda kepemilikan,

Kam M L ﬂ penjagaan.

e b Ll |

Ranag M4 Z

tﬁ»-mrmm o _:
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(2) Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpen dan/aisu
! pengurus
barang dengan cara penempalan pada tempat penyimpanan yang baik sesusi dengan sifat
barang tersebut agar barang milik daerah werhindar dari kerusakan fisik.

Faragraf 4
T'ata Cara Pengamanan Fisik

Pasal 132

(1) Pembantu Pengelola dan/atay Pengguna melaksanakan pengamanan fisik secara wmum
tehadap barang inventaris dan barang persediaan

{2} Pengelols melalui Pembantu Pengelola melaksanakan penyimpanan bukti keperilikan

(3) Pembantu Pengelola dan/atay Pengpuna melaksanakan pemagaran dan pemasangan papan
tands kepemilikan terhadap fanah danstan bangunan yang dipermunskan untok

penyelenggaraan tugas pokok dan fangsi

Paragraf 5
Pengamanan Tindakan Hukum

Pasal 133

Pengamanan tindakan hukum terhadap barang inventaris vang bermasalah dengan pihak lain
dilakukan dengan cara-

(1) negosiasi (musyawarah) untuk mencan peayelesaian,

{2} penerapan bukum

Faragraf 6
Tata Cara Pengamanan Tindakan Hukom

Pasal 134

(1) Pada tahap awal pengguna melaksanakan musyawarsh untuk mencapai penyelesaian atas
barang milik daersh yang bermasalah dengan pihak lain dan pada tahap selanjutnya
musyawarah dilaksanakan oleh Pembamu Pengelola

{2y Penyelesaian pengamanan tindakan hukum dilaksanakan sesual dengan perjanjian dan‘atau
ketentuan yvang telah disepakaii

{3} Upaya pengadilan perdata maupun pidana dikoordinasikan dengan Biro Hukum,

(4) Tindakan represiffpengambilalihan, penyegelan atau penvitaan secara paksa dilakukan oleh
pengelola bersama Satpol PP, Bio Hukum, Pembamtu Pengelola dan SKPD  terkall
berkoordings: dengan aparat hukum setelah ada kepastian hukum

Bagian Kedoaa
Pemeliharaan

Pasal 135

{1} Pembantu Pengelola, pengguna danfatau kuasa pengguna bertanggung jawab atas
pemeltharsan barang milik dacrah vang ada di bawah penguasaannya,

{2} Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DEPBMDY).

plengearann  pemelibarsan dimaksudian uniuk mencégah barang milik daerah

-H-.....-. - logis
| = ca, suho dan sinar;
mjdan kelembaban;
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Paragraf 1
Bentuk dan Sasaran Pemelibaraan

Pasal 136

(1) Penvelengoaraan pemetiharaan dapat berupa:
a. pemeliharaan ringan;
b, pemeliharaan sedang;
¢ pemehharaan berat,
(2) Sasaran dari pemeliharaan barang adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku
Imventans.

Paragraf 2
Tata Cara Pemelibaraan

Pasal 137

(1) Setap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKEPD) diwajibkan untuk memyusun rencana
pemeliharaan barang.

(2) Rencana Tamman Pemeiiharaan Barang disampaikan kepada pengelola melalui Pembantu
Pengelola untuk dipergunakan sebagai pedoman selama tahon anggaran vang bersangkutan,
denpan ketentuan sebagai berikut:

A harus memust Leteniuan mengenai macam/jenis barang, jemis pekerjaan, banyaknya
atau volume pekerjaan, perkirasn biaya, waktu dan pelaksanaannya;

b. menjadi bahan dalam menyusun reacana APBD, khususnya Rencane Tahunan
Pemeliharaan Barang.

(1) Untuk Rencang Tahunan pemeliharaan Barang bagi SKPD ditandatangani nleh Kepala
SKEPD dan diajukan pada waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan, dengan demikian
maka Rencana Tahunan Pemeliharzan Barang merupakan landasan bagi pelaksanaan
pemeliharaan barang

(4) Setiap perubahan vang akan diadakan pada Rencana Pemeliharaan Barang harus dengan
sepenpetaluan Kepals SKPD vang bersangiutan, sebelum diajukan kepada pengelols
melalui Pembantu Pengelola,

Pasal 138

(1} Pembantu Pengelola, pengguna dan kuasa pengguna melaksanakan pemeliharaan barang
milik Daerah sesuai densan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Mihk Deerah
(DEPBMDY} vang ada di masing-masing SKPD

{2} Pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah ditetapkan dengan Surat Perintah
Kera/Surat Peganjan/Kantrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD

(3) Pengurus barang melaksanskan pencatatan pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah
dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang yang memuat:

nama harang inventaris,

spesifikasinva,

tanggal perawatan;

jenis pekenjaan atau pemeltharasn;

barang-barang atau bahan-bahan vang dipergunakan,

biava pemeltharsan/perawatan,

yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan;

lain-lain vang dipandang perlu,

runs dan/atan kussa pergeuna membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dalam

phungan wewenangnya dan WH._]Ib me]apuri-cm-"m&n}-ampalkall daftar hasil pemetiharaan

g tersebut kepada Qubernur setiap triwulan.

bantu Pengelola menelill laporan sebagzimana dimaksud pada ayat (4) dan menyusun

iflar Hasil Pemeliharaan Barang vang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran,

aoran hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayar (5) dijadikan sebsgai bahan

Auasi,

mrAaooe




Pazal 139

(1) Biays pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Doerah Provins Sumatera Utara,

{2} Biaya pemeliharaan barang yang bersumber dari dana Non APBD Provinsi Sumatera Utara
scperti block gramt, wgas pembantuan, dekonsentrasi, APBN dan sumber lainnya
dibchankan kepada APBN yang bersangkutan selama  barang tersebut  belum
diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera ara.

Paragral 3
Penerimaan Pekerjoan Pemeliharsan Barang eoleh
Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

Paszal 140

(1} Panitia Pemerksa Barang’ Jasn melaksanakan pemeriksaan terhadap pekenaan
pemelihargan barang vang akan diterima.

(2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjsan yang
ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

(3) Pelaksanaan pekeraan/pemeliharaan  barang dilaporkan kepada pengelola  melalui
Pembantu Pengelola.

(4) Pembantu Pengelole menghimpun scluruh  peleksansan  pemelibaraan  barang  dan
dilaporkan kepads Gubernur,

(5) Tata cara dan format pemefihgraan sebagaimana tercantum dalam Lampiman XX yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

BAB X1
PENILAIAN

Pasal 141

{1} Penilaian barang daerah dilakuksn dafam rangks pengamansn dan penyusunan Neraca
Dazrsh vang dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat bekerjasama
dengan Lembaga Penilai Independen dan/mtan Penilai Internal bersertifikat di bidang
penilaian aset yang dikelusrkan oleh Masysrakat Penilai Propetty indonesia (MAFFI).

(2} Penilaian barang dacrah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(3) Kegistan penilaian barang daerah harms didukung daia yang akural ates seluruh
kepemilikan barang dsersh yang tercstat dalam daftar inventaris barang milik dacrah. _

{4) Penilagian barang daergh dapat dipergunakan dalam rangke pencatatan, mventarisast,
pemanfaatan, pemindahtanganan dan inventarisasi,

Pasal 142

Penilaian Barang Daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagal berikui:

{1} Penilsian atss tanah dan bangunan dilakukan dengan mengpunakan estimasi terendah
berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan/atau harga pasaran umum sehingpa
diperoleh nilai wajar;

(2} Penilaizn ztas burang daersh yung dilaksanakan lembaga independen yang bersertifikat di
bidang penilsian aset dilakuken dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan

e - penilaiun atau salah sstunya yaitu pendekatan perbandingan data harga pasar (market data
| B . RE nbroach), metode kalkulasi biaya (Cow Approach), dan metode kapitalisasi pendapatan
i i | wne approgchi;

ok i ; pada Penilaian Barang Daerah yang mempunyai potensi menghasilkan pendapatan
S 'ml ; A adi daerah, maka digunakan penilgian dengan menggunakan metode Kapilalisasi
Hmh-- renidapatan (income approach);

heksie 15 ) Jiki harga barang hasil pembelian, pembuatan dan berasal dari sumbangan‘hibah tidak

mm ' ui milsinya, maka dapat dilakukan pﬂl‘nlﬂ.tﬂﬂ aleh Tim Penaksir atau olch pengurus
E,E;uﬂt dengan membandingkan barang sejenis dan tahun yang sama;
Juq!'.‘!! ........... 7.
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Barang daerah yang dianggap sudah tidak layak dan tidak mempunyai nilai ekonomis dapa
dihapuskan dari Dafter Barang Inventaris dan tidak termasuk sebagai objek penilaian
dalam pembuatan neraca daerah;

Bareng dserah  yang berbentuk benda seni dan bernilal kebudavaan, penilsiannva dapat
melibatkan tenags ahli di bidangnva

Tata cara dan format penilaian aset sebagaimana terlampir dalam Lampiran XXI vang
merupakan hagian yang tidak terpisahkan dari Persturan Gubemur i,

BAB XTI
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Ketentuan dan Syarat
Pasal 143

Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan penghapusan barang dari dafiar barang
pengpuna / kuasa penggung dan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah
dengan menerbitkan Keputusan CGubemur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.
Penghapussn barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditvangkan dalam Surat
Keputusan Guberur setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
{DPRDY Provinsi Sumatera Utara.

Penghapusan barang milik deerah selain tmeh danfatsy bangunan sampei dengan
Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah) dapal dilskekan oleh pengelola dengan
persetujuon Gubemur.

Barang milik daerah yang dapat dibapuskan meliputi barang bergerak dan barang ddak
berperak.

Pasal 144

Penghapusan barang tidak berperak dilaksanakan berdasarkan pertimbangan’ alasan
sehapai berikut ;

rusak beratl, terkena bencana alam/force majeunre;

tidak dapat dipergunakan secara optimal {idley;

lerkena perencanaan kota;

kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

penyatian lokasi dalam rangka efisiensi dan kemudahan koordinasi;

pertimbangan dalam ranghka pelaksanaan strategis Hankam.,

M N o

Penghapusan barang bergerak dilaksanakan berdasarkan pertimbangan / alasan, sebagai
berikut |
a. peﬂnﬁn@_an teknis. meliputi:
secara fisitk barang tidak dapat dipuneben karena rusak dan tidak ekonomis bila
diperbaiki;
2. secara weknis tidak dapat dipergusakan lagi akibal modernisasi;
3, telah melampaui batas waktu kegunasnnyva/kadaluarsa;

4. korena penggunaan bigsa mengalami perubahan dalam spesifikasi seperti terkikis,
aus dan lain-lain;

5. selisith kurang dalam timbangan/ ukuran disebabkan penggunaan’ susut dalam
penyimpanan atay penganghutan,

dsietes B0 L.._.I:L,. pertimbangan ckonomis, antara lain ;

Tl I. untuk optimalizasi barang milik dagrah yang berlebih (idle);

s kit ; .Ei- 2. secara ekonomis lebth menpuntungkan bagl daersh apabila dihspus, karena biaya
s bapiset q_.ﬁ"" operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
L 1




¢ Penghapusan barang karena hilangkekurangan perbendaharaan aiau kerugian vang
dizebabkan:
i kesalabian aran kelalaan penyimpan barang dan/ atag pengurus harang;
2. di luar kesalahan/kelalaian penvimpan barang misalnya karena kecelakaan atau
alasan ridak terduga (force majeure),
4. mati, bas tanaman atau hewan ternak

Pasal 145

Setiap SKPD berwenang dan berkewajiban untuk melaporkan barang milik daerah vang berada
datam lingkup dan tanceung fawabnya aprabtia (erjadi kehilangan, sudah mengalami kemundoran
Fisik can tidak ekonomis dan efisien jika digunakan kepada pengeloia,

Bagian Kedun

Penghapusan
Paragraf 1

Beniuk Penghapusan
Pasal 146

Beniuk dan pelaksangan penghapusan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

]
b.

L5

1y
2)

3}

penghapusan barang dart Daftar Barang Pengguna / Kuasa Pengguna apabila barang
tersebut sudsh tidak berada dalam penguasaan pengguna barang (Futasi),

penghapusan dari Daftar Barang Milik Dzerah apabila barang tersebut sudsh tidak berada
pada daffar barang daerah

penghapusan barang daersh dengan tindsk lanjut pemusnahan dilakukan apabila barasns
tersebut tidak dapat digunakan / dimanfaatkan dan tidak dapat dipindah tangankan.
penghapusan barang sebagmmena dimaksud buraf 2 humf b dan buuf o & atas
difakukan setelah mendapal persersjuan Guberur dan penetapannva oleh pengelola atas
nama Gubernur

Paragral 2
Tata Cara Usulan Penghapusan

Pasal 137

Pengguna’pengurus barang berdasarkan hasil pengamatan dan penefitiznnva selama
menggunakan barang, wanh melaporkan keadaan barang kepada pengelola.

Apabila terjadi perubahan dan‘atan kerusakan terhadap barane vang ada di bawah tanggung
jawabnva, agar disusun suatu rencana usulan penghapusan

Laporan dimaksud disusun dan dilengkapi dengan keterangan staun dats mengenai:

4 tdentitas dan ciri-ciri barang;

b lokasi dan nomer kode barang:

. harga perclehan barang bersangkuran;

d sebab-sebab/alasan penghapusan

Paragrafl 3
Tain Cara Peoghaposan Secaca Umum
Pasal 148

ngguna mengusulkan Kepade Gubemur  melalni  PeagelolsoPembanty  Pangelola
enai barang milik daerah dalam lingkupnya yang akan dihapuskan.

:t« bernur mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pamtia Penghapusan

z Milik Daerah dengan susunan personil terdiri dari unsur teknis terkait
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(3} Fanillia.; penghapusan bertugas meneliti barang vang rusak, dokumen kepemilikan,
adminisirasi, penggunaan, pembiayaan dan data lainnya vang dianggap perlu

{4) Hasil pane_lil'un:l terhadap barang yang diusulkan untuk dihapus, dituangkan dalam Berita
Acara Hasil Penelitian Panitia Penghapusan vang memuat rincian barang vang diusulkan
uniuk dihapuskan dengan dilampiri dengan
4 daftar barang-barang yang diusulkan untuk dihapus, lengkap dengan data/informasi

atas barang yang bersanglutan:
b.  sebab-sebab/alasan penghapusan,
¢ bukti'surat keterangan/gambar/foto vang mendukung usul penghapusan,

(5) Khusus uniuk bangunan vang akan dihapus, pembongkaran dilakukan jika sudah terbit
Keputusan Gubernur tentang pembongkaran bangunan dimaksud dan dilakukan penilsian
atas hasil bongkaran dencan melibatkan unsur teknis (Dinas Tata Ruang dan Permukiman)
urtulk menentukan nilai material layak atan tfidaknva secara ekonomis hasiln va dituangkan
dalam Berita Acara

(¢) Pengelola mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk mengeluarkan Surat
Reputusan Penghapusan dengan berdasarkan Berita Acara vang telah dibuat dan telah
ditandatangani panitia penghapusan

(7} Setelah mendapat persetujuan Gubernur, penghapusan ditetapkan dengan Susat Keputusan
Pengelola atas narma Gubernur dan menetepkan cara penjualan dengan cara lelang umpm
melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan [ atau disumbangkan / dilibahkan,
dimusnahkan atau diseriakan sebagai penyertaan modal daesah,

(8) Apabila dilakukan felang terbatas, Gubernur membentuk panitia pelelangan terbatas dalam
rangka melaksanaken penjualan/pelelangan terbadap barang yang telah dihapuskan dagi
Daftar Inventaris Barang Milik Daerah,

Pasal 149
1} Susunan panitia penghapusan terdini dari unsur Pembamu Pengelols dan SKPD terkait
lainnya
a  Asisten Sekdaprovsu vang membidangi (Ketua merangkap anggota).
0 kepala Biro Perlengkapan / Pembantu Pengelola (Sekretaris merangkap anggota).
¢ Kepala Biro Keuangan
d Kepala Biro Hukum
¢ Kepala SKPD / instansi terkan
£ Unsur teknis terkait yang membidang.

2}  Reanggotaan paniia penghapusan pada gvat (1) ndak boleh diwakilkan dan jumiah
kepanitiazn disesuaikan kebutuhan dan jumlshnys harus ganjil

3)  Keanggotaan panilia penghapusan dapat mengikutserinkan instansi dan / atau teknis renaga
ahlifsurveyor/advisor dar instansy'lembaga lain yvang terkai

4)  Pamiha penghapusan bertugas ;

g mencliti‘memeriksa barang yang skan dihapus, melipuri.
menginventaris/meneliti administrasi kepemilikan barang yvang akan dihapus;
menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus:
+3. meneliti kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas atau tidak;
e g{ﬂ{]ﬂﬂlﬂﬁi meneliti efisiensi penggunaannya; ;

'r ; iy I".'._I_ menetapkan gn'hman nilai ."Ihlarga barang yang akan dihapus:
Ve u . membuar Berita Acara penelitian.
st - B menyusun rencans penghapusan; _
e - enyelesaikan kelengkapan admuristrasi usulan penghaposan;

G‘l.'.uﬂl.r_"l'.ni.‘_'l—'-

e 10 : ngajukan wsulan penghapusan kepada Pengelola untuk selanjutnya disampaikan
peiiaen RRAAN & ecarn hierarki kepada Gubernur;

mﬂ.h"-‘ ¥

Harg Y20




1)

(1)

(1}

{2}

(1)

{2}

x4

¢ melaksanakan koordinasi dengan Kamtor Lelang MNegara, jik
_ . Jika nghapusan
dilaksanakan dengan cara lelang umum, R
f menvasun laporan termasuk membuat Berita Acars hasil tindak lanj '
pora _ Jul penghapusan,
£ laporan hasil tindak lamjut penghapusan harus disampaikan kepeda Gubernur
selambai-lambatmya 15 (lima belas) hari seiclah pelaksanaan'serah  terima

difaksanakan,
Faragrafl 4
Penghapusan Barang varg Tidak Bernilai Ekonomis
Pasal 150

Barang yang tidak bernilai ckonomis (ridak laku dijual), dan telah ditetapkan
penghapusannya maka barang tersebut dapet dimusnahkan/dibibahkan dengan Berita Acara
Pemusnahan,

Pelaksanaan pemusnahan/penghapusan tersebut dilaporkan kepads pengelola’ pengguna,
dengan dilampiri Beria Acara vang ditandatangani oleh Panitia Penghapusan

Paragrafl 5
Tata Cara Penghapusan Secara Khasos

Fasal 151

Terhadap gedung milik daerah yang hamis segera dibangun kembali (rehab wotal) sesuai
dengan perumukannya semula serta sifatnya  mendesak dan  membahavakan,
penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Dalam  kondizi mendesak, di mana kondisi bangunan dianggap membahavakan

keselamatan jiwa manusia, pembongkaran dapat dilakukan terlebib dabulu  sambil
mienungeu terbitnya Surat Keputusan Gubemur tentang penghapusan/pembongkaran

Pasal 152

Alagan pembongkaran bangunan karens membahayakan jiwa dimaksud meliputi:

a rusak berat yang disebabkan oleh konstruks: bangunan gedung vang sangat
membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan pedung

rersetut,
b, rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin
topan, kebakaran dan yang sejenis,

Usulan penghapusan karena bencana alam harus dilengkapi dengan:
a  keterangan dari pejabat vang berwenang mengensi tegadinya bencana alam;
b, Berita Acara keruzakan barang dari pihak vang berwcnang karcna bencana alam/force
majeure,
¢. daftar barang vang hilang atau rusak,
d  bukt foto kerusakan barang karena bencana alam,
:,_Deta situasi tanah dan bangunan vang terkena bencana alam,

izi hangunan dan dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumaters Utara
pi kondisi tanah
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Paragraf 6

Tata Cara Penghapusan Barang Karena Alasan Hilang di Luar Kesalahan/ Kelalaian

{1)

(2)

(4)
(%)

(G

(1}

(2}
{3)

“"}

Bendahara/ Pengurus Barang

Pasal 153

Penyimpan/Pengurus Barang melaporken kekurangan kepada pengpunn atas terjadinya
kehurangan perbendaharaan’ kerugian dzerah, selanjutnya pengpuna melaporkannya
kepada Guobernur melalui pengelola,

Setelah menenma laporan sebagnimena dimaksud ayal | (soty) Gubermur menugaskan
Inspektorat Provinsi umtuk melakukan pemeriksean terhadap kebenaran laporan dan
melakakan tindakan dalam rangks pengamanan maupun upaya pengembalian kerupian
duerah,

Hasil pemerksaan/penelitian seg administratif dan fisik oleh panitia pemeriksa/peneliti
yang dituangkan datam Berita Acara Pemeriksaan vang memuat:

i mncian jumlah dan jenis barang:

bh. stbab-sebab kehilangan/kekumngan barang;

¢. penjelasan lain yang diperiukan.

Untuk mendukung kebenarantcepastian hasil penelitian/ pemeriksaan tersebut, perlo
dilengkapi surat keterangan dori kepolisian selempat tentang kehilangan,

Apabila kehilangan/kekuransan barang dimaksud dapat dibuktikan bukan karena kelalaian
bendahara’ pengurus barang, maka penppuna dspal mengajukan permohonan  untuk
menghapuskan barang tersebul kepada pengelola antuk mendapat Kepuiusan.

Penghapusan barang tersebut fidak menwtup kemungkinan adanya pelaksanaan tuntutan
ganti rugi apabila di kemudian har dapat dibuktikan adanve unsur kesengajaan’ kesalahan/
kelalaian dar penyimpan barang /pengurus barang,

Paragrafl 7
Tatu Cars Penghapusan Barang Karena Hilang Akibat
Kesalahan Atsu Kelalaian

Pasal 154
Apabila barang bergerak vyang hilang karena dicuri/dirampok, kecelasksanfterbakar,
tercecer, mati bagl tanaman‘hewan/temak karena kelalalan/digelspkan seria karena
perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalatkan kewajiban vang ditetapkan selaku
Pegawai Negeri Sipil, schingga baik secsra langsung maupun tidak langsung telah
metuprikan nepars, maka akibat kejadian tersebut  keputusan penghapusannyz diproses
bersamaan dengan proses Tuntutan Gantl Rugi (TGR) sesuat dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Sural Keputusan Penghapusan Barsng dapat ditetspkan tanpa menunggu ditctapkannya
Tuntutan Ganti Rugi.
Tats cara  dan format penghapusan asei sebapaimana tercantum dalam Lampiran XXI1
yvang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIT1
Pemindahtsnganan Barang Daerah
Paragral’l

Bentuk-Bentuk Pemindahianganan
Pasal 155

, g mk pemindahtanganan terdin dari -
{1} p:njun].an

ur rnenul-mr.

aan modal Pemerintah Dasrah.
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Paragraf 2
Persetujuan Pemindalianganan Bavang Daccah
Fasal 156

(1)  Permindahtanganan barasg dacrah sehagaimang dimaksud dalam Pasal 155, ditesapkan
dengan Keputusan Gubernur seielab mendiapat persetujuan DPRD, untuk

& ftemah dan / atau banpunan, dan

b selain tanah dan / atau bangunan vang bernilai lebih dari Rp. 3.000.000 000.- (lima
milyar rupiah).

{2Z) Pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan‘atau bangunan tidsk memerlukan

persctopuan DPRD Provins) Sumatera Utara apabila

& sudsh Gdak sesuai dengan tata rusng wilavah atan penataan kota:

h  harus dihapuskan karens anggaran untuk bangunan pengganti sudab disediakan dalam
dekurpen pengansosrarn:

c. diperumukan bagi Pegawal Negeri,

d  dipemmivkan bagi kepentingan umum;

e dikiasai negae berdasarkan keputusan pengadifan vaog telab memperoich kekuatan
hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jiks status
kepersilikannyva dipersahankan tidak levak tecars ekonomis:

Parasgraf 3
Ketentuan dan Syarai
Penjualan dan Tolur Menukar
Pasal 157

(1) Perpualen bavanse miltk daceal melalui petelanpan unem dilabsanakan olel Kantor Lefany
Megara stan Pelelangan Terbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas vang
dibentuk dengan Kaputusan Gubermer, dan hasi! pelelangan hams disetorkan ke Kas Daergh.

{2} kegngeotaan  Pamba  Pelelangan/Penjuatan  dapet sama dengan  keanggotzan  Panma
Penghapusan Barang Daerah.

{2} Barang milik daerah vang dijual/thiglany dapar berupa barang bergerak dan barsng tidak
Dergerak

i4) Pelepasan tanah milik Pemerintah Daerah harus jelas menpenai kelengkapan surat menyurat,
bokast. luas tanah dan silainya dan tidak menimbulkan pertentanean dengan masvarakat

(2} Tanah dalam penguasaan Pemenntah Daesab adalah merupakan tanah negsa vang lelab
diserahtenmakan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hak pakai dan hak pengelolaan,
tanah sabyat vane welah dibebaskan, tensh hasi! hibah, tukar mepuksr dan tanzh yang
perclehannya berdasarkan perundang-undangan vang berlaku

{6} Pengnrasaan dalam bentuk hak pakai dan hsk pengelolaan hars dalam bentuk sertifikat yang
dikeluarkan Badun Pentanahan Nasional

Pasal 158

(1Y Poeposan bak stas wnab dendaies benguoan milik Pernerintah Dacrah antacs lain Japet
dilakukan dengan 2 (dua) cara yaity:
¢. pombayaran ganti megi {dijual); dan
d,  tukar memikar {(rodslagtukar guhng)

i2) Pelepasan hak dapat dilakokan antara Pemeriniah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar
Pemermiah Dasrsh, Pemennsah [daerah dengan BUMNBUMIDY, Pemenmiah Daeran
dengan Swasta, Pemenintah Dacrah dengan Koperasi maupun dengan Badan Hukum
lainnya,

{3} Pemindshiznganan barang milik daerah berupa fanah dan/atau bangunan ssbagaimana
dimaksud pads ayan 2 (dua), ditetapkan dengan Kepulusan Gubesmur.
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(4) Pemundahtanganan barang milik daerab selain tanah dan/atay banzunan yang bernilai
sampal dergan Rp. 5.000.000.000- (lima milar rupizh) dilskokan densan peneelola
setelah mendapat persetujuan Gubermur,

(3) Bangunan yang akan dibangun pibak ketiga di atas tanah hasil penjualan maupun tukar
menukar peruntukannva hans setzin Pemerintah Dazral

(6) Nilai tukar menukar harus menguntungkan Pemerintsh Daerah dan miinimial berimbang
dengan nilai sebelumnyn

FPasal 159

Penjuilan dan Tekar Menukar dapat dialakan dengan alasan dan pertimbangan |

(1) tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah den penatazn kota;

(2} tansh dzn’atau bangunan pemanfaatan belum optimal (idle),

(3) optimahisasi fungsi dave guna dan hasil guna tamah dan/ateu benpunan dalam rancka
menunjang Tupoks) SKPD

Fasal 160

Peajualan barang milik Daerah dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) barang vang dijual/tukar-menukar bukan merupakan barang rahasia Negara;

(2) barang yang akan dijualfukar-meoukar  secara teknis operasional sudah tidak dapat
digunakan oleh SKP'D secara efekrif dan efisien:

(3) barang yang skan dijual sudab dihapus dari Daftar Bacang lnventars sesuai dengan
keputusan pejabat yane berwenang.,

Paragrafl 4
Tata Cara Penjualan

Pasal 161

(1) Pengelola mengajukan permohonan tertulis kepads Kantor Lelang Negara mengenai
penjualan harang yang telah dibapus, dilampiri dengan:
&, surat Keputusan penghapasan barang,
b. surat keputusan pembentukan panitia pelelangan barang:
c. bukti kepemilikan atas barams;
d. salinan pengumuman lelang oleh pemohon lelang melalui media massa;
e data spesifikasi barang vang akan dijual mencakup-
jemsiukuranbualifikasitipe:
jumizh;
nomor kode;
. tahun pombuatan/perolchan;
kondisikeadaan;
. lokasiftempsat harang,
. harga penjualan yvaog dietapkan oleh panitia pelelangan,
{2} Kantor Lelang Negara menetapkan hari, dan tempat pelaksanaan lelang
(3}  Sebelom dilaksanakan pesjualan, terlebih dahaly harys dilakukan pensuauman sleh Ketua
Panitia Pelelangan melalui media masss, media cetak dun papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum vang dapat diketabu oleh masvarakat luas/dunia usaha
{4) Pelaksanaan iclang dilakukan melalui tahapan - proses penawasan, penetapan pefienang,

DAL D

Lyaran/penyetoran ke kas Daerah, dan penyerahan fisik barang:
sten risalah lclang ditandatangsm oleh pelaksana/penjual/ pejabat lelang dengan

p:rkan Surat Setorau Penenmaan Negara Bukan Pajak (SSBP) dan Surst Setoran
Pdardssp)
Fanitip lclang melaporkan pelaksanaan penjualanflelang kepada pengelola, dengan
dilampiri sglinan risalah ':'E"Jﬁ.ﬂg
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Bagian Ketiga
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangupan

Parapraf 1
Nilai Tanah dan/aton Bangunan

Pazal 162

{1} Penetapan nila pantl rugl tanah vang akan dilepaskan melalui gant mg atan tukar
menukar (ruislag/mukar guling) berpedoman pada harga dasar terendah atas tanah yang
berlaku setempat untuk kavling perumahan, Pegawai Negeri, TNI, POLRI dan DPFRD,

(2) Untuk mstansi Pemerinteh, Koperas dan'ntan Yayasan milik Pemerintah dapat ditetapkan
dengan berpedoman pada NJOP danfatan harga pesaran umem sctempat,

(3) Nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dengan berpedoman pada harga wmum
tanah dan berdasarkan NJOP vang berlaku setempat.

{4) Milai bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan sast peleksanaon penaksiran san
hasilnya dikurang dengan nilai susut bangunan yang diperhitungkan dergan junlah wmor
bangunan dikalikan dengan :

a. 2% untuk bangunan permanen;

b. 4% untuk bangunan semi permanen:

o, 10% vrluk bangunan darurat,

Dengan ketentuan meksimal penyusuian bangunan scbesar 80% dad nilai wksiran dan
tidsk dikenakan potongan sebesar 50% seperti pada penjusian mumah dinas golongan HI
atan mlad sisa bangunantumsh minimal menjadt 20%.

Paragraf 2
Tata Cara Pelepasan Hak Alas
" Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 163
{1}  Cubernur membentuk Panitia Penaksir vang bertugas meneliti bukti penguasasn atas tansh

dan/atan bangunan

a. meneliti lokasi dan keadaan fingkungen tanah dan‘atan bangunan dihubungkan dengan
rencana  pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial ekonomi budaya dan
kepentingan Pemerinizh Daerah.

t. mennksir besamya nilai atns tanah dan'atou bangunan tersebutl dengan berpadoman
pads harga daser/unmumMNIOP tanah yang berlaku setempat dan uniuk bangunannya
gebagaimana tersebut dalam Pasal 162 ayat (4).

c. meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketigs dan memberikan saran kepada
Gubemnur.

{2)  Hasil Penelitian Panitia Penaksir ditvanghkan dalam Berita Acara,
i3} Penpelola menyizpkan/mengajuken surat permohonan Gubernur kepada DPRD Provinsi
Sumatera Utara melalui Gubernur perihal permohonan persetujuan aias rencans pelepasan
hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugl atau wkar guling dengsn
melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir,
{4) Cubernur berdasarkan persetujuan DPRD Provinsi Sumatern Ulara mengeloarkan Surat
I‘chmllsun CGubernur tenwng Pelepasen Hak atas Tanah dengan ganti rugi atau tukar
PARAF K0O®D| Ldml‘ dengan dilampiri data tentang tanah dan/atau bamgunan, seperti letak, alamat,
4. tahun perolehan, nama dan alamat pihak ketiga dan besarnya nilal ganti rugi atau nikai
menikar tanah dan‘atas bangunan tersebut,
sippazan hak atas taneh dan/atau bangunen dengan cara ganti rugl dilskuokan depgan
hgtmPaomin o = mefakukan lelang/iender, di mana pemenang lelang adalah penawar tertinggi, dan jika

teiste Tod ya/pesesta hanya ada saty, dilakakan dengan penunjukikan langsung dan dilakukan
Relatm M ; i harga yang dimangkan dalam Berita Acara Pelepason Hak atas tansh dan/atau
?':wl;{;ﬁ agprunen melalui Gamti Rugi.
Frg. SRR
R s L

T

e
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(6) Pelepasan hak atay tanah dan‘stau bangunen dengan cara tukar menukar dengan Pihak
Ketiga tampa melalui tender/'pelelangan, dilakukan langsung dengan Pihak Ketiga dan
negosiasi harga yang harus menguntungkan Pemerintah Provinsi Sumaters Nara atau
sekurang-kurangnya sama dengan nilai sebelumnya, dan hasilova ditvangkan dalam Berita
Acara Pelepasan Hek atas tanah dan'atan bangunan melalui Tukar Guling (Ruislagh),

(7) Pelepasan hak atas tanah dan / atau bangunan dengan cara tukar menukar harus diatur
dalam sural perjanjian bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga vang hams
dicantumkan secara jelas menpenai data tanah dan / aton bangunan, hak dan kewajiban
kedua belah pihak ketentuan mengenai sanksi, hak dan kewsajiban masing-masing pihak,

{8) Pelepasan hak atas tanah dan / stae bangunan dengan cama pembayaran ganti rugl harus
dilengkapi dengan surat pernyatzan dari Piliak Ketiga mengenai kesediaan menerima
pelepasan tanah dan / amu bangunan dun ditvangkan dalam berita acara serah terima.

(91 Hasil penjualan disetorkan pada Kas Dacmh,

Pasal 164

{1} Surat Perfanjian Bersama antara Pemerintsh Provinst Sumatera Utara dengan Pihak Ketipa
menjadi acuan dalam pelepasan hak atas tanah dan bangunan

(2} Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara pembayaran panti rugi haros
dilengkapi Surat Permnyatasn Pihak Ketiga mengenal kesediaan menenma pelepasan tanah
danfatan bangunan tersebnt dengan pembayaran ganti rugi sesual ketentuan yang berlakn
dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima,

{3} Pelepasan tanah kapling bagi rumah Pegawal Negeri Sipil Pemprovsu hearus dengan Surat
Keputusan Gubemur disenai denpan penghapusan tanah dimaksud dari Buku Inventaris.

(4} Sertifikat atas tanah vang dilepaskan kepada Pihak Ketiga berdasarksn Kepulusan
Gubermnur schagaimana dimaksud ayat (3) selanjuinys Pihak ketiga menyelesaikan
pensertifikatan tanah dimeksud kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumater
Lars,

(5) Tatacara dan format pemindahtanganan tanah dan/atsu bangunan sehagaimana (ércantum
dalam Lampiran XX1Il yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kecmpat
Penjualsn Kendaraan Dinas

Paragraf 1
Ketentuan dan Syarat

Pasal 165

(13  Kendaraan Dinas terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendarsan dinas operasional.

(2) Kendaraan perorangan dinas vang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang
dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

{3} Umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual sudah dipergunakan § (lima) tahun
atau lebih, sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Gubernur dan Wakil Gubernur vang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau
lehih dan belum permah membeli kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dalam lenggang waktu 10 (sepuluh) tahun, dapat membeli kendaraan

rorangan dinas.

dinas operasionzl vang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, sepanjang tidak

kelancaran pelaksanaan tugas dapat dijual / dilelang kepada Pegawal Negen

Sipil Pemprovsu vang telah memiliki masa kerja 10 (scpuluh) tahun.

wai MNegeri Sipil scbagaimana dimaksud ayat (5) dalam rentang waktu 10 (sepuluh)

un helum pemah membeli kendaraan dinas operasional dari Pemerintah Daerah.
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Paragral 2
Taea Cara Penjuslan Kendaraas Perorangan Dings

Pasal 166

(1) Gubernur sian Wakal Gubernur (yang bersangiadan) sebasai pengouns kendarann
perorangan dinas mengajukan surat penmohonan pembelian kendaragn perorangan dinas.
{2y Gubernur membentuk panitiz penjualan kepdaraan vang bertugas meneliti kondiss fisik dan
sdministrasi kendaraan bersangkutan dan aspek fainnya untuk kemudian dituangkan datom
Berna Acara Penelitian Pamtia Penjualan Kendaraan,
(3} Persyaraten administrati® vang harus dipemcht adalah
a  Reputysan Penganghatan Pertama sebaga Guberpur dan Wakit Gubenur,
b. Sural Pernyvataan belum pernsh membell kendaraan perorangan dinas selama 10
pseimeloh) tahua lerabdi
¢. Berila Acara Hasil Peselitisn Panitia Penjualan Kendarsan;
d. Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan oleh umur kemdarsan sebagai
berikit:
I kendsraan perovangat dinas vang telah berusia § (lima) tabun sampal dengan
7 {buh) tahun, harga jealnva adalah 40% (empat puluh persen) dari harpa pasaran
wimiin sy ol gual kendarzan bermotor berpedoman peda Permendazyi dan
Peraturan Gubernar Sumgtera Utars tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak
Eendarasn Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan pada tahun dilakssnakanaya
penghapesan
2. kendaraan perorangan dinas yang telah berusis 8 (delapan) tabun atau lebih harga
faalnva 20% (dug puluh persen) deri harga passran wmam atau nilad el bendaraan
bermotor berpedirman pada Permendaen dan Peratpvan Gubermn Sumiatera Ulaia
tentang Perlitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Mama Kendaraan pada fabun dilaksanakannyg penghapusan;
{4} Gubernur menetapkan Kesutusan Pemualan Kendaraan Perorangan Dinas dengan lampiran
Keputusan, memuat antara lain:
nama dan jabaian pembeli,
data kendaraan,
biaya perbaikan selams 1 (satu) tabun terakhir;
harpy wal;
harga yang ditetapkan;
harga vang hams dibavar pembeli.

pooe

il

Faragraf 3
Tata Cara Pembayaran Pesjualan
tendaraan Pererangan Dinas

Pasal 167

1) Pengelola atas nama Gubernur membuat Sural Parganiian Sewa Beli Kendaraan Perovanuai
Dinas berdazarkan penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas oleh Gubernur

(2 Jika terdapat biaya pemebihorann selama ! (satu) tahun tecakhir, maka pembeli harus
melunasinys sebolom Sural Perjanjian ditandatangant.

{3) Pelunasan/ pemabayaran sews beli dilakukan sekaligus selambat-lambatoya [ (saiu) bulan dan
apabila dilunsst dabpm jasghke wakiu Korang dar | qsape) bulsn, maka balik sama dapa
segera dilakukan.

{4) Selama pembayaran belum lunas, dan kendaraan perorangan dinas tersebut masih tercatal
sehazal barany 1pventans daerah dan kendargan tersebut masih digunakan sebagai kendarazn
dinag, dan ava BEM/ oh memadi taneeune Pemerintah Provinsi Sumaters Utara jika
kKeuangan memungkinkan

(%) Hasil pempsratan disetoriken ke kas deersh  Pemenntah Provinsi Sumetera LHars

{6) Apabily pembavaran telah dilunas;, maka Gubernar m-:ngeluaﬂ:au Keputusan Gubernur yang
berisi pelepasan hak Provingi Sumaters Utarn ofac kendaraan perorangan dmnas kepada
pembell dan menghapuskannva dan Daftar iveasacs Barans Daerah
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(7} Pembedi dapat mela!:mkm balik nama setelah kelusrmnya Keputusan Gubemur lentang
FI:[-EFE&'ﬂn Hak Frma:nnmh Provinsi Sumaters Utars atas Kendaraan Perarangan Dinas;

(8] B&gt mereka yang I:Id-ﬂ:lf. dapat memenuhi kewajibannya dan setelah diberi peringatsn tetap
I:fliﬂi: memenuhi kewajibantya maka Kendarsan tersebut tetap milik Pemerintah Provinsi
sumatera Litara.

{9} Tata cara dan Fw pemindahianganan kendaraan perorangan dinas  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ind.

Paragraf 4
Ketentuan dan Syarat Penjualan Kendaraan
Dinas Operasional

Pasal 168

(1) Kendarsan yang sudah dihapus deri daftar invensaris barang daerab dapat dijual melalui
pelelangan umum dan / atan pelelangan terbatas.

(2} Kendaraan dinas yang dapat dibapuskan dari daftar barang inventaris adalah vang telah
perumur 5 {lima) tahun atau lebih,

(3) Penghapusan dapat dilakukan jika sudah ada kendaraan pengganti,

(4) Yang dapat mengikuti mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendarasn dinas operasional
yaitn Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pemprovsu yang telah mempunyal masa kerja 10
{sepuluh) tahun dengan priovitas pejabar/pegawal yang ekan memasuki masa pensiun dan
pejabat/pegawai pemegang kendaraan danfatau pejabat/pegawai vang lebih senior dan
Ketug dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa
hakti 5 (lima) tahun.

{3)  Yang dapatl mengikuti lelang terbatas kendaraan diras operasional milik Pemprovsu adalah
pegawai instansi pemerintzh, pemerintah kabupaten ! kota, pengurus yayasan dan lembaga
lainnya vang menerima bantuan penpgunssn kendarsan dinas membanty kegiatan
pelayanan umum dan penvelenggaraan pemerintahan dasrah.

{(6) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat’pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD
dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak sast pembelisannya vang pertama.

(7) Kendsrasn dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan'pelclangan terbatas; jenis
sedan, jeep, siation wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan bermotor beroda 2 {dua).

(8) Kondaraan dinas operasional khosus Japangan (bus, pemadam kebakaran, ambulance, trok,
alat-alat berat, disb), pelelangannya dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan
terbatas.

{9} Hasil penjualan disetorkan ke kas daerah Pemerintah Provins Sumatera Utara.

(107 Tata cara dan formst pemindabtanganan kendaranan dinas operasional sebagmmana
tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan
Kendaraan Dinas Operasional

PARAF KODRDINASI Pasal 169
g Pl :}_.1 san Penjualan/Pelelangan :
SLF L : elah dihapus dari daftur inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui
o P pelflangan umum &tal pelelangan terbatas.
: Elglangan umum dilaksanaken melalui Kantor Lelang Negara,

dlangan terbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan




Paragraf 6
Tats Cara Pelelangan Umum
Kendaraan Dinas Operasional

Fasal 170

(1) Pengelola mengajuken permohonan teriulis kepada Kantor Lelang MNepara mengenai
penjuslan kendaraan dinas operasional yang teleh dihapus, dilampiri dengan ;
8 Surat Keputusan Penphapusan;

b. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang;
c. Bukt kepemilikan atas barang;
d. Salinan pengnmuman barang veng akan dijual mencakup :
1. jenisitype;
2. jumlah;
3. tahun pembuatan/perolehan:
4. kondisi’keadaan;
. harga penjualan yang ditetapkan Panitia Pelelangan

(2) Kantor Lelang MNegara menetapkan hari dan tempat pelaksanaan lelang,

(3} Sebelum dilaksanakan pelelangan terlebih dahulu harus melakukan pengumuman oleh Ketua
Panitia Lelang melalui media massa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk
pefelangan umum vang dapat diketahui oleh masyvarakat luas/dunia usaha,

(4) Pelaksanaan lelang dilakukan melalui tahapen : proses penawaran, penctapin pemenang.
pembayaran/penyetoran ke kas daerah, dan penyerahan fisik barang.

(5} Pembuntan rizalah lelang ditandatangani oleh pelaksans/penjual/pejabat lelang dengan
meiampirkan Surat Setoran Pencrimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) dan Surat Setoran

Pajak {SSP).
(6) Panitia lelang melapotkan pelaksansan lelang kepada Pengelola dengan dilampiri salinan
risalah Ielang.
Paragraf 7
Tata Cara Pelelangan Terbatas
Kendaraan Dinas Operasional
Pasal 171

(1) Pengpuna’ kuasa pengpunn barang  instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan
vayasan yang menerima bantuan atay menerima penyershan pengpuna kendarpan dinas
operasional mengajukan usul penghapusan kendaman dinas operasional kepada Gubernur
melalui pengelola.

{2) Gubernur melalui pengelola membentuk Panitia Penghapusan dengan susunan personil
terdir dar unsur ekivis terlosit.

(3} Panitia Penghapusan bertugas
a. menelit sdministrasi kepemilikan kenderaan:

b. menreliti inventarisasi kenderaan sesusi usul pengguna’ kuasa pengguna;
¢, meneliti kondisi fisik kendernan;
d. membuat Berita Acara Hasil Penelitian dan menvampaikan permohonan persetujuan

_penghapusan dan penjualannva melalui lelang terbatas;

FR%AF KOORDIBAS thernur melalui pengelols memboat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daersh dari

r Barang Milik Daerah. dan menetapkan proses penghapusan / penjualan melalui lelang

" & serta membentuk panitia lefang terbatas,

W.” itia lelang terhatas bertugas

mfﬁf : .tnuﬂalculu:s,n koordinasi dengan pengguna/ atasan langsung dari PNS/ pemohon;

B = ~ b meneliti syarat administrasi Pegawai Negeri Sipil Pemproviu, Ketua dan Wakil Ketua
W:-dm A ﬁ" \ DPRD-SUT yang mengikuti iclang terbatas sesuai usul pengguna’ kuass pengguna,

s Nk 14

. eI O

- L




13

¢. menetapkan harga pemjualan kendaraan dinas cperasional berdasarkan harga pasaran
umum atay nian jual kendarsan bermotor berpedoman pads Permendagn dan Peraturan
Gubernur Sumatera Utara tenfung Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak mendarsan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendargan pads tahun dilaksanakannva penghapusan;

d membust berita acars dan menyusus laporsn tedak lanjut :}E'.frgi'.l.ﬂrﬂ.!:&;lr': nenjislan

melalul Jelang terbatas dengan melampirkan spesifikasi kendaraan, antara lain -

- jemsd fype, jumiah, tabun permhuaian/ perolehan

- hondisi kendaraan, nilal/ hargs penjusian,

- nama pembelr,

membuat surst perjanjizn sewa beli yang diianda tangan! Gubermur aiau pejabat yang

d?tunjuk scbagal Pihak | dan pemivell sebagar Pihak H, pads perjanjian tersebut

dicartumkan hak, kewajiban dan sanksi Pifak 1L

membtiil lapordn peisksanaan pelelangan lerbaras kepads Gubermur selambat-lambarnya

L5 ilima belas kant) hari hegja setelah harga jual kendaiaan difunasi daa secah terima fsik

irl

1—I-‘

barang difaksanakan.
Bagian Kelima
Penjualan Remab Daerab Golongan 111
Caragral 1

Ketentuan dan Syarat

Pasal 172

(1) Rumah dinas daerah golongan 1 adalah rumah dinas milik pemerintah daerah vang
disedmkan uotuk ditempati oleh pemegane jahatan tertentu yang berhubunpen densan sifat
dings, jabatannya dan harus tinggai di remah tersebut (rumah jabatan),

{2} Rumah daerah golongan 1T adalah rumah dinas milik pemerintah daerah adalah rumah vang
tidzk boleh dipindahtangankan dori setn dines ke dinas Iainnve dan hanye dicunskan oleh
pegawal pada dinas bersangkuian (rumah instansi).

(3} Rumah daerah golongan 11 adalah nomah dinas milik pemerintah deerah divempati oleh
PGS, tidak wernasuk rumah daciah golongan 1 dan 11

Pasal 173
Rumah dings oulk dagroh veng depal dipemjue! beliken adolabh numab dinss milik daemb
golongan I yang diletspkan oleh Keputusan Guberpur dan telah berumur 10 (sepuluh) tahun
atau lehih

Pasal 174

Yane berbpk membali nonab dacroh gotongan I adaksh
a  Pegawal negeri sipil |
|, yang mempumyai mesa berfz sekurang-kurangnya 10 (sepufub) tabum,
2 memibiki Sural Tzn Penghunian (SIP) vane divanda tangam oleh pengeiols atas nama
Gubernar,
3. bewsin perbah memperoleh’ mambel rumah daerul dan Pesnermialy
b, Penssrnen pefawin negert sypil ¢
1. vang menerima pensiunan dari Pemerintah,
£ miemtlte Surat lem Penghunian {518,
3. beium permnah mempergieh’ membeh rumal daeral dan Pewnerimain
¢, Janda' duda pegawal negen sipil
. jance’ didda vang masih monenma funjangan, penson dan pemermtah, vang wisminys
istrinya inemal mempunyal masa kerja 10 {sepuluk) 1abun pada Pemerintah, atau
2. masa kerja suaminya’ istrinya ditambah dengan jangka waktu sejak vang bersanikutan
memadi fandal duda berjumiah sekurang-kurangnya 10 feapuiuh) rahun
3. memiliki Surat 1zin Penghunian (S1P)
4 saminyal isirinya belum pernsh memoeroleh! membeli nemah daerash dari Pemenintah



(1)
{2}

(3

(1}

()
(3

(4}

(3)
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ﬁlpnhilu p-eng]:mm rumah dinas dacrah golongan II, sebagaimana dimaksued pada huruf a
sid huruf ¢ meninggal duria, maka pengajuan permehonzn pengalihan hak/ membeti atas
rumih dimaksud dapat diajukan oleh anak vang ssh dan penghuni yang bersanghkutan.

Pasal 175

Pengalihan hak milik atas ramah daerah golongan I difakukan dengan cara sewa beli.

Harga taksiran rumah golongan 111 didasarkan pada nilai biaya sast pembangunan
perciehannya dikurangi nilai penyusutan, dengan ketenmian sebagal berikur ;

a. 2% tiap tahunnya untuk bangunan permanen;

5, 4% tap tshunnya untuk bangunan semi permanen;

c. 10% tiap tahunnya untuk bangunan darurat;

d. maksimal penyusutan B0%%: atay

e. nilai sisa hangunan minimal 20%.

Harga rumah dan anahnya ditetapkan sebesar 50% (lima pulah persen) dar hargs taksiran
dan penilaian vang dilakukan oleh Panitis.

Paragraf 2
Tata Cara Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan 111

IPasal 176

Pegawal negert sipil yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD dan
Janda’duda sebagaimana dimaksud delam pasal 174 boruf ¢ mengajekan permohonan
pembelinn rumah dacrabh kepada Gubernur melalui pengelola,

Pengelola menghkoordinir semua permohononan dan melaporkan kepada Gubernur.

Setelah mendapat persetujusn Cubernur, sepera dibntuk Panitia Penaksir dan Panitia

Penilai yang terdin dart unsur teknis terkait dan Susunan Personalia Panitia Penaksir dan

Panitiz Penilai tidak boleh dirsngkap, dan anggota Panitia Penilai, baik jabatan maupun

pangkatnva lebih tingpi dan pada personalia panitia penaksir.

Tugas Panitia Penaksir :

8. meachit kepemilikan banpunsn rumah dan [/ atau tamahnya.

b. meneliti keadaan fisik rumah dan perbaikan yang pernah dilaksanakan.

¢, meneliti Surat [zin Pepghunian (SH*) scrta persvamion pogawai dan seg masa kerja,
pernah’ belum membeil rumah pemerinuak.

d. menaksir harpa rumah dan panti rugi atas tznahnya discsuaikan dengan keadaan pada
spat pensksiran termasuk perbaikan yanp telah dilakukan atas biaya Pemerintah
Provinsi Sumaiera Utara. Apabila ada penambahan dan / atsu perbaikan dilakukan oleh
dan atas beban penghuni tidak diperhitengkan,

¢. hasil penilaian panitia penaksir dinsangkan dalam Berita Acara Hasil Penaksiran.

Tugas Panitia Pendlai :

a. menilai hasil penaksiran panitia penaksir; dan

b. hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Panitia Penilai,

Apabile hasil penaksiran Panitia Peoaksir dan hasil penilsian Panitia Penilaian tidak sama

(tdak sepakat) maka yvang menstapkan’ memutuskan harga taksiran tersebutl adalah

elola,

Pﬂ'%ah persyaratan  administrsi telah terpenuhi, Gubemur menerbitkan  Keputusan

Cabernur tentang Penjualan Rumah Daersh Golongen 111 Keputusan tersebut memuat

3 tegas penjualan rumah beseria tanahnya atau bangunannya saju aigu tanshnya saja.

isetorkan ke kas deetah.
erdasarkan Keputusan Gubernur, bukti pelunasan, pembeli dan mengnjukan permohonan
at alas tanah kepada Badan Pertanahan Nogara Provinsi Sumatera Utara.
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Paragraf 3
Tata Cara Pembayvaran Rumah Daerah Golongan 111

Pasal 177

(1) Pembayaren dilakukan dengan cars mencicil yvang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa
Beli yang ditandatangani Gubernur atze pengelola sebagai Pihak 1 dan pembeli sebagai
Pihak II.

{2} Surat Perjanjian Sewa Beli juga harus memuat sanksi bagi Pihak T jika tidak memenuhi
kewajibannva.

{3} Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/ cicifan vakni |
g pembayaren angswmn periama paling sedikit 5 % (lima persen) dari harga yang

ditetapkan dan harus dibavar penuh saxt perjanjian sewa beli ditanda tangani.
b. pembayaran anpsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama 5 (fima)
tahum,

(43 Seluruh hasil penjualan disetorkan ke kes daerah Pemerintah Provinsi Sumaters Utara.

(5) Tata cara domn format pemindahtanganan mmah dinas Dacrah scbagaimana tercantum
dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahken darl Peraturan
Crubernur i,

Bagian Keenam
Hibah

Paragraf 1
Ketentuan dan Syarat

Pasal 178

(1) Hibah barang daerah dapat dilakokan demgan pertimbangan untuk kepentingan sosial,
keggmmaan, kemanusiaan dan penyvelenggaraan pemerintahan.

{2) Hibah untuk kepentingan sosial. keagamaan, dan kepentingan kemanusiaan, antara lain :
untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan loinnya

(3) Hibah untuk kepentingsn penvelenggarzan pemermtah vaitu hibah antara Pemerintah
Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah,

{4) Hibah kepada badan/ lembaga/ orgamisasi swasta dan / stan kelompok muasyambat /
perorangan  bertujusn  unuk meningkatkan  panisipesi  dalam penyclenggaraan
pembangunan daerah.

{5) Barang daersh vang akan di libatkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikin ©
a. bukan merupakan barang rahasia negara / doersh.

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
e. tidak digunakan lagi dalam ranpgka pelaksanaan  (ugss pokok dan  fungsi
penyelenggaraan pemernintah.

(6) Hibah barang milik daerah berupa tnah dan / atau bangunan yang telah diserahkan kepada
SKI'D oleh Gubermnur ditetapkan dengan Kepotusan Gubesnur szetelah mendapat

persciujuan DPRD, kecuali tansh dan / otan bangunan seb&gm berikut ;
& tangh dan /[ atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan it ruang wilayah etau

s dihapuskan karenz anggaran untuk banpunan pengganti sudah tersedia dalam

| /AHED, vaitu bangunan yang berdiri vang rusak dirobohkan selanjutnya dibangun bam
/ -pada areal tanah yvang sama (rekonstruksi) sesuai alokasi anggaran vang tersedia dalam

UMEn PEgangRaran.

japph dan / atan bangunan diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

. fvinsi Sumatera Utara vang merupakan rumeh nepara kategori golongan I stau
fianph yang merupskan tanah kavling menurul perencanaan awal pengadaannya
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(8)
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d. diperuntukkan untuk kepentingan wmum berupa kepiatan yang menyanghkut
kepentingan bangsa dan negara masyarakat luas banyak/ bersama siay kepentingan
bangunan, antara lain : jalan, waduk., ramah sekit umum pusai kesehatan masyarakat,
pelabuhan, tempat ibadeh, pasar umum, fasilites umum, cagar alam, panti asuban,
pembangkit listrik, dll.

e. dikuasai negara atau lainnya berdasarkan keputussn pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum tetap ateu berdasarkan perundsng-undangan, vang jiks status
kepemilikonnya diperahankan tidak layak dan tidak ekonomis.

Tansh dan / atau bangunan yang dan awal peogadeannya direncanakan untuk dihibahlan,
pelaksanaan hibahnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

Hibah selain tanah dan / atau bangunon yanp telah diserahkan kepala SKPD kepada
Gubemur meialui pengelola yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000.000 - (lima milyar
rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur tanpa melahn persetiujean DPRD-S1,

Hibeh selain tansh dan / atsu bangunan yang dari ewal pengadaannys direncanakan untuk
dihibahkan dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapal persetujuan pengelola.

Paragraf 2
Tata Cara Hibah

Pasal 17%

Pengeloln mengajukan usul hibah atas tanab dan‘atan bangunan kepada Gubermnur disertai
penjelasan alasan hibah serts kelengkapan data,

CGrubernur dapat membentok tim uniuk mentlai dan mengkaiji terhadap rencana pelaksanaan
hibah dengan memperhatikan. kepentingan  sosial, keagomaan, kemsanusiaan dan
penvelenggarann pemerintahan,

Jika Gubernur menyemjui usulan hibah tersebut, maka Gubernur meminia persetujian
DPRD Provinsi Sumatera Utara menpenai hibah tangh dan’ atau bangunan dimaksud
kecuali tanah dan/atan bangunan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 156 avat (2).

Sectelah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Gubernur menerbitkan
Surat Keputusan penghapusan tangh danfatay bangunan yang dituangkan dalom Berita
Acara Hibah

Hibah selain tansh dan/atay bangunan, pengguna’ SKPD mengajukan Kepada Gubernur
mengenal permohonan hibah disertai penjelasan alasan hibah dan kelengkapan datanya.
Gubernur dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaii rencana hibah fersebut.

Setelah mendapat persetujuan Gubermur, pengelols dapal menandatangani Keputusan atas
nama Gubernur selanjuinya pengguna’ kepala SKPID melaksanakan serab terima barang

vang dittangkan dalam suate Berita Acara.

Tata cara dan format hibah atas tamah'bangunan dan selmn wneh dan bangunan
sehagaimana tercamium dalam Lampiran XXVIl yvang merupakan bagian vang tidak
terpisahian dan Peraturan Cubermur 1ni.

Bagian Ketujuh

Fenvertasn Modal Daersh

Paragraf 1
Ketenman dan Svarad

Fasal 189

aaf modal daerah atas tanah dan/atau bangunan dilakuksn dengan ketenfuan syarat
kit -
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(1) Penyertaan modal daerah atns barang milik daersh  dilakukan dafam rangka pendirian,
pengembangan, dan peningkeatan kKinerga BUMD Provinsi Sumatera Utara dan swasta yang
ada di Provinsi Sumatera Utars.

{2) Penyertaan modal dilakukan dengan pertimbangiin vang maksimal dalam rangka oplimalisas
hasil vang dikarspkan,

{(3) Penyertaan modal dilaksanakan terhadap tanah dan/atan hangunan yang telah diserahkan
pengguna’ SKPD kepada Gubernur atau terhadap tanah dan/atau bangunan dan selain tanah
dan / atau hangunan yang sejsk awal sudah dipersiapkan untuk penyvertann modal.

Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah
Atas Tanah dan/ atau Bangunan

Pasal 181

(1) Pengelola mengaiukan usul penyerizan modal atas tanah dan/atay bangunan kepada
Gubemur diseriai penjelasan sertz kelengkapan data,

{2) Gubemur dapat membentuk tim penilai kelayakan usulan tersebut sesuai dengan ketentuan
dan syarat-syaral yang ditetapkan, tugas tim melakukan penelitian dan pengkajian, antara
lain :

a  kemampuan kevangan daerah;

b. melakokan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/miaw bangunan milik/dikuasai
pemerintah dasrah;

c. melakukan kajian terrhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan
dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum;

(3)  Penilaian tanah dan/ atzu bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan Cubernur dan/atau
dapat bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian aset,

(4} Jika Gubemnur menyetujoi usulan tersebut, Gubernur meminta persetujuan DPRD Provinsi
Sumatera Utara mengenai penyertaan modal tanah  dan/atsy bangunar  dimaksud
selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penvertaan Modal
Dasreh disampaikan kepada DPRD.

(3) Setelah Persturan Dgerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan serah terima barang dengan
Berits Acara Serah Terima kepada pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah,

{6) Tata carn dan format penverasn maodal pemeriniah daerah ats lanah dan bangunan
schagaimana lercantum delam Lampiran XXV vang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ind.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Penvertaan Modal Dacrah
Atas Barang Selain Tanah dan/ atau Bangunan

|=t Pasal 182

ngguna SKPD mengajukan wsul penyertaan modal atas barang selain tanah dan/atau
grgunan kepada Gubernur melalui pengelola disertai alasan dan pertimbangan serta

" Es
st P - Henghapan dara;
E-E " gelols melakukan penelitian dan pengkajian dan apabilsa memenuhi persyarasan,
siien Y gelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai hatas
g Prénangannya;
i1 s
am ¥akng S
PV L I . ke
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(3) Jika Gubernur menyetujui, hasil kajian pengelola sclanjutnya pengelola mienyiapkan
rancangan persturan daerah dan disampaikan kepada DPRD:

(4} Setelah Peraruran Dacrah ditetapkan, selanjumya dilakukan sersh terima barang dengan
Herita Acara Serah Terima kepada pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal Daerah.

(3) Tata cars dan format penyvertann modal pemerintah daerah atas barang selain tanah dan
bangunan scbagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX vang meropakan bagian vang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubersur ini.

Pasal 183

Pelaksanaan modal daerah pemindah mnganan yang meliputi penjuatan, tukar menukar, hibah
dan penyertsan modal Pemerintah Provinsi Sumatera [tara atas Tansh dan/stan Bangunan,
Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) han
setelah ditetapkan Keputusan Penghapusan.

BAB XITI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 154

(1) Pengguna / Kuisa Pengguna melakukan pembinaan dengan memberikan pedoman,
bimbingan, pelatiban dan supervisi untuk menjamin tertih administrasi dan kelancaran
penvelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

{2} Pengguna / Kusea Pengpuna melakuksn pengamansm, penpawasan dan pengendalian
barang mulik daevah yang berada dalam pengnasaannya untuk dapat dipergunakan dalam

rangkn tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemenntahan,

Pasal 185

{1} Pengelola berwenang untuk melakukan pemantavan dan investigasi atas pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai kelentuan
vang herlaku,

{2} Tindak lanjut sebagaimans dimsksud pada avat (1), pengelola dapat meminty sparat
pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksansan penggenaan, pemanfeaton,
dan pemindahtanganan barang milik deerah .

{31 Masil andit sehagaimana dimaksud peda ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk
ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BABR XIV
PEMBIAYAAN

7e. .+ IOOQOIN Pasal 186
” !L"“ Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolasn barang milik daerah, dialokasikan
- wm‘l.m' ! J__ vang dibebankan pads Anggaran Pendapatan dan Belanfa Dacrah yang antata lain
i e ipergunakan untuk:
Hmﬁm . penvediaan blankosbuky inventaris;
i b tenda kodefikasikepemilikan:
" papest . pemeliharaan;
g Foim BT
T
it 1!
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o, penerapan  aplikasi Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) dengan
komputerisasi,

d  tunjangan/insentif penyimpan dan pengumnis barang,

e. insentif bapi pejabat! pegawai vang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah
yvang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah

Pembiayaan uniuk keperluan pengelolaan barang dserah agar direncanakan dan dizjukan
setiap tahun melalui APBD sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

BAR XV
TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Ketentian dan Syarat

Fasal 187

Setiap kerugian daergh akibat kelalaian. penvalahgunsan'pelanesaran hubum  atas
pengelolaan barans melik daerah  diselesmikan melalul wnistan ganti rugi sesuai derpan
peraturan perundang-undangan.

Setiap pihak vang mengakibatkan kerugign daersh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenakan sanks: sdministratif danfatau sankst mdana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

Pasal 188

Tuntutan ganti mgi barang dikenakon terhadap Pegawal Negen Sipil, Pegawai Perusahan
Daevah dan Pegawal Daerah yang melakukan perbuatan melanggar hukum ataw perbuatan
melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewaiiban sebagaimana mestinva sesuai
dergan fungsi atau status  jabatannya, schingga karena  perbuatannva  tersebut
mengakibatkan kerugian bagi daerah,

Pelabcsanaun Tuntutan Gantt Rugr dapat diinpau dari berbagan sepi:

p. Ditnjau dan pelaku vaim

1. Bendahara yang meliputi antara lain  tidak melakukan pencatatan dan penyetoran
atag penerimaan uang tidak membuat periangpung jawaban kevangan/pengurisan
barang, kecurian, perampokan, korupsi dan/atau kolusi, tidak melakukan tugas
yang menjadi tangegung jawasbnva,

Z, Pegawai Negen bukan Bendabera yang meliputi antara  lainc  korups,
penyelewsngan, pengeelapan,  penyalahgunaan wewenang dan  Jabatan,
merusak/menghilanpkan  barang  inventaris, menaikkan  Tharga, merubah
kuahtas/mutu.

3. Dilakukan Pihak Ketiga meliputi perbuatan antara lain  tidak  menepat
janji‘kontrak, penipuan, penggelapan dan perbuatan lain yang secara langsung etau
tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.

b. Dhtinjau dari segi penyebab kerugian dserih, berupa:
1. Perbuatan manusia karena sengaja, lalai, salah, alpa, dan mungkin di luar

kemampuan pelaiu,

. Kejadian alam karena sifat barang (membusuk, mencair, susul, dan seterusnya atau
karemt bencans alam.

¢, Pringan dari aspek hukum yaio kemungkinan masih dapat dilakukan penuntutan atau

- gidak.

H

-
-
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Pasal 189

Tuntutan gatiti rugl barang tidsk dapat dilskokan atas dasar sanghaan atan dugaan, akan
tetapr harus didasarkan pada kenyataan vang sepenarnya dan dalam pelaksanasanya tidak
preile menungen Keputisan Pengadilan Neweri

Bagian Kedua
Majeliz Pertimbangan Tuntutan Gantl Rugi

Pasal 194

Dalam melaksanakan Tuntutzn Gami Rugi, Gubernur  dibante oleh Mpjelis Perfimbanpan
TGR.

Majelis Pertimbangan TOR ditetapkan oleh Guberpur dengan kzangeotaan tordiv: dar

&  Sekretaris Daerah Provinsi (pengelola) selaku Ketua merangkap anggota;

b [nspektoral Provinsi/ peagawas fungsional selakn Wakil Ketus T (Satu) merangkap
anggata;

¢ Asisten Administrasi Umum dan Aset. (Asisten Sekdaprova vang membidangi) selaku
Wakil Ketua 1 (Dua) merangkap angguota;

d  Kepalz Biro Keuangan selaku Sekretaris:

¢ Kepala Biro Perlengkapan selaku anggota;

F kepala Bire Hukum selaku anzeoia,

£. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota.

Tugas Majelis Pestimbangan TGR sdalah sehaosi herfkut:

a mengumpulken, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus TGR vang
direrima,

b, memproses dan melsksanakan penyelesaian TGR;

¢ memberikan saran/pertimbangan TGR kepads Gubernur  atas setiap kasus yang
metvanghut TUR sesuai dengan ketenluan dan taia car yang berlaku;

d. mempersiapkan lsporan Gubernur  mengenai perkembangan penyelessian kasus
kerugian dacrah secama penodik kepada Menten Dalam Negeri ca. Direkiur Jenderal
Bina Admimstrasi Kevangan Daerah

Sekretariat Majelis Pestimbangan Tuniutan Ganti Rug berada pada Biro Keusnaas

Setdaprovsu unit vang membidangi bidang keuangan, sedangkan penetapan/penunjukan
Majeils Pertimbangan serte Tara kerjanyz ditetapkan dengan Sumst Keputusan Gubernur.

Pazal 191

~Apedeta Maelis Pertimbangan TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan

sumpphjan di hadapan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan tals cars yang berlaku.
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Bagian Ketiga
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 192

Penyelesaian Tuntutan Gemnti Rugi Barang dapat dilaksanakan :
a.  Upaya Damai;
b.  Tuntutan Ganti Rugr Biasa;
¢.  Pencatatan.
Bagian Keempat
Tatn Cara Upaya Damai

FPasal 193

(1} Penggantian atas semua kerugian vang diderita oleh dacrab sedapat mungkin diusahaksn
dengan jalan‘upava damai.

{2} Penvelessian upaya damal dilaksanakan oleh pegawai/ahli waris baik sekaligus (funai) atau
ANgSUTan.

{3} Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapst melakukan angsuran selambat-
lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandolanganinys Surat Keicrangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTIM) dan larus disertal jaminan barssg vang bernilat cubu,

(4) Penyelesaian dengan cara angsuran dimeksud, apabila melalui  pemotongan
gaii/penghasilan dan hares dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang, Surat
Kuasa Pemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual,

(53) Pelaksanasn upava damai difaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

(6} Apabila pegawa tidak dapat melsksanskan angsuran dalam jangka wakiu vang telah
ditetapkan dalem Surst Keterangan Tanggung JTewab Muotlak (SKTIM) sebagaimana
dimzksud angka 2) maka barang jaminan pembayarin angsuran dapat dijual sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

{7} Apabils terdopat kekurangan dari hesil penjualan barang dimaksed pads apgks 6O,
kekurangan tetap menjadi kewajiben pegawal yang bersangkutan, dan apabila terdapat
kelebihan dari penjualan barang tersebut skan dikembalikan kepada pegawai vang
bersangkutan,

(8] Keputusan TGR {eksekusi) pelaksanaannya dileksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Ragian Kelima
Tuntutan antl Rugi Biasa

Pusal 194

Pelaksansan TOR akibat perbustan mclanggar hukum stan melalaikan kewajiban  yang
dipermasalabkan kepadanya dan‘atau tidak menjalankon kewajiban sebagaimana mestinya baik
langsung ataw tidak langsung diserehkan penyelesaiannva melalui Tim Majelis Pertimbuangan
TGR.

Pasal 195

{1} Apabila ussha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai tidak
berhasil maka Majelis TGR mengumpulkan bahan-bahan bukti, mengadakan penelition
dan menentukan berapa besar Keruglan yang sebepamya didenta oleh daerah.

Se—feridasarkan hesil penelitian tersebut, Majelis TOR menyampaikan leporan kepada
-Hﬁ- aur dan Gubernur mengeluarkan surat pemberitabuan tertulis kepada pihak yang
sl it dengan menyebutkan:

% | jumlah kerugian yang diderita olch dacrah yang harus diganti;
x | sebab-sebab dan alasan penuniutan dilakukan;
_c. | tenggang waktu 14 hari yang diberikan unluk mengajukan keberatan/ pembelaan diri
terhitung dar tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh  pegawai  yang
bersangkutan.




(3)

(4)

(1}

(2]

3}
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Cara menetaplkan bobot kesalahan,

Dalam menetapkan bobot kesalahan terbadap masing-masing pegawal/pejabat vang dalam
pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan fanggung jawab renteng dan
ditetapkan  sesuzi dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawab, urutan inisiatif
kelalaian'kesalahan dan hasil yang dinikmatinva.

Setiap Tuntuten Ganti Rugi wajib dilaporkan kepads Aparat Pengawasan / Fungsional
Provinsi Sumatera [tara.

Bagian Ketujuh
Penggantian Kerugian Dengan Bentuk Barang dan/atan Uang

Pasal 197

Penggantian kerugian dengan beniuk barang schagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat
(13} dilakukan khusups terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 {empat)
dan rod 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara | sampai dengan 3 tahum,
Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakuken terhadap barang tidak bergerak
atau yang berperak selain yang tersebat pada ayat (1) dengan cara tunai atan angsuran
selama 2 (dua) tahun.

Fenpuantian dalam bentuk sang difetapkan berdasarkan harga standar sebagaimana yang
ditctopkan dalam Pedoman Nilai Jual Kenderaan Bermotor untuk menghitung dasar
pengrunaan pajak kenderaan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
pada saat kejadian

Pasal 198

Tumtutan panti rugi barang Kadaluwarsa jika telah lewat 5 (lima) tahun sctelah akhir tahun
anggaran dimana kerugian deerah i diketahui atau jika telah lewat 8 (delapan) tabun seiclah
akhir tahun anpggaran dimana perbuatan melanggar hukum atau kelalaian vang menyebabkan
kerugian daerah itu dilakukan dan tidak mengurangi tanggung jawab pegawai'pihak yang
meérugikan dacrah atas tuntutan berdasarkan Hukum Perdata,

i

(2}

Bagian Kedelapan
Pencatatan

Pasal 199
Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli wans atan melarikan dir tidak diketahui
alamatnya. dalam pencatatan wajib dikenakan TGR dengan Keputusan Gubernur tentang
Peacatatan TOR setelah mendapat pertimbangan Majelis TGR.
Bagi pegawai vang melarikan diri, TGR tetzp dilekukan kepada ahli warisnya, dengan
memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbustan yang menyebabkan
kerugian daerah tersebul.
Dengan  diterbitkannya Surat Kepulusan Pencatatan, kasus tersebut dikebsarkan dar
administrasi pembukian,
Pencatatan tersebot dapat ditagih kembali apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Ragian Kesembilan

Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi

Fasul 200
pihak yang dibebani TGR temyats tidak mampu membayar ganti rugi maka dapat
kan pembebasan TGR dengan Tata Camn schagai berikut ;

vang dibebani TGR memberitahukan secara teriulis kepada Gubernur untuk
hon pembebasan atns kewajiban mengganti kerugian daermh;
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b.  pihak yang dibebani TOR dimaksud adalsh bendahava/pegawai atau ahli waris/keluarga
terdekat/pengampu yang  berdasarken  Keputusan  Gubemnur  diwajibkan  mengganti
kerugian Daeral;

€. Majelis Pertimbangan TGR melakukan penelitian dan pertimbangan;

d,  Gubernur melalui Maebs Pertimbangan TGR sesual penelitian temyata vang
bersangkutan memang tdak mampu, Gubernur dengan Surat Keputusan  dapat
menghentikan / penghapusan TGR baik schagian atau seluruhnya:

Pazal 201
Penghapusan TGR dapat ditagih kembali apabila bendshars’ pegawai/shli waris bersangkutan
terbukti mampu.
Bagian Kesepuluh
Pemberkentisn Sementara dari Jabatan
Paxal 202

{1} Terjadinya kerugian dacrah dapat diketahui oleh Gubernur melalui faporan, baik vang
merapakan laporan hosil pemeriksaan dan aparat pengawasan maupun laporan Kepala
SKPD yang membawahi pejabat/pegawai, penyvimpan dan/stss pengurus barang yang
bersangkutan.

{2}  Dalam hal Gubemur telah menerima [sporan tentang kekurangankerugian daersh  dari
pada pejabat/pegawai, maka Gubernur dapal melskekan tindakan sementara berupa
membebaskan pegawai vang bersangkinan dari jebatannya, setelah terlebih dashulu kepada
vang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dird,

{3} Jika pejabat’pegawai, penyvimpan danfatau pengurus baranpg tidak ditahan oleh vang
berwajih karena melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajiban sehinggs merugikan
daerah, maka yvang bersengkutan dapat diberhentikan sementarn oleh Cubernur  atsu
pejabat vang berwenang.

{4} Setelab ada keputusan Penpadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, meka
pemberhentian sementara harus dicabut.

{5) Dalam hal puiusan Pengadilan Negen menyatakan yang bersangkuaian bersalah dan
dijatuhkan hukuman kurungan, Gubernur memberhentikan pejabaot/pegawai, penyimpan
dan/atau pengurus barmmg tersebut.

Bagian Kesebelas
TGR metalai Badan Peradilan

Pasal 203

(1)  Kergian daersh yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemeriniah Provinsi Sumatera Utara
dapat diserahkan penyelesaiannve melalul Badan Peradilan denpgan mengajukan gugnian

perdata,
(2) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan schagaimana dimaksud pada ayat
L1} _pazal ini diserahkan kembali kepada Pemerimzh Provinsi Sumatera Utara dan

A Biclcsaiannya dilakukan dengan cara penghentian/penghapusan.
qrputisan Pengadilan uniuk menghukum atsu membebaskan bersangkotan dart tindak
fing, tidak menggugurkan hak daergh untuk mengadakan TGE.
kasus kerugion Deerah penyelesaiannys diserahkan melalui Pengadilan, pengelola
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BAB XWVI1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 204

Diengan berhl_kun}'{l Peraturan Cubernur ini, peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang
daerah scpanjang tidak berlentangan dengan Pernturan Gubernur ini dinyatakan tetap berdaku,

Pasal 205

Peraturun Gubermur ind mulai berlakn pada wanggal divndangkan

Agar sefigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannye dalam Berits Daerah Provinsi Sumaters tara

Drundangkan di Medan
pada tangpal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, |-

s ey Vo i
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DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN HARANG UNIT (RKBL)
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Lampwanl 2

PETUNIUK PENGISIAN
DAFTAR RENCANA KERBUTUHAN BARANG UNIT {RKBLU)
R. APBD PROVSU TAHUN ANGGARANM ...........

Formulir Dafiar Rencang Ecbutuhan Barang Unit (RKBLY) dibuat olech SKPD.

Formulic terscbaet disi / dibuat oleh masing-masing SKPD, yang meliputi data sccara
keseluruhan atas rencana kebutuhan barang inventaris dan barang pakai habis selama satu
tabun angearan yvang dibutuhkan masing-masing SKPD.

Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) disampaikan kepada pengelola melalu
pembantu pengelola

Cara penmgisian

i swdd ket stas

a) Nama SKPD yang hersangkutan
b} WNama Daerah
¢) Nama Provinsi.

Kolom 1 dits onsOr urut pencataian

Kolom 2 ditsi menuret macam jenis barang.
{A barang inventaris; B. barang pakai habis)

Rolom 3&4 - ditsi merkd type, ukuran dan jumlah barang.

Kolom 54& 6 . diisi harga satuan barang dan jumlah biaya
{jumiah barang x hargs safuan barang)

Kolom 7 - diisi kode relcening pada APBD, baik belanja langsung maupun belznia
tidak langsung,

Kolom 8 diizi keterangan vang dianggap perlu

Pada kanan bawah setelah Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dibuat, dibubuhi
tanigal, bulan, tahun kemudian ditanta tangani kepalz SKFD

PARAF KGRI
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DAFTAR RENCANA KERUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG UNIT (RKPBU)

PARRF HODADENA
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Y == i Uraian £ . K.ade Jumlah Harya Jumiah Kode | .. |
NfL b Eﬂjf'm" | Pemeliharaan | _L'Dkﬂbl Barang | Barang Satuan Biaya (Rp) | Rekening i
L] 2 ] 3 4 3 b 7 g 3 [ e
| | |
| |
IR i s vsviisansta i
Kepala SKPD
{ )
7

i



Lampiran - T 4

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG UNIT (RKPEL!)
AFPBD PROVSU TAHUN ANGGARAN ...........

a Formaulir Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit {REPBL) dibuat oleh SKPD
Formuliv tersebul disi / dibueat oleh masmg-masing SKPD. vang meliputi daia secara
keseluruhan ates rencana pemebharaan barang umt selama satu tabun aaggaran yang
dibutubkan masig-masing SKPD

b Dafitar Réncana Kebutshan Pemelibaraan Barang Unit (REPBU) disampaikan kepada
pengelala melahn pembanto pengelola

e Cara pengisian,

D sudut kin atas
d) Mama SKPD yang bersangkutan

¢) Nama Daerah,
f) MNama Provios

Kaolom ] diist noOmMOor Ural pencataan,

Eolom 2 &3 | diisi nama dan jenis barang serta uralan pemeliharaan yang akan dilakukan

Kolom 4& 5 | diisi letak lokeasi bamans vang skan dilakukan pemeliharaan serta
dicantumkan kode barang.

Koloon 6 & 7 - diizi jumlah barang dan harga setuan barang.

Kolom 8 diisi jumbah bizya, yang merupakan hasil perkalian jumlah barang dengan
harga satuan barne.

Kolom 2 + diisi kode rekening, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung,

Eolom 10 + diisi keterangan yang dianguap perlu,

Pada kanan bawah setelah Daftar Rencana Kebutuhan Pemelikaraan Barang Unit (RKPBL)
dibust, dibubuhi tangeal, bulan, tahun kemudian ditanta tangani kepala SKPD.
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SESUAI DANA APBD /P. APBD PROVINSE SUMATERA UTARA TAHUN

Lampiran - |5

PEMERINTAH  ©  SESUAI DANA APBD /P, APBD PROVINSE SUMATERA UTARA TAHUN ...
UNIT ORGANISASI DITETAPKAN DENGAN PERDA NO.... . ... TGL. .. 0.,
SATUJAN KERJA / KANTOR KEPUTUSAN GUBERNUR NO:.... i e ks
DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (DKPEMD)
BELAMNIA LANGSUNG
GOLONGAN PEMELIHARAAN / PERAWATAN DAN PERBAIKAN BARANG
.| URAIAN | NAMA/IENIS —- SPESIFIKASI JUMLAK | oJ1ARGA. | JUMLAH
M |t . BOUE ARG e | | ammi | i | SAPAR | TSR sﬁﬁﬁn RETERANGAN
' 77| REKENING | PEMELIHARAAN | ©70 ‘ O BARANG | ninoa
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Kepala SKPD
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PETUNIUK PENGISIAN
DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (DKPEBMD)
BELANJA LANGSUNG GOLONGAN PEMELTHARAAN / PERAWATAN DAN
PERBAIKAN BARANG FPROVSU TAHUN ANGGARAN ......cocie

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milk Daerah terdivi darn 12 kolom yang cara
pengisiannya adalah sebagai berikut

Kolom 1 + Diisi Nomor Urut

Kolom 2 Dhist Noemetr Kode Rekening
Bolom 3  Diist Uraian Kode Rekening
Kolom 4 Mama / Jenis Barang Pemeliharaan
Kaolom 3§ > Ulwran

Kolom ] Tvpe

Kolom 7 o Merek

Kolom & - Bahan

kolom 9 Jumlah Satuan Bamang

Kolom 10 ' Harga Standard Satuwin Barang
Kolom 11 © Jumlah Harga Standard

Kolom 12 K.eterangan

* Tuliskan keterangan yarg dianggap perfu yang sda hubungannya
dengan Barang dimaksud, setelah selosai diisi sehmulinya maka pada
sebelah kanan bawah dibubuhkan tangal pencatatan dan ditands
{angani Pengures Barang dan disebelah kin bawah diketahui oleh
Eepela SKPD™
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Lampiran— 1 7

SESUAL DANA APBD /P APRD PROVINS] SUMATERA UTARA TAHUN . o ST
DITETAPEAN DENGANPERDA NO. ... 75 SR I R et A
KEPUTUSAN GUBERNIIR N s TGL,

DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DEEMD)
BELANIA LANGSUNG
GOLONGAN BARANG INVENTARIS

— - =

) LRALAN NAMA / JENIS SPESIFTE AST - JUMLAH HARGA IIMLAH
NO KODE KODE BARANG SATUAN | STANDARD | HARGA KET
] AR RT ¥ :
LIRUIT REKEMNI™NG REKENING INVENTARIS LELURAM TY PEE MEERE BaHAN BARANG E.’\.TUAN STANDARD
B o R - Jo b ARANG (Rp.)
1 2 3 [ E o 71 B 9 0 T iz |
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Kepala SKPD
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Lampiran -1 B

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (DKEM D)
BELANJA LANGSIUNG
GOLONGAN BARANG INVENTARIS PROVSU TAHUN ANGGARAN ...

Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah terdiri deri 12 kolom vang cars pengisiannya adalah

sebaga berikous

kolom 1 - Diisi Nomor Urut

Kolom 2 Dhisi Momor Kode Rekening
Kolom 3 Diisi Uradan Kode Rekening
Kolom 4 Mama ¢ Jenis Barang Inventaris
Kolom 3 Likuran

Kolom & Type

Kofom 7 ¢ Merek

Kolom B Bahan

Kolom @ - Jumlah Satuan Barang

Kolom [0 Harga Standard Sarvan Barang
Kolom 11 - Jumlah Harga Standard

Kolom 12 Keterangan

“ Tuliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada hubungannya
dengan Rarang dimaksud. setelah selesai diist selurubnya maka pada
gebelih kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatstan dan ditanda
tangani Pengurus Barang dan disehelah kir bawah diketahui oleh

Kepala SKPD”™
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SKPD
PROVINST | SUMATERA UTARA DAFTAR : PENGADAAN BARANG BELANJA LANGSUNG TANAH
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KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

DI LINGKUNGAN SKPD..........
TAHUN ANGGARAN .......

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 2009 tentany
Pengelolaan Barang Milik Provinsi Sumarera ara;

., dalam rangka tertih administras pelaksanaan pengadaan barangfasa di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahon Angsaran .,
Sesual demugan peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk
Pamitia Pengadaan Barang/Jaza di hngkungan SKPD. .

bahwsa berdasarkan perimbangan sebagmimana dimaksud pada hurut a
dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang
Pembentukan Panitiz  Pengadaan Barang [ Jasa di  Linglonean
1 R o b N Tahun Anggaran. ... ........

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinst Aech dan Perubshan Peraturan Pembeniukan Provinst
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
MNomaor ¢4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 11037,

. Undang-Undang Nomot 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agprana

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Fambahdn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013 ),

Undeng-Undang Nomor % Taun 1974  tentang  Pokok-Pokok
Kepepgawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Talum 1974 Nomor
38, Tambaban Lembaran Negara Momor 3041) sebagaimana telah dsbah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Bepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indomesia Nomor 3850},

Undang-Undang Nomor 28 Talun 1990 teptang Penyeleaggaraan
Megara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 NMomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iadonesia Nomos 3851 )

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47,
Tambshan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4286,
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
i3aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tabun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomaor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharzan
Negara (Lembaran MWegara RI Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Nepara RI Nomor 4385);

Petaturan Pemernintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dagrah Proping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19350
MNomor 59,

Peraturan Pemerintah Momor 58 Tabun 2005 tentang Pengelolaan
Keugangan Daerah (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia
Nomor 45378),

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 {epiang Pengelolaan
Barang Milik Megara’'Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Momor 20, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
temtang Perubahan atas Persturan Pemerintah Nomor 6 Talun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Keputusan  Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tabun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadasn Barang/asa Pemerinigh
(Lembaran Negara Republik Indonezia Tabun 2003 Nomor 120,
Tambahas Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor 4330}
sebagarmana telah diubah, terakhir dengan Persturan Presiden Nomor
95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujueh atas Keputusan Presiden
Nomor B0 Tahun 2003 entang Pedoman Pelaksansan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah);

Peraturan Daerah Nemor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tala
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daeral  Frovinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Urara Tahun 2008 Nomor 7)

Peraturan Dasrah Nomor § Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sematera Utarn (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Ltar Tabun 2008 Nomor B,

Peraturan Daerah Nomor @ Tahun 2008 tentang Orgamsasi dan Tata
Kerja Lembaga Tekms Dacrab Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Tahua 2008 Nomor 93,

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah Pemermtah Provinst Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 2},

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jase di Lingkungan SKPD .
Tahun Anggaran ... déngan susupan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam lampitan yang merupakan bagian yang tidak terpisablan datam
keputusan ini,
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. Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu

Gubernur dalam hal Pengadaan dan Pelelangan Barang Tass;

Tegas, wewenang dan tanggung jewab Panitia Pengadean Berang/lasa
adalah sebagai berikat
Menyusun/mempersiapkan TOR dan RES,

b, Menyusun dan menviapkan Harga Perkiraan Sendin (HPS),

¢. Menvusun jadwal dan menetaphan cars pelaksanaan pengadaan;

d. Menandatangani fakta inegntas sebejum pelaksanasn pengadaan
barang/jasa,

€. Mengumumian pengadasn barang/iass melalui medis cetak dan papen
pengumuman resnl untuk peserangan umum dan jika memungkinkan
melalui media efektronik:

f. Monilai  kualifikesi  penyedia melalui  pascakualifikasi  ataw
prakualifikasi;

g Melakokan evaluasi ilerhadap penawamn vang masuk baik teknis
man hargs,

fr. Menyiapkan Berita Acara Negoisas:;

. Mengusulkan calon pemenang,

j.  Dalam pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa, Panitia bertangguang
jewsb kepada pejabat pembuat komitmen/ Kepala SKPD selaku
pengguns barangiasa;

i

k. Menyiapkan SPK dan/atsu Surst Perjanjian dengan berpedoman pada
hetentvan peratan perundang-undangan,
S 5

- Jangka waktu tougas Panitia Pengadaan dan Pelelangan Barang/lasa

dilaksanakan selama satu (1) Tshun Anggaran . dan bertanocung jawab
kepada Gubernur melalul Sekretans Daerah selaku Pengelola,

- Guna menumane kelancaran togas Panitia, diberikan honoranum setiap

bulan sebagzai berikut -

i Ketua Rp. ...
b. Sekretans Rp.. .o
co Amgeota B el e i e

. Biaya vang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada

Angeiran Pendapatan den Belanja Daerah Provins: Sumaters Utara Tahun
Anggaran ... ...}

- Keputusar ini mulai berlaky pads tangual ditetapkan dengan kerentuan

apabila terdapat kekelinuan didalamnys akan diperbpnld sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal

GIUBERNUR SUMATERA UTARA,
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR

TANGGAL

SUSUNAN PANTTIA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINST SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN ............

[ | .' | |
1 { i I'
No Natma Kedudukan dalam Panitia | Instansi | Ket
: _ _ = _ |
] 2 3 4 5
R e Ketua/Anggota
¥ | o Sekretans/ Anggota
: LI [P Ve e, ANZEOIE | e .
4. NP Y PR Anggota
¥, ORI A P o) Anggota
|
| - = 1
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
i )
Catatan .
- Keanggotaan Panitia melibatkan unsur teknis terkait dan jumiah anggotanya disesuaikan
dengan kebutuhan.

- Tugas Panitia disesuaikan dengan wijuan/sasaran pengelolaan barang/jasa.
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SKPD
KOTA .
PROVINEL : SUMATERA UTARA
DAFTAR HASIL PENGADAAN BARANG
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Lampiran — 111 2

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR HASIL PENGADAAN BARANG
DARI TANGCGAL I Janusri ...... sid 31 Desember ...

2 Formuiir Daftar Hasil Pengadaan Barang dibuat oleh pengguna
Formmulir tersebut diisi oleh masing-masing SKPD, vang meliputi dats secars keselurubian
atas hasil pengadaan barang inventaris dan barang pakai habis selama satu tabun Anuaran

vang dilakukan masing-masing SKPD

b Pembantu pengelola membuat Rekap Daftar Hasil Pengadaan barang dan seluruh SKPD

¢. Cara pengisian
Di sudut kiri atas
&) Nama SKPD yang bersangkutan
b} Nama Daergh

¢} Nama Provins:.
Kolom i ditsi nomor urut pencatatan
Kolom 2 - ditsi menurut macam jenisfenis barang

(A barang inventasis, B barang pakal habis)

Kolom 3 & 4 ; diisa tenggal dan nomor surat transaksi dan SPE

Kolom 3 & 6 | dnsi tanggal dan nomor surat tanda pembavaran

Kolom 7 : diisi dengan banyaknya barang.

Kolom 8 dhitsi dengan harpa satuan

Kolom 9 - disi dengan jumlah hargs (banvak barang dikali harga satuan)

Keotom 10 . dhist mama SKPT pengguna.

Kaolom 11 - diisi dengan keterangan lain vang ada sangkut pautnya dengan barang-
barang dimaksud

Pada kanan bawsh setelah Daftar Hasil Pengadaan Barang dibuat, dibubuhi tanggal
Pencatatan, kemudian ditandatangani oleh Kepala SKPD

Setelah dafiar ini diterima oleh Pembamu Pengelola maka dikompilasi dan dibuat
ek pitalast unmik lampivan perhitosgandealisass APBD
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Lampiran - V. 1

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTURAN PANTTIA PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG/IASA

Menimbang

Menetapkan

PARAF I'H} L

= L,

DI LINGKUNGAN SKPD..........
T-A-HI.-EH hwﬂ{;‘ﬂ.{‘.ﬁ CEET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i
'

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdssarkan Peraturan Daersh Nomor 2 Tahun 2004 tentang
['Eagn.:!i}laa:r Barang Miltk Provins Sumatera Uliarg,

bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan
pengadaan barangjasa o Lingkungan Pemeriniah Provins Sumaters
Liara Tabun Anggaman ., maks perla dibentiuk Pamtia Pemenksaan
Penpadaan Barang/Jasa di linglungan SKPD. ..,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsimans dimaksud pads burof a
dan b, perlu menctapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang
Pembentukan Panitia Pemenikszan Pengadaan Barang [/ Jasa d
Lingkungan SKPFD Tahun Anggaran

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Cronem Propinsi Aceh dan Perubzhan Peraturan Pembentukan Provinst
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103 )

Undang=lIndang Nomor 5 Tahun 1960 temang Pokok-Pokok Agrara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 2013},

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tohun 1974
Nomer 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
{Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850),

Undang-Undang Nomor 28 Tabhun 1999 tentang Pesyelenggaraan
Negara vanyg Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepatisme
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1992 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ),

Undang-UUndang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara
{Lembaran Negara Republik ¥ndonesis Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 42863,
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Undang-Urndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor
125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
|2 Tahun 2008 (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor
48447

Undang-Undang Nomor 1 Talun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara R Nomor 4355);

Persturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 1950
Momor 59%,

Peratiran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keumangan Dasrah (Lembaran Megara Repubhk Indomesia Tabon
2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peranzran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 temang Pengelofaan
Barang Milik Negara'Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tabun 2006 Nomor 20, Tambzhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609), sebagmimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomaor
38 Tahun 2008 tentang Pembahan atas Peramran Pemenntzh
Momor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Dasrah,

Keputusan Presiden Republik Tndonesia Nomor B0 Talmn 2003
tenfang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang(fasa Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120,
Tembahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4330)
sebagaimana welah diubah, terakhiv dengan Perauran Presiden
Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan
Presiden MNomoi 50 Talwm 2003 tentang Pedoman Pelsksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah),

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisas: dan Tata
Kerja Schretarint Daerah dan Sekvetariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumarers Litara Tabumn 2008 Nomor T},

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Ddnas-Dinas Duerab Provinsi Sumaters: Ttara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor B),

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembags Teknts Daerah Provinst Sumatera Litars (Lembaran
Dacrah Tahun 2008 Noemor 2},

Peraturan Daerah Nomar 2 Tahun 2002 tentang Pengelolian Barang
Milik Daerah Pemerinigh Provinsd Sumatera Utarn (Lembaran
Daerah Proavans: Sumatera Utara Tahun 2008 Nomar 2);

MEMUTUSKAN :

- Membentuk Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jase di Linghungan
SKPD Tahun Angzaran

dengan sisunan  keanggoisan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang meerupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ni;



KEDUA

RETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUIUH

114

Panitia sebagaimana dimaksud pada diknm KESATU Keputssan im
bertugas membanm Gubernur dalam hal pemenksaan Barang Daerah;

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemenksaan Pengadaan
Rarang/Jasa adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penelitian dan‘aten pemeriksagn atss  pelaksanaan
pengadaan barangjasa di Linglungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Lltara, sesuan dengan ketenmian peraturan perundang-undangean,

b. meneliti dokumen kontrak atae Surat Perjanjian Kerja {SPE) dengan
mermbandingkan hasil pelaksanaan pekerfaan;

. meneliti kualitas'spesifikas: teknis dan jumiah barang/jasa;

d. membuat Berite Acara Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan
peneadaan baranpjass;

e dsh.

¢ Jangka waktu tugas Panitia Pemerikszan Pengadaan dan Pelelangan

Barang/Jasa dilaksanskan selama satu (1) Tahus Anggaran .., dan
bertanggung jawab kepads Gubernur melalu) Sekretans Daergh selaku

pengelola;

o Guna menunjang kelancaran wgas Panitia, dibenkan honoranum senap

bulan sehagai berikut

a. Ketua R R,
b, Sekretars 2 | R A
. Anggeota BN s ismn oy

. Biava vang timbul akibat diterapkannya keputusan ini, dibebankan pada

Anggaran Pondepatan dan Belama Decrah Provinsi Sumstern Utara
Tahun Anggaran —

- Keputusan il mula berlaku pade tanggal ditetapkan dengan ketcntusn

apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana
mestinya

Ditetapkan di Medan
pads anggl

GUBERNUR SUMATERA U'TARA,
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Lampiran—V_ 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR ..., R
TANGOAL

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA BARANG / JASA

I
No Mama Kedudukan dalam Panitia Instans: Ket
o ) !
[ 2 3 3 | - 5
| | | |
i - Ketua/Anpoota : :
|
pr Sekretans/ Angaots A R R '
i 3 } .................. AREEOR:. [ e . |
. Anggoia b nrans ayame sy |
- T Anggotalinsur Teknis | ... . .
i : I
GUBERNUR SUMATERA UTARA.
{ J
Catatan -

Susunan keangeotasn Panitiz disesuaikan dengan kebuiuhan.
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Lampiran - V. 3

BERITA ACARA FEMERIKSAAN BARANG 7 JASA
NEIVPOIR £ coivinssiiermseiiusanriosasnimnns

Pada hari imi ... ... Tel ... Bulan ... Tahun , bedtemnpat di ... ...

berdasarkan Keputusan Gubernor Sumatera Utara Nomor ... . Tangeal . Bulan ... Tahun
-y Yang bertandatangan di bawah ini

Mama : PSPPSR . (. .. 1. B Ketua

Nama iR i s e bR R R Anggola

Nama O s R R e P Anggoin

Nama o AnggoLa

Dist.

Masitg-masing karena fabatannya, dengan ini menyarzkan dengan sebenarmva rtelah

miaksanakan pemeriksaan téshadap penyerahan barang/jasa yang dipesan dar -

MWama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Sebacai realisasi SPR/Kontrak No Tgl ... Tahen ..., dengan jumlahfenis barang |

Hasil pemeriksaan dinvatakan @

a. Baik

b, Kurang/idak baik
Yang selanjuinya akan diserahkan oleh penvedia barang/jasa pada penyimpan barang dan/stau
pengurus barang,

Demikian Berita Acara mi dibuat ranglkap . () untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMERIKSA BARANGIJASA

PENYEDIA BARANG/JASA
LR E] 1. Mams Y R A AR R
Tandatangzan Lot s )
cih aa m iiens s S b }
2, Nama U R Pt
Tandatangan 3
3. Mama E R S
Tandakanaan Liisiabin R
4, Nama -SRI RV P i
Tandatangan ( S LRA P s
5. Nama P— S
Tardarangan £ i A

Apabila barang tidsk sesusi spesifikasikualitas yang dipesan‘kurangftidak baik
dinyatakan dalam Berita Acara tidak baik dan diserahkan kembali ke penyedia
Darang,
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Lampiran— V.4

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

NGM{}H el seaaEEnmEN GEASEEmEEEEEEEE

Pada hari ini .......ooo.ooooo. Tl Bulan  Tahun ... kami yang bertandatangan di
bawah ini -
MNama
Jabatan
Berdasarkan Keputusan Gubemur Sumatera Litara Tgl ... Bulan . Tahun ..-.l,lin'l;inﬁll-i;:nﬂx

diserahkan oleh penyedia barang .. . sesual denga _
ﬁﬁkﬁgm;nf:tangﬂ vovier. Bulan ... Tahun.., ., , sebagaimana daftar terlampir,

Daftar barang vang diterima sebagal berikut ;

Wh das Led bF —

dat.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dalam rangkap ... (...} umntuk
dipergunakan sehagaimana mestinya

Medan,
' Yang menerima,
?;eﬁ:ﬁ;}gﬂaﬂfﬁ;ﬂ- Penyimpan Barang
(. TN 2 Bl )

’ =t :
NIP. NI
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BUKU PENERIMAAN BARANG

Lampiran - VIL |

PARAF KOO

Waph
Sakda s

il
T

A
vl

ket Remr Il .

. - 1 N Iln_'n_i._umm Faktur. | Nama N Harga | Jumlah Sl Penu_fimaﬁ'!]_ —']_ e 1)
N6 | Tanggal Diar Sk Banyaknya B A Pencrimenn et
s Barang Satuan | Harga - )
e —can B Nomor | Tangeal e Momor | Tanggal =3
| 2 3 | 4 5 5 7 8 5 | 1 ' R
Medan,
ATASAN LANGSIUNG PENYIMPAN BARANG
- e R iy Lon i i)
MNP NP, :

b



Lampiran - VI[, 2

BUKU PENGELUARAN BARANG

' Nomar . [ Haga | Jumiah _ Fangaal | . |
Mo | Tanggal ™ _.Nama Barang Banyaknya Satuan Haga | Untuk Penyershan EEL
o 2 e i 5 & 7 8 | @ | 10
|

FRAAF HEHF}D :" ' e a

"“""h o Medan,

a:mnl , i ;

.t.«:-;-u_ _____ E, ATASAN LANGHRLNG PENYIMPAN BARANG

dukgis RN '

-uu..-tj

F_.]:___ i {J-l-..wd-l—'l-—-l—uﬁ_u-l—i 'I:r- - Ll \h

e Yol B | WP e MR ek

Kabg B0 Ja

s W0 | oo '?‘

il



Lampiran - V11 3

KOTA
EREVINED SUMATERA UTARA
UKL BARANG [NVENTARLS
[ 1 h PENE RIMAAN T " 0 - PENGELL ARAN
[y r—— Tbasen Talta oaigekisinls Tanggal | [Sscrabhan Tumlaks 1 gt o Sera
fén dkcrime P Merl 1 kuniy i Trmlal Saliian R e - Fﬂlllmkmn.l S ke ks Rugaida PO TR Aaiivarn Rt
I - i g 3 L B B iis g1 i3 N
PARAF ITDO =
Wagisy
Selmlays Medan, .o
hzisten 7 i ATAS AN L ANGELNG PERYIMPAR THARANG
— il
pizian ATt
. T A, | : R TI P, |
[ F o T HIF.H_H-._HL =
Karp S
e bk Dien
g s
XY
i

izl
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Lampiran— VIl 4

PETUNJUK PENGISIAN BUKU BARANG INVENTARIS

Sermuea barang yang ditérima dan dikeluarkan Penvimpan Barang, wvang meliputi barang
inventans harus dicatat densan tertsh dalam buku barang inventaris,

Pesgisian Buku Barang Inventans sebagai berikut ;

Kaolom 1 : diisi nomor unit pencatatan.

Kolom 2 diisi tangual terima harang

Eolom 3 . diisl nama | jenis barang

Kolom 4 ditsi merk | ukuran { tehun pembuatan barang yang ditericna,
Kaolom 5 diisi jumlah / =atuan barang vang dierima.

Kobom & diisi tanpual dan nomor surat kootrak [ 8PP/ SPK

Kolom 7 ; ditsi tahun pembuatan

Eolom & diisi tangoal Berta Acara Pemeriksaan Barang

Kolom 9 - disi nomor Benta Acara Pemeriksaan.

Eolom 10 : diisi tanggal pengeiuaran barang

Kaolom 11 diisi nama unit yang menerima / memaka: barang tersebut.

Kolom 12 diisi jumlah barang yang dikeluarkan,

Kolom 13 - diisi tanggal dan nomor surat penverahan / bon pengeluaran barang.
Kolom id * difsi keterangen vang diperlukan
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Lampiran - VI §

KOTA
PROVINS) SUMATERA UTARA
BUKU BARANG PAKAI HARIS
e iPEMI:RIMIJE_A_N | E___ = PENGELUARAN |
Jenis? , i Tl efita Acara -
No gfmg‘gni i Merks Tahun ét.;j:u:nf No Konmrak/8p/ [ Pemeniksaun Tanggal | Diserahkan Jumiah | Tgl' No Kt
iterima Baring Ukuran | Pembuatan Barane | P K/Harga Dikelnarkan | Kepada Satuan/ Surat
- - 2] g Tangeal | Nomor Barang | Penyerahan
i 2 S o 7 B | % T ¥ 13 Tia
V 1 ) o - o = S
Medan, ...
PENYIMPAN BARANG
d s snettbreromicoss i AR )

#l
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Lampiran VII &
PETUNJUK PENGISIAN BUKU BARANG PAKAI HABIS
Semus barang yang ditenma dan dikeluarkan Penyimpan Barang, vang meliputi barang Pakai

Habis harus dicatat dengan tertib datam buku barang Pakai Habis

Pengisian Buku Barang Pakai Habis sebagai berikut

Kolom 1t . ditsi pomoT Ui pencatalan,

Kolom 2 - diisi tereeal tenima barang

Kolom 3 - ditsi nama | jenis barang.

Kolom 4 . duist tahun pembuman

kolom 5 . diisi etk / ukuran berane yang diterima

Kolom 6 * diist jumlah / satuan barang vang diterima

Kolom 7 . dus tanggal dan nomor Surat Kontrak / SPP/ SPK, harga satuan
Kolom B ans tanpgal Berita Acars Pemenksaan Barang.

Kalom @ - ditsi nomar Berita Acara Pemeriksaan,

Kolom 10 - diisi tanpgal pengeloaran barang

Kivdom 11 disi mama unit vang menerima’ memakai barang tersebut,
Kolom 12 » diisi jumlgh barang vang dikehearkan,

Kolom 13 driss tanggal din nomeor surat penyerahan/ bon pengeluaran barang

Kolom 14 dusi keterangan yang diperfukan




Lampiran — VII. 7
BARTL PERSEIMAAN BARANG

]

VB3

Eanal NERRL

SKPD
KOTA
PROVINSI t SUMATERA UTARA
Giudang
Namu Barang | oo, edin
SRIME O osdeiesnnn Kartu No ...,
snesfikas
. = Jumlah J-La:ga_ﬁ_::;mg yig |
Tanggal pﬂ;ﬁgfm?;#ﬂ E;?E::an Urajan | Emg-oirng :?rmﬂ Diterima’y sng Dikeluarkan/Sisa Ket.
gl Bt | Masuk | Keluwr Sish ) _ | Berwimbah | Berkurang | Siss | 000 |
- N e ey 8 G 7 A w1
MIBHRIL, st e
E ’ ATASAN LANGSLUNG PENYIMPAN BARANG
e e s ) RS )
n— fl:'
b o
e
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Lampiran — V11, &

FETUNJUK PENGISIAN KARTU PERSEDIAAN BARANG

Jumlih barang yang :ra]ah diteritng dan jumlah barang vaéng telah dikelvparkan untuk tiap jenis
barang, vang meliputi barang hahis pakai maupun harang inventaris, harus dicatat dengan tertib
dalam Kartu Persediaan Barang

Kartu Persediaan Barang tersebut sebagai berikut -

Lajur 1
Lajur 2
Lajur 3
Lajur 4
Lajur 5
Lajur 6
Lagur 7
Lajur 8
Lajur &

Lajur 10

Lajar i1

drist tanggal penerimaan / pengeliasan barang

- ditst nomor dan tanggal surat berdasarkan penerimaan / pengeivaran barang
- diisi asal penerimaan.
- diisi jumibah barang setiap kali masuk | penerimaan.
- dirst jumiah barang setiap kali keluar

 dlitsi jumlah sisa barang yarg ada delsm gudang / persediaan.

chisi harga satuan tiap barang vang diterima / dikeluaikan,

dust jurnlah harga barang yang diterima

- diisi jumlah harge barang vang dikeluarkan

diisi jumlah harga barang vang sisa sebagai persediaan

diisi keterangan yvang diperiukan
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Lampiran - ¥I1. B

SKPD
ROTA .
FROVINS] | SUMATERA UTARA

KARTU BARANG
Mama Baratig i, Spesifikasl @ vnmiiin,
Satuan b b R
[Nao |  Tanggal | Masuk [ Keluar Sisa Keteranzan
1| F R - 3 ! 4 3 6
|
E n i | |
[ [
sy I
o e [T A AL eyt
ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN BARANG
l’ J [ |

v NIP........
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Lampiran — VIL 9

PETUNIUK PENGISIAN KARTU RARANG

Uniuk setap jenis barang harus disediakan Karu Barang vang disimpan oleh petugas Gudang,
Dalam Kartu Barang dicatat seliap jenis barang vang diterima dan jumlab setiap jonis barang
vang dikcluarkan, maupun vang sisa sebagar barang persediman

Pengisian Karw Barang tersebut sebagai berikut ;

Lajur | - diisi nomor unst pencatatan

Lajur 2 - disi tanggal pererimaan barang atau tanggal pengeluaran basang.

Lajur 3 - diisi jumlak barang vang diterima untuk setiap jenis barang,

Lajur 4 . diisi jumiah barang vang keluar untuk setiap jenis barang.

Lajur 5 © dust jurelah siza setiap jenis barang sebagai persediaum.

Lajur & . diisi para petugas gudang untuk setiap kali penerimaan / pengeluaran barang dan
kererangan yang diperlulean
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Lampiran - VIIL 3

SEPE . ....... MO .
BUKTI PENGAMBILAN BARANG DARI GUDANG .............
Tanggal
Harang
[ P Bt U |
:;;E;M Diterima | HEET: di&“ Gatiian fumlah E Barang Jumiah
Kfsrit Dari Bar {angka) Hitruf Harga
v Gudang | ang
|I Permintazgn '
| 1 | 2 ; 4 — % I 7
| 1
| i
|
BRI i, Dhboat di ... ...
Tel.. Bla. . Thn Tpl. . Bln. Thn...
Yang menyerahkan
Yang menerima Penvimpen Basany
Tandatangan ... Tandatangan ..o
Nama Nama
NIP NP
Panglat/(zol Panglat/ (ol
MENGETAHII

ati PENGGLUNAKUASA PENGGUNA
{ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN BARANG)

TANDATANGAN
NAMA

NIP

PANGKAT/GOL
JABATAN

.................
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Lannparan = VIIL 4
SEPE e
PROVINSL - SUMATERA UTARA
BERITA ACARA
SERAR TERIMA CIIDANG

Kanii vang, bertandatangan i hawah m ;
1 Mamu

Faggkat Golongsn : PR R o R

NIF = o P

Sclaka Penvimypent Barang Lamm 0 .

Berdasarkan Feputusan Gubornur Sumatern Utara Mo, Tel .

LT

mErma

PangkatCinlomgn

NIP

Sedukis Pesvimpan Bironyg Lama ¢

Teluh melaksangkan serah terimg seluruh barang ivventaris dn barang pakal habis dalam kescuan baik

sesupt difar o buvwal i,
Tl diseralikare scturmh dokammen barang din sorf ek ko gudang,

M ’ = < 4 Tumiah 3
i Wi Barang Slnan R —re Keterangan
1 ) 3 ] ) &

| i
Wang mencrims ¥ g, et eratikom
Peayimpan Barang Baru Penvimpan Barang Lisins
PP ] [ )
e e MER:
Mengeinlim
an Pongoaens ¢ Kuosa Pesppusia Barang
Al Lo psung Posiviinpan Baramg
MNam e e S PRI L e
Pangicat/Gol

Tabati SRR A




Lampiran - VIl 3
SKPD N N
KOTA

PROVINS] ' SUMATERA UTARA

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERDAPAT SELISIH

Yung bertandatuangan di bawah ini, menyatakan balwa dalam serah terima dari Penyimpan barsag lama,
Mama ... Pangkat/Geol ..., .. NIP.

-setelah melaksanakan pemeriksaan pm:la el wdtgl ..
Terdapar selisih barang/susut yang dapat d:purhamuglmn 11niam1 datiar shb :

| Nama i Sisa menurut o ' Susut |1 Jumiah
! Barang i Pertanggungiawaban it | g Prus&lltaae Jumlah | Lebih | Kurang Relesmgan
N ] T e S 7 8 o 10
Medan ,
Yang menerima Yang menyemhkan
Penyinipan Barang Baru Penvimpan Barang Lama
| R R L e B L S B s
PAGAF WOOR 1 51- MEMNGET AHUI Pemeriksa
an PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG 1. Tandatangan
Mama
MFT' Tandatangan ... NP
HT:;“* ........................ . 2. Tandatangan
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mama
MmN BTy L PamgkatiGol NP
::ﬂ"-‘_-“'-' 3 Tandatangan
:_L ﬂ_i_ Sy
T e
ks ATl [y 4

5t
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Lampiran — VIIL 6

BEELD osamaasia
KOTA
PROVINSI | SUMATERA UTARA

SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN PENYIMPAN BARANG SEMENTARA

Yang bertendatangsn di bawsh ini, Nama ..., Panghat/Gol_.......... Penyimpan barang
mefnyatakan bahwa selama mewakili
Wama ... .. NIP ... .. PangkatGol ... ... selama hari, dan tgl .. Bla

Thn ... Sampai dengan fanggal ..., Bulan ... Thn _.., pertanggungjawaban pengurusan gudang
seluruhnya ada di tangan sava

Selatjutnya sava menyatakan bahwa tindakan dari penvimpan barang menjadi tangaung jawab
saya dan karenanya bertanggung jawab atas kerugian daerah stau kesalahan Tata 1Tsaha vang
mungkin terjadi selama masa perwakilan tersebut.

Medan, A A e
Dengan catatan bahwa perakilan ito PENYIMPAN BARANG SEMENTARA
Disebabkan karena e
R . F s : T |
............................. <3 | U
|
MENGETAHUI

an PENGGIINAKUASA PENGGLUNA
ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN BARANG
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Lampiran — VI 7
SKPD

ROTA
PROVINGT : SUMATERA UTARA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
YANG BERUBAH KEADAAN

Pada hari ini, ... tanggal . Bulan ... Tahun .., kami yang bertandatansan di bawah ini
I MNama
NIP
Panghkat/Gel, S ——
2, Mama P o R A A L ML SANTY a4 B
NIP j
Panpkat/Go!l
3. Mama
NIP
Panglkat'Gol.
Selaku Panitia Pemeriksa atas perintah. . telah mengadakan pemeriksaan pada tempat
penyimpanan barae di guodang yang berubal keadaannya disebabkan ofeh ;
I: Il | Pendapat |
No | Kode Banyak | Harga Sebab | Jumlah Panitia
Llrut Boma Brarimg Barang Rarang Satuan | Kerusakan | Harga | Pemersksa
31 Baran
£ 1 2 3 | 4 5 | f 7 | % !
| | |
:' | | [ |
|
| | | | || |
Panitia berkesimpulan sebagai berikut ... Berita Acara ini kami buat rangkap

urtuk digunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA PEMERTESA

PENYIMPAN BARANG 5
pd
3
s }
NIP. ..
MENGET AHLIT

an PENGGUNA / KUASA PENGGUNA
Atasan Langsung Penyimpan Barang

iy Jin
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Lampiran — VIIL 8

SURAT PERINTAH PENGELUARAN / PENYALURAN BARANG

HD. -I!-I-I‘H!-"I!I- ------ --l|r FBEllllni -------
Dari Pengeuna / Kuasa Pengguna
Kepada Penyimpan Barang

Alamal R N S N B L R P S St LSS 3 Foy LI -L O
Harap dikeluarkan dari gudang dan disalurkan barang tersebut dalam daftar di bawah i untuk

FCrORBIEINN . .. L e e R A R S
|' x
! J:q::r Barvaknya | Mema Barang | Harga Satuan _ Jumlah Ket.
T | i
|
| : |
b

Medan, ,.............

Penggina { Kuasa Pengguns
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Lampiran — VIII. 2

sSKPD
KOTA

PROVINST : SUMATERA UTARA

BERITA ACARA
PEMERIKSA BARANG KARENA BENCANA ALAM. DICURI / KEBAKARAN

Pada bariini ............. Janggal . kami vang bertandatangan di bawah ini
1, MNima N Panglat/Gal ............... WNIP R
2 Nama RSN 1 ¢ i PR | 1 .
3 Nama PO RE RN NIy, .- 1 = T, - ESAOMOR Dty | | | | Sl R Ry,
Selaku Panitia Pemeriksa barang, atse perintzh .. Telah mengadakan pemeriksaan
terhadap barang karena bencana/dicuri/kebakaran dengan rincian sebagai berikut -
f Harga | Jumish | Rusak Rusak |
N ] _ t
! No | Nama Kode Jumiah Satuan | harga | ringan beiat | e
| 1 2 i 4 5 & 7 8
- | |
| |
| |
| L :
Berita Acara ini dibuat rangkap ... Untuk digunakan sebagaimans mestinva
PEMEGANG BARANG PANITIA PEMERIKS A
i b
7 3
{ . i 3,

MEMNGET AHL -
A n. Pemegang Kuasa Barang
Atasan Pemegang Barang
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Lampiran - 1X. ]

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN STATTS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA PADA SKPD .......... ot

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHNHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang | a  bahwa berdesarkan Peraturan Daersh Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Provins: Sumatera Utara:

b bahwa tanah danjatau bangunan dan barang inventaris lainnva milik
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utare yang berada pada SKPD
........... harus digunakan sesual dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

bersanskutan;

¢. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b, perlu menctapkan Keputusan Gubernur Sumatera [lara  tentang
Penetagan Status Pengeunsan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara pada SKPD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tghun 1936 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi
Sumaterz Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 1956 Nomor
o4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2 Undang-Umndane Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agrara
(Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor (04, Tambahan
Lembaran Megars Republik Indonesia Nomor 20133

i. Undang-Lindang NMomor & Tahin 1974 teniang Poxok-Fokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tabun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Momor 169, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonegia
Momor JEDG),

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas darl Korupsi, Kofusi dan Nepotisme (Lembaran
MNegara Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3851,

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negaa
{Lembaran Negara Republik Indopesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236},




10

11

12.

14.

15.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 200% (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nosmos
39, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844);:

Undang-Undang Nomor | Tabun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negnra RI Tahun 2004 Namor 5, Tambahan Lembaran
Megara BRI Momor 4335),

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daeral Propinsi (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Momor 58 Tzhun 20035 temtang Pengelolaan
Keuangan Duersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45378}

Peraturan Pemerintah Momor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik MNegura/Daerah (Lembaran MNegars Republik Indonesia Tahun
2006 Nemor 20, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 4609% sebapaimara teleh diobah werakhir dengan Peraturan
Pemerintah  Repubbk Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 lentang
FPerubahan atas Peraturan Pemenmah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksansan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah  (Lembaran
Negara  Repubbik Indonesia Tahun 2003 MNomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah
diubah, terakhwr dengen Peraturzn Presiden Momor 95 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tenmtang Pedoman Pelaksanzan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah);

Peraturan Deerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kena Sekretanat Dacrah dan Sekretanat Dewan Perwaialan Ralkovat
Daerah Provins: Sumarera Utara (Lembaran Daerab Provanst Sumalera
Utara Tahun 2008 Nomor 7)) ;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tabun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinst Sumatera Litars Tabom 2008 Momor 8,

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Crgamsasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumaterz Utara (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomaor 9);

Peramuran Dacrah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang
Milik Dacrah FPemenmtah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Proving Sumatera Utara Tahun 20098 Nomor Z),

MEMUTLUSKAN :



KEDUA

KETTIGA

KEEMPAT

EELIMA

Tembusan
Eetus DPRED Prowsn
Inspekiur Provinsi Sumaters Ultars;

Yih

| B
2,
3.

Arsip.
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Penggunaan tanah dam/atau bangunan serta barang  inventaris lamnya
sebagmimans dimaksud pada Diktum KESATU harus dipergunakan dalam
rungka menunjang lugas pokok dan fungs 3SKPD

. Apabils 1anah danatau bangunan serta barang inventans lunnya tidak

digunakan sesuai tugas pokok dan fungs SKPD ... wajib diserahkan
kepada Gubernor melatui Pengelola,

' Tanah danfatan bangunan serta barang inventaris lsinnya sebagaimana

dimaksud Dikium KESATU dijadikan lampiran dalam Berita Acara Sernh
Teruma Jabaian dan pejabat yang lama ke pejabat vang baru;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan gkan

diadakan perubahan dan‘atan perbaikan scbagwmana mestinva  apabila
dipandang perlu,

Ditetapkan di Medan
pada tangzal
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

LR L L P R R T R P R R E N T



Lampiran - IX. 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
Nﬂn‘n“ EEERE SR A e inEReE
Llhmr‘l‘ Lt ST EEL SRl

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAN PADA SKFD .........

N ™ N ' I P—
Na ama | Na. Tahun MNo. Jumlah Barang
Lipyy | Barang/Jenis M ME"II Scrll Ukuran | Bahan | Pembuaten/ | Kode | Barang/ Hu:gha .. | Kurang
Barang Pabrik Pembelian | Barang }»Ilngisl:r HERERAY l:;’;{ Baik
v . | I (KB |
R 2 L - 5 Ry ¥ 8 0 10 I ) I S - S
PARAF HOURDMAS
| L, == o= - ...

GUBERMUR SUMATERA UTARA,

"
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Lamipiran - TX. 3

Petunjuk Pengisian Daftar Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
padz masing-masing SKPD

Kolom |
Kolom 2
Folom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom &

Foalom 7

K.olom 8

Kolom 9

Eclpm 10
Kolom 11,12

Kolom 13

- Diisi sesuai dengan Nemor Uniut Pencatatan Barang
- Dhisi dengan jenis, nama barang
: Daast dengan Merk atau Model Barang.

- Dnisi Nomor Seni Pabrik yang biasanya sudah tercantum pada

Barang vang bersangkotan

* Diisi ukuran, yang tentunya berlainan untuk tiap jenis barang yang

Berbeda

- Diisi hahan dan jenis barang vang bersangkutan.

Contoh - Kurs kayu detulis “Kayu™

kursi Besi ditulis "Besi”

Barang-barang tertente vang dipandang tidak perlu disebutkan nama
Bshannya atau munekin sulit menyebutkan babmasva, maka dalam
Kolomnya dapat dikosongkan / distrip (-}

Dhisi taiisn pernbiatan atun tahun pembuatan,

Apabila tidak diketahui tahun pembuatan atau tabun pembeliannya
Dapat diperkirakan

» Diist nomor Kode Berang (Kode Lokas dan Kode Barang).

. Dhisi banyak barang vang mempunyal karakienistk vang sama jenis,

Merk/maodel, ukuran, bahan das tshun pembuatan

» Diisi barga pembelian/perolehan/pengadaan barang

Duisi sesum denpgan keadaan barang pada wakiu pencatatan.

- Daisl keterangan Barang vang duanggap peth,



e ]

LAWFIRAN X 1 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 23 TRr" Sanis
TANGBAL . @ (rprerkar e

BAGAN ALUR PROSEDUR PEMBLKLAN BARANG DAERAH

FRALAN FEMGELMAKLIALA PENGGELELA PEMBANTU PENGELCILA
t Pengauna®uasa Pengguna melakukan = =
pandanamn dan pancataan Bamng DerLe
&k Drrah ks dadam Dafian Banang

Pengguna {DEPYDafiar Barang Kuasa
Pangguna (DEKP}

2 Pencatatan pargouna / kuasa pengouna
Barang mekakukan pendafiaren dan sesum
foams

3 Pengoun@kuasa Pengguna meaporkan
bempntisy pryiesiile

4 Pambandy pengiios melskusn spordings)
chasarm pencatatan dan
pandaftaran basang Mk Dasrah ke
dalaim Dafar Basang Mk Daeran

(DB

N

GLUBERMUR SUMATERA UTARA,

ﬁ'é;lﬁ



KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

Lamperan— X |

PARAF HDOR

Wags .
sty
Akt Prrp
M

hgisten FHTRRIY|
o Hobor
Ky Seffiictl

g ity Fick

Sabag, JE0

A, TANAH
Nﬂ" KﬂDE. mms’:"l-l‘l‘“""‘lI--'"|++'|Il'|'-+i++'|ll--+
Jenis | Nomor | _ Status Tangh | G 1
Barang/ Luas Tabun | Letak/ Sertifikal Asal Harga I
™ . o LI A
" Mama Hﬁﬂde Regster | (m?) | Pengadaan | alamat i Parggu wsul | (dbuan Rp) Kt
Bara rAng | Tanggal | Nomor !
| AIRDE o) . o 4 ik S = .
I 2 3 | 4 | 8 6 7. L & 8 9 T 12 I3 14
Medan,
MENGETAHUI

KEPALA SKFD

PENGLURUS BARANG

¥k
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Peagisian KIB — A (Tanah)

KIB-A (Tanah) terdird dari 14 kolom. Sebelum kolom-kolom tersebut, diisikan dulu pada sudut
kiri atas nomor kode fokass (lihar Tabel Kode Lokasi),

Lihat Kartu Inventans Barang {KTB} A Tanah

Kobom |
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4
Eaolom 3
Kolom 6
Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Ealom 10

Eolom 11

Momor urut pencatatan

Jenis Barang/MNama Baransg
Pada kolom 1 dituliskan dengan jelas jeris 1anah yang merupakan barang
Inventans
Contoh - Tanuh Perkantoran,
- Tenah Perkebunan,
= Tanah Tewalan,
- Tanal Hutan,
- Tanah Taman,
- Dan sebagainya.

. Nomor Kode Barang (lihat lampiren Tabel Kode Barang)
- Newnor Regnster

Lauzs Tanah

- Tehun pengadaan tanah

. Letak/Alamat.

Pada Kolom kelom 7 tuliskan letak alamat lengkap lokas: tanah tersebut,
Contoh - fslan Perintis Kemerdekaan gian nama Kelurahan,
Kecamatan/™Nama Kota dan sehagminya.

: Untuk kolom 8§ Hak Pekai atan Hak Pengelolaan

Yang dimaksud dengan Hak Pakai adalah apabila tanah tersebut digunakan
langsung menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan,

Sedangkan Hak Pengelolaan adslah apabila Tanah tersebut dipergunakan unfuk
mepunijang lweas pokok dan fenesi

. Tangeal Sextifikat.

Pada kolom 9 tuliskan tanewal dikeluarkannys Sertifikar dart tanah tersebut

s Nomor Sentifikat

Pada kolom 10 tubiskan Nomor Sertifikat dart Tanah tersebost

; Penggunaan.

Pada kolom 11 dimliskan dengan jelas peruntukan dari tanah tersebut dalam
kolom 1

Misaloya - Perkampungan
- Taman
- Perkebunan
- Sawih
- than sebagainya
. Asal Usul
Pada kolom 12 tuliskan asal usul perolehan dari barang tersebut
Misalnya .
a. dibeh
b. Hibah

¢. Dan sebagmnys
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Kolom 13 . Harga
Pada kolom 13 dituliskan nilei pembelian dari tanah terscbhat atay

perkmrazn  Nifai tanah ersebur apabila berasai dan sumbanganhibab,
pembukaan hutan dan sebagainya

Kolom 14 : keterangan.
Pada kelom 14 luhskan keterangan vamg dianggsp perfu dan yang
berhubungan dengan tansh tersebut

Penjelasan

& Apabiaada data tanah vang ticak jelas, dapat dissi ke dalam kolom atau lager maka wntuk
tidak menghambat pencatatan (Sensus Barang Daerah), kolom atau lajur tersebut dapat
dikosonghan atau disetrip, kecueli 2 (dua) hal vang tidak boleh dikosonskan dan harus
ditaksw atau diperkirakan, yakni |

a} Tahun Perodehan, karena tahun perolehan termasuk dalam Kode Lokas,
b} Hargza, oleh karena menyatakan'mengeambarkan besarnya aset/kekavaan yang ada
pada SKPD, dan menggambarkan seluruh aset / kelavaan masing-masing daerah,

b, Khusus mengenai haigs yang dig/dicantunbkan Haga Beli/'sesual ketentuan berlaku.

Marmin dalam rangka Sensus Barang Daerah, untuk mendapatkan data’harga yang wajar,
dapal dengan harga pada saal difaksanakan Sensus Bavang Dasrah, saperty

1} Untuk tanah berdasarkan Harga Umum tanah atau NJOP setempat.
2} Untuk bangunan bedasarkan Harga standar dari Dinas PU
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Peagisian KIB-B Mesin dan Peralatan
Pada K1B im terlebih dahulu diusikan nomer kode lokast pada sudut kin atas.
KIB ini dipergunakan intuk mencatat

Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung, Alat-alat Bant, Alat Angkutan Darat Bermotor,
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Angkm Apung Bermotor, Alat Anglut Apune Tak
Bermotor, Alat Angket Bermador U'dara, Alat Bengkel alat perianian, afaf kanior dan romah
tangga, alat studio. alat kedokteran, alat laboratorium, dan lain-lain sejenisnya.

KIB ini terdiri dari 16 holom yvang cara pengisiannys sdalah scbagal berikun

Kolom | Momer Lt
Pada kolom | eliskan Nomor Linit dan setiap jenis barang.

Kolom2 : Momor Kode Barang,
Pada kolom 2 tuliskan Nomor Kode Barang yang bersanghutan

Kolom 3 . Nama Rarang/Tenis Barang.
Pada kolom 3 tuliskan jeniz harang atau nama secara jelns seperti
Kendaraan, Alat Besar, Mesin Tik, Filling Calinel dan sebagmnya

Untuk barang-barang yang mempunyal nomor pabrik, carg pencataiannya
hanis satu persatu.

Jadi satu barfs untuk sats barang saja, sedangkan barsng-barang yang
tidak mempunyal nomor pabrik sepertl | kursi meja dan lsin sebagainya
dapat digabungkan dalam satu baris dengan syaral babwa barang tevsebut
mempunyai  karakteristic vang sama (ukuran, bahan baku, tahun

pembelinn dan sebagainya)

Kolom 4 . Nomor Register,
Pada kolom 4 tuliskan nomor register dari barang vang bersanghkutan
Dalam hal ini KIB dipergunakan untuk mencatat lebih dan spiu harang
yang sejenis, diberl nomor register mulai dari 0001 5/d nomor register
terakhir dani bareng dimaksod.

Kolom 5 Merk/Type
Pada kolom 5 tuliskan merk/type barang vang dimaksud. Apabila tidak
ada tipenya, kolom ini diben fands strip.
Contoh : - Maobil : Merk Tovata Kijang dengan type LGX
- Komputer - merk IBM dengan rype Pentium 4, dan sebagaimya

Kolom 6 Ukuran/CC
Padz Yolom © tuliskan ukuran staw cc dasi bamang yang bersangkutan,
kalzu ©idak ada ukurannya diber tanda strip (=)
Contoh : - Mobil : 2000 cc
- Komputer : dengan spéc bessran layar, kapasias dsbiya

Bahan

Pada kolom 7 tuliskan dari bahan apa barang yang bersangkutan dibiat.
Apabila bahan yang digunakan lebih dari 1 (zotu) macam, maka tuliskan
bahan  ataun bahan vang paling banyak digunakan

L

:;llﬁjuuﬁ Conoh © Besi (untuk filling cabinet).
,;;;}-:-;'.L;:r: i Besi, Plasik (untuk kurst),
i’ ma"f“'.,. S
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Kolom 8 : Tahun Pembelian.
Pada kolom B tulisan tahun pembelian dart barang vang bersanghutan,
Apabils tilak dikesalud 1ahun pembeliannya supaya tulisankan tabun
penerimaan/unit pemakaiannya.

Rolom @ Momaor Pabrik
Pada kolom 9 fuliskan nomor pabrik barang vang bersangkutan Apabila
bidak diketabur nomor pabnk maeka kolom ini deben tanda strip (- ).

Kolom 10 Momor Rangka.
Pada kolom 10 mutisan Momor Rangka/Chasis dari slal angkutan vang
versangkutzn kaku tdak ada somor chasis berikan tanda sirip (-),

Contoh - K 357608 dan sebagainya.

Kaolom 11 . Nomaor Mesin,
Pada kolom 11 mliskan npomor mesin dari Alat Anghkutan  yang
bersangkaran, nomor ini dapai dilihat pada Alst Angkutan  vang
bersangkutan pada faktur/lkwiansi pembelianova, kalau tidak ada nomor
mesin berikan tanda strip (-).

Kolom 12 Momor Polisy
Pada kolom 12 tuliskan nomor polisi Alat Anghutan yane bersangkutan.
Conitob : B 8165 L.E dan seierusnya.

Untuk Alst Angkutan terteniu vang tdak mempunvat Nomor Polisi,
maka kelom ind diberi tands strip (<)

Kolom 13 - BPKB
Pada kolom 13 tuliskan BPKEB.
Kolom 14 . Asal-usul

Pada kolom 14 tuliskan asal usuf dan barang vang bersanghutan,
Comioh : Pembelian, hadiah dan sebagainya

Kolom 13 Harga,
Pada kolom 15 tuliskan harga barang yang bersangkitan berdasarkan
fakrar/lowitanst pembelian apabila barang vang bersangkutan berasal dan
pembelian
Apabila barang yang bersanghutan berasal dan sumbangan‘hadiah
supaya diperkirakan dengan hargs vang wajar.
Pencatatannya dalam rbuan replah.
Contoh | Suaiu barang harganva

e Rp 253.200.- maka pada kolom ini ditufiskan 233,
= Rp 253750 - maka pada kolom ini dituliskan 254

ot 16 Keterangan.

Pada kolom |6 tuliskan keterangan vang dianggap perlu yang ada
hubungannya dengan barang yang bersangkutan

Contoh | Dipinjamkan dan sebagainya

' Jiisi seluruhnva maka pada sebelab kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan
dpigimani olch Pengurus Barang (penyesuaian) dan dikemahul (kiri bewsh) oleh Kepala
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Pengisian KIB-C {Gedung dan Bangunan)

Pada KIB-C Gedung dan Bangunan, terlebih dulu diisikan Nomor Kode Lokasi pada sudut ki
Hias

KIB ini digunakan juga untuk mencatat setiap bangunan gedungs dan bangunan monsimen.

KIB Gedung dan Bangunan ini terdiri dan 17 kolom yang ¢ara pengisiannya adalah sebagai
berkut

Kolam | ¢ Dhisl somor wrut

F.olam 2 . denis Barang / MNama Barang
Pada kolom 2 tuliskan jems gedung / monumen

Pengisian tentang pedung dianikan sebagal bangunan vang berdin sendiri
atau dapat pula merupakan sustu kesatpan bangonan vang tidak dapat
dipisahkan

Misalnya .

Gedung Kamtor Gubernur, Momimen dan sebagainya.
Kolom 3 ist Nomor Kode Barang.
Kolom 4 Dhisi Momor Register,
Kolom 5 Kondizi Rangunan

Pada Kolom 53 tuhskan kondist daripada bangunan Gedung / Bangunan
Monumen pada saat pelaksenaan inventarisasi

Kondisi fisik bisa daism kendaan baik, ryssk tingan, rusak sedang dan
rusak berat.

Kolom & Konstruksi Bangunan
Pada kelom 6 tuliskan "beningkat™ apabila bangunan tersebut bertingkat,
Sebaliknya jika tdak beringkar mibiskan "tidak™

Kolom 7 . Pada kolom 7 tuliskan | “beton™ apabila bangunan tersebut selurubmya
berkonstruksi beton. Sebalikeva apabils tidak berkonstrulesi beton, maka
isibcan “"tidak”.

Kolom 8 Luas lamtai (M2)

Pada kolom 8 fuliskan lieas dar bangunan yang tercantum dalam kelom 1,
dengan bilangan bulat.

fermitungan luas lantai tersebur termasuk luas teras dihitong dari fuas
lantai | dan dijumiah dengan luas lantai bertingkat berikuinya.

. Letak ¢ Lokast

Pada kolom 9 twiiskan letak / alamat lengkap darr lokasi bangunan
tersehut

Misalnya ¢ - Jalan Diponegoro No. 30

- lalan Pemuda No 9
- Jalan Pahlawan No, 18 dsb

Dokumen Gedung,
ldri.trg‘“ Yarg dimaksud dengan dokumen gedung dapal berupa surat-surat
PO T pemililan,
vatg _ s
st 1
. ¥




Kolom 12,13, 14

Raolom 15

Kolom 16

Kolom 17
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Seperti © Sertifikat atas tanah bangunan gedung, surat izin Bangunan dan
sehagaiya,

Pada kalom 10 dusikan tanggal dikeluarkannya dekumen tersebut di atas,
sedangkan pada kolom 1! diistkan Nomar Dokumen

. Tanah Bangunan

Pada kolom 12 tuhskan luas dan tamah bangunen dengan ukuran M2
dengzan bilangan bulat

koalai memang sda batas maka bisa diginakan sebawsi dasar perlatungan
luas tanah bangunan.

Fada kolom 13 isikan status tanah dari tanah bansunan tersebul dapat

berupa .

a  Tanah milik Pemda

b Tanah MNegara { Fanah yvang dikuasa oleh Negara}

¢ Tanah Hak Ulayat { Tanah masyarakar Hukum Adat)

d  Tanah Hak (Tanzh milik perorangan atau Badan Hukum), Hak Guna
Banminan, Hak *akai stau Hak Fengelolaan

Pada kolom 14 igikan nomor Kode Tanah.

- Asal Lsul,

Pada kolom 15 tuliskan asal perolehan dari barang tersebut, misaknya .

g Dhbeh
b. Hitah
¢, Dran lain-fain

Dalam ha! bhangunan / bargng yang dibiayai dar beberapa sumber
anggaran, dicatat sebagm militk kemponen pemilikan pokok, misalnya
bangunun Pemda dibantu dari anggaran Pusat maka statusnya tetap dicatat
sebagai milik Pemda

Hargza

Pada kolom 16 tuliskan hacga wvang sebenamya untuk bangunan
sedung/monumen tersebut.

Apabila nilai gedung / momumen rersebut tidsk dapat diketahui
berdayarkan dokumen vang ada. maka perkirakan nilsl  gedung
berdasarkas bargs vang beraku di bngkungan tersebut pada wakiu
pencatatan.

 heterangan.

Tuliskan keterangan yvang dianggap perlu yang ada hubunganmya dengan
hangunas tersebul. Setelah scicsai ditsi selurulinya, maka pada sebelah
kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangam Penguius
Barang dan diketahui oleh Kepala SKPD.
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Pengisian KIB-D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)

Pada KIB :.m t.lzﬂnbﬂ'- dabulu dissikan Nomor Kode Lokasi. KIB ini dipergunakan jugs untuk
mencatat setiap jalan dan jembasan, bangunan airftrigasi, instalasi dan jaringan.

RIB ini terdiri dari |7 kolom vang cara pengisiannya adalah sebagai berilut

Kelom | - Nomor Uit

Kolom 2 . Jenis Barang,
Pida kolom 2 ruliskan Jalan Ineasi dan Jaringan vane merupakan Barang
Inventaris.
Misalnva :

Jalan, Jembatan, Terowongan, Bamgunan Air frigasi, Bangunan Air
Pazang, Bangunan Air Pengembangan Rawa dan Polde, Bangunan Air
Petigaman Surya dan Penanggul, Bangunan Alr Minum, Bangunan Air
Kotor, Instalasi Aw Minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan
Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit
Tenaga Listrik, Instalasi Gardu Listrik, laringan Air Minum, Jaringan
Lastrik dan lain-lain sejenisnya

kKolom 3 Pada kolom 3 liskan Nomor Kode Barmg

Kalom 4 - Pada kolom 4 tuliskan Nomor Register (pencatatan),

Kalom 3 Pada kolom 5 tuliskan Konstruksi dari jalan, irgasi dan jaringan
Misalnya ¢

Aspal, Beton dan lain sebagainya

Ralom & Pamang
Pada kelom 6 tuliskan panjangnya Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Kolom 7 Lebar,
Pada kolom 7 tuliskan lebar dan Jalan, Trigasi dan Jaringan.

Kolem B Luas
Pada kolom 8 toliskan luas dagi Jalan, Irigasi dan Jaringan
Kobom @ . Letak | Lokasi
Pada kolom & tuliskan letak / lokasi luas dan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Kolom 16,11 . Dokumen dari Jalan, Ingasi dan Janngan
Yang dimaksud dengan Dokumen dari Jalan, Trigasi dan Jaringan benapa
surat-surst kepemilikan,
Kolom 12 : Status Tanah.
Pada kolom 12 tuliskan Status atas Tanah, Jalan irigasi dan Jarmgan
berupa -

Tanah milik Pemda

2
kit
kR
% i 0
Fgn
b
|
| s

v ?:l:ﬂeu..:H

o g o5

E. T

| PARAF KOO

Lt el

Tanah Megara (Tanah vang dikuasal langsung oleh negara)

Tanah Hak Ulavat (Tanah Masyarakat Hukum Adar)

Tanah Hak { Tamah kKepunyaan perovangan ¢ badan hukum), Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai (Hak Pengelolaan).

: v



Kolom 13

Kolom [4

Kolom 15

Kolom 16

Ealom 17
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© Nomor Kode Tanah.

Pada kolom 13 wliskan Nomor Kode Barang (Tanah)

: Asal Usul.

Pada kolom 14 tuliskan Asal Perolehan dari barang tersebut, misalnya
a. Dabeli

b. Hibah

¢ Dan lain-lain

Dralam hal Jalan, Irigasi dan Jaringan vang dibiavai dari beberapa sumber
anggaran, dicatar sebagsi milik komponen pemilikan pokok.

Misaloya Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemda dibantu dari Anggaran Pusat,
miaka statusnya tetap dicatat sehagai milik Pemda.

Harga

Pada kodom 15 tuliskan Harga yang sebenarnyz uniuk Jalan, Tripasi dan
Jaringan.

Apabila nilai Jalan, [rigasi dan Jaringan tersebut tidak dapat diketzboi
berdasarkcan dolimenyany sda, maka perkergkaniah nilai Jalan, [ngasi dan
Jarmgan berdasarkan harga veang berlaku di lingkungan terscbul pada
wakiu pencatatan

- Kondisi

Baik. hurang Baik dan Rusak Berar,

¢ Keterangan

Tuliskan ketérangan yang dianggap peclu vang ada hubungannya dengan
Jalan, Ingasi dan Jaringan tersebat. Setelah selesar dons seluruhaya maka
pada sebelah kanan bawah dibububkan tanggal pencatatan dan
ditandatangani Penguris Barang dan diketahai oleh Kepala SKPD,
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Pengisian KIB-E Aset Tetap lainnya

Pada KIE ini terleluh dahuly dissikan nomor kode lokast pada sudur kiri stas
KIB i dipergunakan untuk mencetak :
Buku dan Perpustakasn, barang bercorak kebudavaan, hewanfternak dan tumbub-tumbuban dan

sehagainya,

KIB ini terdiri dari 16 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut

Kolom |

Eolom 2

Kolom 3

Kolotn 4

Eolom 5.5

Eolam 7.8 9

Eolom 10,11:

Momor unit

Pada kalom | toliskan Nomor Urut dan setiap jenis barang, dimular dan Nomor
Urut 1, 2, 3 dai selerusiya,

Tenis Barang™ama Barang

Pada kolom 2 tuliskan jenis barang atau nema secara jefas seperti @ buku dan
perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan
dan sebagainya

Bukwibarang bercorsk Kesenian / hewan dan umbuhan pencatatannya dapat
digabungkan dalam satu baris dengan syarat bahwa barang tersebut mempunyai
karaktersiik vang sama {judul, vkuran, hahan baku tahun pembehan dan
sebagainya)

Nomer Kode Barang

Pada kolom 3 diisi Nomor Kode Barang yang bersanghutan {libat tabel Kode
Barang)

Momor Regisier

Pada kolom 4 diisi register atau pencataian dari barang vang bersangkutan.

Dalam hal KIB ini dipergunakar untuk mencatat lelub dart sam barang vang
seients, diberi Nomor Register mulai dari 0081 sampai dengan Nomor Regisier
terakhir dari barang dimaksud.

Buky dan Perpustaicaan

Pada kolom 5 tuliskan Judul / Pencipta Buku

Kolom 6 dust mengenmi bakan pembuatan buxu (kertas, CD, dan Jam
sebagalnya).

Barang Bercorak Kesenian £ Kebudaysan

Pada kolom 7 tuliskan mengenat Asal Daerah

Kolom B diisi Nama Pencipta.

Kolom 9 diisi Spesifikas Bahan.

Hewan / Ternak dan Tumtuban

Pada kolom 19 diist mengenai Jenis Hewan / Temak dan Tumbihan

Kolom 11 diisd ukurgn (ke con, m dan sebagamya).

Jumlah.

Pada kolom 12 giisi Jumfah Barang

Tahun Cetak / Pemibelian

Pada kolom 13 ditsi Tahun Cetak dan Pembelian. Apabila tidak diketabui dibesi
aiwda stop (=)



kolom 14

Eolom 15

Kolom 16
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Asal Usul

Pada kolom 14 mbskan Asal Usul dan Barang yang bersanghtan,
Contoh © pembelian hadiah dan lain sebagginya.

Harga.

Pada kolom 15 wiliskan Harga Barang vang bersanghkutan berdasarksn faktur /
kwatans: pembehan apabila Barang vang bersangkutan berassl dari pemibelian

Apabila Barang vang bersangkutan berasal dan sumbangan / hadiash supaya
diperkirakan dengan hargs vang wajar

Pencaratannya dalem ribuan rupish.
Keterangan
Pada kolom 16 (uliskan ketesanean vang diangeap periu yane ada hubungannya

dengan barang vang besangkutan
Contoh - dipingambkan dan sebagmimya.

Setelah diisi seluruhnya, maka pada sebelsh kanan bawah dibububkan tanggal pencatatan dan
ditandatangani olch Menpurus Barang dan diketabui (ki bawah) oleh Kepala 5KPIL
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Pengisian KIR-F (Kanstruloi Dalam Pengerjaan)
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Pada KIB-F (konstruks: dalem Pepgerjaan), tesiebib dabulu dissikan Nomor Kode Lokasi pada
sudut kirl etas serta Nomor Register dan Nomor Kode Barang pada sudut kanan atas.

KIB 1m dipergunakan juga uniuk mencatat setiap barang dalam proses pengeriasn,

KIB ini rerdirs dari 14 kolom yane cars pengisiannya sebagad berikout

Lihat Kartn Trventaris Barang KTB-F (Konstruksi dalam pengérjaan)

Baolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4.5

Kolom &

Kolam 7

Kolom 89

Kolom 10

Momor urul

Jenis Barang/™ama Barang

Pads kolom 2 tuliskan jenis barang dalam proses pengerjaan

Misalnya -

Geduny. Bangunan, Jalan, Irigasi, Instalas:, Jaringzan, dan lain sebagaimya.
Bangunan

Pada kolom 3 diis: fistk bangunan (permanen, semt permanen, danirat)
Konstruksi Bangunan

Pada kolom 4 disi bentuk bangunan (bertinighat atau tidak)

Pada kolom 3 diisi bahan bangunan (beton atau tidak)

Luas

Pada kolom & diitsi luas banganan, jalan, mgasi dan jaringan.

Letak / Lokas

Pada kolom 7 diisi letak / lokasi, alamat dari bangunan jalan. irigasi dan jaringan

dan lein sebagainva

Dokumen,

Pada kolom 8.9 diisi tangual dan nomor dokumen kontrak kedga (SPR., Sumt

Perjanjian, Kontrak dan lain sebagairya).

Tanggal, Bulan dan Tabun Muta:
Pada kolom 10 tangeal, bulan dan tabun dimulainya pekerjaan.



Kolom 11

Raojom 12

kotom 13

Folom 14

Kolom 15
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Status Tanah

Pada kolom 11 diisi stams tanah dari tanah bangonan tersebut dapat herupa
Tanah milik Pemerintah Daerah.

Tanah Negara (Tanah yany dikuasai langsung oleh Negara).

Tanah Hak Ulayat (Tanah masyarakat Hukum Adat),

Tanah Hak (Tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai steu Hak Pengelolaan.

B o o R

Nomor kode fanah
Pada kedom 12 diisi Nomor Kode Tanah (lihat tabel Kode Barang).

Asal LUsul

Pads kolom 13 diisi asal usul pembiayaan dari barang tersebut, misalnya dari
APBD, APBX, bastuan, hibah dan lain sebagainya,

Nilai Kontrak

Pada kelom 14 diisi nilai / harge sesuzi dengan kontrak,

Kelerangan

niliskan keterangan yang dianggap perlu vang ada hubungannya densan barang
dalam proses pengerjaan.

Setelah diisi seluruhnya, maka pada sebelah kanan bawah dibububkan tanggal pencatatan dan
ditandatanzani pleh Penpurus Barane dan dikesab (kiri bawah) oleh Kepala SKPD
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Petunjuk Pengisian KIR
Pada sudut kiri atas diis) nama Satuan Kerja dan ruangan

Kartu Invertans Ruangan ini terdiri dari 14 kolom, di mana setiap kolom memuat data jenis
ba:url.g_ yang bersangbutan.

Kolem | : Diisi sesuai Nomor Urut Pencatatan Barang.

Kolom 2 : hisi dengan jems, nama barang,
Contoh - - Mcja Tulis
= AC
- Mesin Tik
- Komputer
= Dan sebagainya.
Kotom 3 ' Diisi dengan Merk atau Model Barang
Comoh . Ofivert manual, TBM.

Kaolom 4 D¥iisi Nomor Seri Pabrik yang hiasanya sudah tercantum pada
Barang vang bersangkutan

Mesin Tik Nomor 7471475
Katau bukan buatan pabrik dikosongkan / disetnp (<)
Kolom 2 5 Diisi ukuran, yang tenturys berlainan untuk tiap jenis Barang vang
berbeda
Contoh : Mesin Tik "18"

Kaolom 6 Diist dengan Bahan dart Jems Barang yang bersanghkutan.

Contoh | Kursi Kavu ditulis "kayu”
Kursi Besi ditulis "Besit™

Barang-barang tertentu yang dipandang tidak perly disebutkan Nama
Bahannye atau mungkin sulit menvebutkan bahannya maka dalam
Kolom ini dapat dikosongkan |/ disetrip {-)

Kolom 7 Diisi Tahun Pembuatan atau Tahun Pembelian
Apabila tidak diketahui, dapat diperkirakan

Kolom 8 : Diigi dengan Nomor Kode Barang (Kode Lokasi dan Kode Barang)

Kolom % ; Diisi Banyak Barang yang mempunyai karakteristik sama jenis,
merk/ Model, ukuran, bahan dan tabun pembuatan.

Kolom 10 : IMisi dengan Harga Pembelian / perolehan / pengadagn barang
dalam ribuan rupiah

112,13 : Diisi sesuai dengan keadaan Barang pada wakiu pencatatin.

Diisi Keterangan Barang yang dianggap perlu, misalnya dihapuskan

isi seluruhnya, maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencataian dan
ni aleh Penanggung Jawab Ruanzan dan diketabui (kiri bawah) oleh Kepala SKPD.




LAMPIRAN X1 . PERATURAN GUBERNUR SUBATERA UTARA
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TANGGAL © & Lppberioor apm

BAGAN ALLR PROSEDUR INVENTARISAS] BARANG DASRAH

T TTERES

LIRALAR

PENGELULATEWBANTL PENGELDLA |

| Pongguna rrskakesnsikan investarsse Samen
yang dicatad di datam Kery inventasis Barang
{KIB & B C, D, E, F} deen Karbs loventaris
Pesargan (HIR) sercarna ol atau sicam
ierRanGEn par janis barang dalam mamgkan 2

KIE dan KIF sata melakukan pancatatan daam
Buku lnventans dan membuat KIR pada masing-

masing rusngan

3 Pernianiu pengeloia harang mengkompilasi
Budois bnvvaribans fasnjedi Baliu Indlk Imventars

4 Resapituieni Buki Induk Immentars dilendatangand
ol pangelin s pembaniu pengeinia

5 Buku induk bersku selirma 5 e dan
calamutoya et kimball dengan metakearskan
sonGus batang dasesh

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

i
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Petunjuk Pengisian Formulir Buku fnventaris

Pada sudut kil mtas diist nang SKPD, Provinsi Sumatera Utara dan Nomor Kode Lokasi pada

sudut kanan atas

Buku mventarss terdirl dari 15 kolom yang datanya diambil dari KIB {AB.C.D.E dan F) dan cara
pengisiannya adalah sebagai berikast -

Kolom |

Eolom 2

Kolom 3

kolom 4

Eolom §

Keolom 6

Wigie

Mgl A

LE -
hulﬂrﬁi“"‘ !

hay i, T
:qmtm‘.!ﬂ.ﬂyhmrﬂi;i!
;

Momaor Ut

Nomaor Uit pencatatan setiap jenis barang, kecuali dalam hal barang
tersebuf sama jenisnya, sama harganva dan sama lokasinya, maka kelompok
barang tersebut diberi sebuah nomor urut (bukan per barang)

Nomaor Kode Barang,

Nomor Kode Barang diisi dengan nomor kode barang yang telah ditetapkan
sesudl dengan masing-masing barang seperti tecantum dalam Tabel Kode
Barang.

Momor Regster,

Nomor Register diisl nomor urut pencatatan dari setiap barang yang scjenis,
kecuali dalam hal barang tersebut sama jenisnva sama harga dan sama
lokasinya, muks nomor register barang tersebut ditulis dengan nomor
(i sampai dengan sejumlah barang sejenis tersebur,

Diarr nomor register wt diketabu berapa banyak barang dan setiap barang
sejenis misalnya kursi (0001) sampai (9999) dan sebagainya.

Hilamana ada satu jenis barang yang lebih dasi 9999, maka dipergunakan
huruf a umtuk jumlah 10000 jady dinaliskan AOQO, bila lebih dann 10999
ditulis BODO dan seterusnya

MNama'lenis Barang,
Ditst nama/fenis barang yanz dimaksed.

Merk/Type

Diisi merkitype basang vang bersanghutan, sepanjang bamang-bavang
tersebul mempanyal merk/iype barang maka data tersebut diulis & dalam
kotom ini, sediangkan barang-barang vang tidak mempunyai merk dan type
barang, kodom i dikosonghan ateu tdak dus {dr stap).

Nomor Sertifikat/Pabrik/Chasis™esin

[Hisi bahan dari barung bersangkutan misalnya dari kayw, besi. rotan, plastik
dan lain-lain. Unink barang-barang yang bahannya tidak dapat ditentukan
gecara past] bahasmya. maeka kolom ini dikosorgkan (diisi steip).

Bahan.

isi bahan dan berang bersengkutan sisglnya dan kayu, besi, solan, plastik
dan fain-lyin, Untuk barang-barang yang bahannya tidak dapat diemukan
secara pasii bahannya, maka kolom ind dikoscngkan (di setrip).

Asal/'Cara Perolehan Barang.

Piisi asalicara perolehan barang. misalnya dari pembelian melalu provek
dan stau natin, hibah, sumbangan dan {am-lain



Kolom ©

Koalom 10

Kolom 11

Kolom 12

Eolom |3

Kolom (4

Kolom 15
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Tahun pembelian/perolehan.
¥is1 tabun sast barang i dibel atau saar diperoleh

Ukuran Barang/Konstruksi (PSP D),

Diisi vhwran barang/konstruks gedung. kantor, rumah dan sebagainya
ditulis P, 8P, D untuk bangunan-bangunan yvang sifsnya Permanen atay
Darurst, sedangkan jenisnya dapat ditulis tidak bertingkat sstu dua dan
selgnjutnya.

Satuan
Dilsi satuan barang bersanghutan, misalnys sekian unit dan selgainya,

Keadaan Barang,

Diisi keadsan barang bersangkuten ditulis B, BB, RB urruk barang vang
keadaannva baik, rusak ringan atau rusak berat.

Jumlah Barang
Drissi jumlah/banyaknyva barang bersanalutan.

Harpga

Ditsl harga barang vang bersangkutan pada saat dibeli/idiperoleh atay bila
periu driaksir,

Bagi barang yang sama jenisnya, sama barangnya dan sama lokasinya maka
diisi jumlah harga barangnva. sedangkan harga satuannya ditulis pada
kolom keterangan.

Keterangan
Ihisi dengan keterangan vang perfu.

petelah diisi seluruhnya, maka pada sebelah kanan bawah dibububkan tangegal pencatatan dan
ditandatangani oleh Pengurus Barany dan diketahut (kiri bawah) oleh Kepala SKPD
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Petunjuk Pengisian Daftar Rekapitulasi Buko Inventaris

Pada sudwt kiri avas diisikan Nama SKPD Provins Sumatera Liara dan Nomor Kode Lokas)
pada sudut kanan stas.

Formulir Daftar Rekapitulasi ini dipergunakan eniuk mencatas Rekapaulasi jumlah Barang
Hasil Sensus (Bukn Inventaris)

Formulir Daftar Rekapitulasi int terdin dari 7 kolom yang caré pengistannya adalah sebagai

berikut

Kalom | : Nomor Lirut

Kolom 2 : iasifikas'Golongan

Kolom 3 , Kode Bidang Barang

Koiom 4 : Mama Bidang Barang

Kolom 3 : Jumlah Barans
Pada kolom 3 tuliskan jumish barang vang ada delam bidang
Bersangkaran.

Kolom & : Jumlah Harga
Pada kolom © ditubiskan jumlah harga dari bidang barang vang
bersangkutan dan di bawah tuliskan jumiah total Pencataiannya adalah
datem ribyan repish

Kolom 7 : Keterangan.

Fada kolom 7 duuliskan keterangan vang diangeap perls yang ads
hubungannya dengan idang barang vang bersangkutan.




LAPORAN MUTAS] BARANG x)
PROVINSI SUMATERA UTARA xx)

TAHUN ANGGARAN ..
SKFD :
KOTA : KODE LOKASI....xxx)
PROVINSI { SUMATERA UTARA
NOMI SPESITIRASE BARANG | - Tl MUTASIPERTIBAHAN T Jumilah
Mo ] [ Asall fsbum | Ul Awal xxxx} | Berkwung Berumbal | Akhir v
Ul | e Mama | g0 | SertifSat Corn Fieli Bamming! | o Kiinksi T [ i
B Hepisma Jenes Tons Mo Pubeik | Hahnn | Perolehon Merolel Eomstruks "1 [B,RRRH) I T Tumiah | Jusadahi | Jumish | Iynnlak i Yar
¥ Barnung 1 B cliasis ETTRE " esrm o Burnng | Hamgo | Haong | Tlogn | - it
2 Musin . b o A PR % |
3 ; i B G T TR RS U VI N N ¢ R B I 7 N 1 T
|
I
. |
Mdengetala
PaLA SRPD FENCLIRUS BARARNG
; R )
NIP,
Iy
ester dan Satker/Uing kepado Pembantiu Pengelobs,
peamilik bemang (provins, puss)

asule Tabun Perolehan/Pembeiim
e e 1T, ot dan LAWMB Thn tenakhir
19=13-5+17

i 20 = 4~ 16+ 18
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CARA PENGISIAN DAFTAR LAPORAN MUTASI BARANG :

a. Dibagian tengah atas diisi
* Komponen permiikan barans misalnya :
Milik ; Propinsi, Pemeriatah Pusay,
* Laporan Mutasi Barani agar disesuaikan:
Semester | tabun anggaran yane sedang bedjalan { | Januan sid 30 Juni 20..)
b. Pada sudut kiri aras, supaya dituliskan
* Nama SKPD (Unit Pemzkai Barang)
» Provinsi Sumatera Utara
¢. Laporan Mutasi Barang dibuat setiap Semester. Apabila dalam satu semester tidak terdapat
mistast barang (bertambah atau berkurang), laporan ictap dibuat dengan mutasi NIHIL

Cararan

|. Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang, memust semua jenis barang menurist
bidangnya yang ada pada unit/Satuan Kesrja

2. Laporan Mutasi Barung dibuatkan Rekapnya.
Rekapiwlasi Ini tidak memuat jenis-jenis barang, {etapi tidak hanya memuat per
Uoiongan U1 s4d 05 (tanah 'd Konstruksl dalam Pengerjazn) dan bidang barang dan
bidang 01 s'd 19 (hidang tanah &'d Hewsn, Ternak dan Tumbuhan). Jadi hanva memuat
pkok-pokoknya Golonzan dan bidang barang,

PENGISIAN KOLOM-KOLOM

Eolom | : Dissi Nomor Uirut dant setiap jems barang, Nomor Urut 1,2,3 dsinya,

Kolom 2 . Kode Barang (lihat tabel Nomor Kode Barang)

Kodom 3 Register diist Nomor Register mulgi 0001 dan seterusnya terhadap barang vang
sejenis sama nomor kode barangnye maka nomor remsiemya berarutan,

Rolom 4 - Disi namafenis barang teraebut.

Kolom 5 Diigt merkitvpe hila bustan pabrik, bila tidak dapat dikosongkan (-)

Kolom 6 . Diisi sesuai data herang, seperti sertifikat untok tanahNo Pabrk’ chasis'
No mesin untuk kendaraan atay buatan pabrik

Kolom 7 - Diisi Nama Bahan misalnya - Kayu, Best, Plastik dan lainoya

Kolom & Agal/cara percichan sepert © dibeli, dibuat sendiri, hibah bantuan atau
Surmbangzn dan lain-fain

Kolom 9 » Diisi tahun perolehan'pembelian 2tau pembuatan
Bila tidak diketahu: dapat diperkirakas (untuk melengkapi Nomor Kode
Lokasi

Kolom 10 . Duist ubkuran barang stau konstrukst, seperti Permanen, Semi Permanen atas
Darurat dan sehagainya,

Kolom 11 [Hia1 satuan sepert kg, buah, m2, bidang dan sebagainya .

Kolom 12 Byisi kondisi barang sepert Baik, Rusak Ringan atau Rusak Berar,

Eolom 13,14 - Dusi kondisi barang seperti Baik, Rusak Ringan atau Rusak Berat.

Folom 15,16 © Selanmjutnya dibuatkan dalam bentek Laporan Mutasi Barang untuk dilapodan

Kolom 17,18 © Dusi mutasi/perubaban Barang (berkurang amau bertambah selama 1 {saiu)
semester (6 bulan) dan selama satu tabun.

Rolom 19,20 ¢ Disi jumdab akher moagenm barang den harganya yoitu data jumish awal,
ditambah/dikurang selama satu semester atau selama satu tahun,

_,.,..-—-7- Jumlah akhir ini vang menjadi gambaran besarnya barang daerah vang ada di

masimg-masing SKPD
o - Diisi keterangan vang dipandang perhn
o epetelah dyis seluruhnya, makd pada sebelah kanan bawvabh dibubuhkan tanggal pencatatan dan
v {itandasadgani oleh Pengurus Barang dan diketahui (kiri bawah) olch Kepala SKPD

Vi tasi Barang ; - Per Semester | terhitung | Januari s/d 30 Juni 20..
- Semester I tedhitung | Jub 5/d 31 Desember 20
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CARA PENGISIAN DAFTAR MUTASI BARANG -

a.  Dibagian tengah atas diisi
* Komponen pemilikan barang misainya :
Milik : Propinsi, Pemerintah Pusat.
* Laporan Mutasi Barang agar disesuaikan
Semester | tahun anggeran yang sedang beralan (1 Januari 2/d 30 Jumi 20..)

b. Pada sudut kiri atas, supaya dituliskan -
= Nama SKPD (Unit Pemakai Barang)
¢  Provinsi Sumatera Utara

¢. Daftar Mutas Barang (selama 1 tahun) dilaksanakan setiap 13 han setelah berakhirnya
tabun apggaran bersangkutan dan dibuatkan rexapnya dalam 3 (tiga) rangkap.

Rekﬂp:rckﬁll:r tersebut dikompilasi oleh Pengelola’ Pembantu Pengelola Barang untuk dibuatkan
Rekapitulasi Induk dan dikirimkan / dissmpaikan kepada Menteri Dalam MNegeri Cqg. Direktur
lenderal BAKD

Catatan
| Daitar Mutasi Barang, memuat semua jenis barang menurut bidangnyva vang ada pada
Satuan Kerja/ Unit Kerja.
1. Daftar Mutasi Barang, disimpan di Bagian Perlengkspan sebagai arsip.
3. Daftar Mutasi Barang dibuatkan Rekapnya,
Rekapitulasi in tidak memuat jenis-jenis barang, tetapi hanya memuat per Golongan dari 01 s/d
06 (Tanah s/d Konstruksi dalam Pengerjzan) dan bidang barang dari bidang 01 s/d 19 {bidang

tanah «'d Hewan, Ternak dan Tumbuhan), jadi hanya memuat pokok-pokoknya Golongan dan
bidang barang.

PENGISIAN KOLOM-KOLOM

Kolom | : Dust Nomor Urut dar setiap jenis barang. Nomor Urut 1,23 dstnya

Kolam 2 Kode Barang (lihat tabel Nomor Kode Barang)

Kolom 3 Regster disi Nomor Register mukal 0001 dan seterusaya terhadap barang
vang sejems sams pomor kode berangnya maka nomor registermyva
berurutan

Kolom 4 Diisi narma/jenis barang tersebut.

Kolom 5 ; Diisi merk/type bila buatan pabrik, bila telak dapat dikosongkan {-)

Kolom & . Diisi sesuai data barang, seperti sertifikat untuk tanah, No Pabrik/ chasis/
Mo mesin untuk kendarasn atau bustan pabrik

Kolom 7 . Diisi Nama Bahan misalnya | Kayu, Besi, Plastik dan lamnnya.

Kolom & Asal/cara perolehan seperti - dibeli, dibuat sendiri, hibah banfuan atau

Sumbangan dan lain-lain

Diisi tahen perolehan/pembelian atau pembuatan
Bila tidak diketahoi dapst diperkirakan (omuh melengkapl Nomor Kode
Lokasi

Diisi ukuran barang atau konstruksi, seperti Permanen, Semi Permanen
atau Darurat dan sebagainya.

Diisi satuan seperti kg, buah, m2, bidang dan sebagainya..
Liiisi kondesi barang seperti Baik, Rusak Ringan atau Rusak Berat

sy 7 |
Kaschtag B apieens 71




Kotom 13,14

Kolom 15,16

Kolom 17,18

Kolom 19,20

Kalom 21
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Diisi kondisi barang seperti Baik, Rusak Ringan atau Rusak Berat.

Selanjutnya dibuatkan dalam bemtuk Laporan Mutasi Barang wuniuk
dilaporkan

Diisi mutasi/perubahan Barang (berkurang atau bertambah selama |
{zat) semester (6 bulan) dan selama satu tahun

Diisi jumlah akhir mengenai barang dan harganya yaitu date jumlah awal,
ditambah/dikurang selama satu semester atau selama satu tahun

Jumlah akhir ini vang menjadi gambaran besarnya barang daerah vang
ada di masing-masing SKPD.

Diisi keterangan vang dipandang perlu,

Sctelah diisi seluruhnya, maka pade sebelah kanan bawah dibububkan tanggal pencatatan dan
ditandatangani oleh Pengurus Barang dan diketahui (kiri bawah) oleh Kepala SKPD.

Penjelasan :

Daftar Mutasi Barang : Terhitung | Januari 20, s7d 31 Desember 20 {setiap tahurnsnya)

A -ﬂ:
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PETUNJURK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG :

a. 11 bagian tengah atas diisi
|} Rekapitulasi Leporan Mutasi Barang per scmester, datanya dari laporan Mutasi per

2)

3)

4

semester dimana fidak lagi dalam jenis-jenis barang tewapi dalam Golongan (01 sid
0¢) dan Bidang Berang (Bideng 01 sid 19).

Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang per tahun, datanya dari Daftar Mutasi Barang
pertahun di mana tidak lagi dalam jenis-jenis barang tetapi dalam Golongan (D1 s/d
06} Bidang Barang (Bidang 01 s/d Bidang 19},

Rekap-rekap mi dibuat oleh SKPD unmuk memudakkan Pengelola/Pembantu
Pengelola untuk mengkompilasi dan membuat Rekapitulasi Induk agar dapat
mengetahul besarnya/banyaknyva barang atau jumizh Kekayagn Daersh.

Laporan Mutasi Barang dan Daflar Muotasi Barang tersebut tinggal di
Pengelola/Pembantu Pengelola dan setelah dikompilasi disampaikan kepada Menteri
Dalam Negeri (Dirckiur Jenderal BAKD) dalam beniuk Rekapitulasi Tnduk

b, Pengisian kolom-kolom

Kolom | o Daist Momor Urut pencatatan ; 1,2.3 dst

Kolom 2 - Diisi klasifikasi‘golongan (01 s/d 06)

kalom 3 - Diisi nomor Kode Bidang Barang 01 s/d 19

Kolom 4 ¢ Dugi nama Bidang Bagang, Tangh 0] s/d 19 Hewan Temak dan
Tumbubsan

Apabila ada Bidang Barang yang tidak ada. tetap dnsi dan
dikosongkan (-) jadi tetap 19 Bidang, mulai dan Bidang 07 s/d
Bidang 9.

Kolom 8,6 Diisi keadaan per 1 Januari 20, yang datanys dan hasil Sensus

sebelumnya mengenal jumlah barang dan jumlah harpanya,

Kolom 7.89.10 - Disi Mutasi/Perubahan selama & bulan atau selama 1 tahun,

bertambah atau berkureng mengenat jumlah barang dan jumlah
harganya.

Kolom 11, 12 - Diisi keadaan per 31 Desember 20, untuk kolom 11 adalah dari

data kolom 5 dikurangi 7 ditambah kolom 9 (10 =5 -7 + 9}, dan
kolom 12 adalah data dan kolom 10{12=6-8+ 10}

Keadaan per 31 Desember 20.. adalah saldo Akhir dan merupakan
Saldo Awal tabun berikutnya (1 Januan 200 ) dan setemisaya
setiap tahun,

Kolem 13 Ditsi keterangan mengenai kolom-kolom sebelumnya yang kurang

jelasfyang perlu dijelaskan untuk tidak menghambat pencatatan
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MEMGETAHLI
KEPALA SKPD PENGURLIS BARAMNG
5 B i )
. 1 N o

S
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Petunjuk Pengisian Daftar Usulan Barang Yang Akan Dihapus,
Terlebil dabuly diisi Nama SKPD, Provinsi Sumatera Utara pada sudul kiri atas,

Daflar Usulan Barang Yang Akan Dihapus terdiri dari 10 kolom vang cara pengisiannya adalah

sebaial berikur
Rolom 1 Nomor LTt
Nomor urist pencatatan setiap jenis barang.
Kolom 2 : Nama Barang
Dviis: nama barang yany akan dihapus
Kolom 3 ) Momer Kode Barang
Nomeor kode barang diisi sesuai dengan jenis barang/kodefkasi barang,
Kolom 4 : Nomoar Kode Lokasi.
izt nomor kode fokasi masing-mssing SKPD.
Kolom 5 ; Merk/ Type
Dhist merk ftype barang vang bersangkutan
Kolom 6 : Dokumer Kepemilikan
Dijsi bukti Kepermilikan barang seperti Sertifikai No IMB. Ne BPKB,
Mo Polist dan sebaganniva.
Rolom 7 Tahun pembelizn/perclehan
st tabun pembelian /perolehan.
Kolom & Hirga perolehan.
Dirsi harga perolehan, kalau tidak diketahui tahun pembelian,diisi
dengan membandingkan barane vang sejenis
Kolom @ : Keadaan Bararg,
Diisi dengan keterangan Baik Kurang Baik Rusak Bermt.
Kolom 10 : Keterangan.

Dyisi dengan keterangan vang dianggap perhu.

Setelah ditsi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibububkan tanggal pencatatan dan
ditandatangam Penguris Barang dan diketahoi {sebelab kiri bawah) oleh Kepala SKPD




DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIGUNAUSAHAKAN

SKPD s
KOTA
PROVINSI SUMATERA UTARA
| Nomor Mo N -_Ta]'m |
Mo | Kods TOmOT | Nomer A | Dokumen | Alamat i " | Konstruksi Eeacean Luas | Nilm SK Jangka H.]:':lmal.
Unt | Lokssi | 0% | Register | JEU8 | “mavyny | Barang | USul | Pembelian/ | " o™ | Barang | o0 | | gy | Wakm | Pibak | Ket
Barang | DNA08 | Barang Barang | Pengadaan " | (BRR.RB) & Kerjasama | ketigy
' |2 3 i s 0 7 5 |9 0| u__| 12 | 13| 14 I3 6 | 17
|
] II
| | |
. r |
| | |
= b N 1 N L
PRRLF RUOR
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LANIRAN XN | FERATURAM SUBERNLUR SLMATERA LFTARA
ROMOR  Ag) Tiehwm 2075

TANGGAL: [ Cypirfinka Fomim
HAGAN ALLIR PROGEDLIR SEYA

LN PE W GLINA PEMGER QA Tind FERMHIIR

1 Kpaln SEF D saggus
rmenpeyadnan kapads Soaemue
mectakal pengeiola ol
mikk Deeran pang akan dsewstun
igikin dpondang peris degal
dAbenluk Fanta Pemsewaes I|

2 Pomamiasten sl uniuk menonjoeeg

3 Uik fanes don atnu bangunen
(el ST Dbrh PTGk, el
Irodeiehi g Eelbiiitty jain Gubserur

A Bdparnh wead S iomaEhan oleh
nibon erdassckan perhSonge Hm‘ "
Tirn Patakk l

il
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LAMPIRAN XY - PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
ROMOR

TANGOAL 8 Deesevir Aerd
BAGAN ALUR PROSEDUR PINJAM PAKAI
IRALAN PENGGLRA, PENGELOLA GUBERMDR___ |

1 Espala SKPDVPengguna
menprikeEn kepada Gubsemus
medaiul pangeila nlss barang
mitk Caeran yang ahmm

dimimamrgakaican

2 Prpeen pakai dietapian dangan
Surst Pefanjizy Piniam Paks:
varg deandatanganl dieh sanselala
a.n, Gubamur

3 Seteiah wakiu priam pakad besakhir
barang Dasrah mrsetd dkentaman SR
kopada Pemerntah Provinsl Sumatars Sarwy
Ulara 4_
A

GUBERNUR SLIMATERA UTARA,

s
UL BRIFIN

i %ﬂﬂ oy
bk "‘L'II::I“"""" 150 >

Fascthag
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Medan, ...
Momor . Kepada Yth;
Lamp A R T D
Perthal © Pinjam Pakai Gedung ... ... :
........................................ di -
Medan
I, Sehubungan dempan surmt ... Mo ERTTNR & L

vang ditiqukan kepada Gubernur Sumatera Ulacaperthal . yang saat

i sudah lidak dwperasionalkan lagi

2. Berkenaan hal tersebut di atas, scsuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahan
200¢ Jo Persturan Menteri Dalam Negeri WNomor 17 Tabun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Kepala, .. ... . adalah
pencpung barsng untuk tu diminta penjelasan dan pendapat saudara mengena
status kepemilikan aset tanah dan / atau bangunan gedung ... serta

kemungkinan pemberian izin pinjam pakai gedung dimaksud

3. Demikian disampaikan untuk makium,

An GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAFRAH PROVINSL,

Tembusan
Yth Bapak Gubernur Sumatera Litara schagai laporan
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KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR ¢
TENTANG

PINJAM PAKAI BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang 4. bahwa berdasarkan surat .............._... s T i i - PP
perihal Pinjam Pakai..........ococeeii :
b. bahwa unisk mwduhung kelancaran tugas-tUEAS .....coeinnians vang

membutuhkan barang imventaris sebagal sarana  dan  prasarana

“eey

c. bahwa uniuk mengﬂptimaikau pemanfaatan terhadap barang inventaris
tersebit dipandang periu memben irin pemakaian bamng inventaris
milik Pemerintah Provinsd Somatera Utara uwniuk  dimanfastkan

d. bohwa berdeserkan pertimbungnn sebapaiimana dimaksed huruf a, hurof
b dan huref ¢ perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumaiera Utara
temtanig Pinjam Pakai Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi

Mengingat | Undang—Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah
Cronom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembeniukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negem Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
1103),
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun (960 tentang Pokek-Fokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 MNomor 104,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 2013

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 temtang Pokok-Pokok
Kepegswaian {Lembaran Negarg Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304 1) sehagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 199 Nomor 169, Tambahan Lembamn
Mepera Republik Indonesia Nomor 2890,

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ientang Kevangan Negara
{Lemberan Negara Republik Indopesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharsun Negara
(Lembaran Megsra R1 Tahun 3004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Megara RI Momor 4355);

6. Undang — Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
{Lembaran Megarna Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
schagaimena Itclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang —
Lndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang —
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Wegara Republik Indonesia Nomor 4844,




1ah

. Persturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

FPropinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
1950 Nomaor 59%;

. Peratwran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 temtang Pengelolasn

Kevangan Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahon Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
457R);

. Perptumn Pemerintah Nomor 6§ Tabun 2006 lentang Penpelolaan Barang

Milik Negara/Draerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609} sebagaimana telah diubah terakhir denpan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesiza Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahlun 2006 tentang Pengelolnan Bammng
Milik Daerahy;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 ientang

Pedoman Pelaksanaan Pengadean Barang/lasa Pemerintah {Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagnimema telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
tentang Perubzhan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jusa
Pemenintah;

11. Peraturan Dacrah Nomor 7 Tabun 2008 teniang Organmisas dan Tata

Kerja Sekvetariat Doersh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Provinsi Sumaters Utars (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tatwn 2008 Nomor 7

12. Peratoran Daerah Nomor 8 Tshun 2008 tentang Organisasi dan Talz

Kerja Dinas-Dinas Daergh Proving Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provingsi Sumatera [tara Tahum 2008 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Momor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumaters Utara (Lembearas
Daerah Provins: Sumaters Utara Tahun 2008 Nomor %)

i4, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolsan Barang

Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Proving Sumaiera Utara Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Pinjam Pakal Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara kepada ..... sebagaimang lercaptum dalam lampiran yang
merupakan bagian vang tidak dapat dipisahkan dan keputusan ini.

Persetujuan pinjam pakal barang inventaris distur dengan ketentuan

sehayzai berikut

2. barang invertaris fersebut adalah milik Pemermiah Provins! Sumatera
Litara dan tercatat dalam buku inventans.

h. pemaksizn barang invemtaris tersebut dalam jangka waktu 2 {dua)
tahun terhitung mulai tanggal penyerahannya dan apabila diperlukan
dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan Gubernur Sumaters
Lltara.



EKETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

1=

¢. Pemakaian bamng inventaris dimaksod hanyalah wntuk sarana dan
prasarana menunjang pelaksanaan tigas Kanmior. ..o dan
ditetapkan dengan surat perjenjian dan perverahannya dituangkan
duslam berita acara serah terima,

d. Depgan terlaksananya penyeraghan barang inventaris dimaksed, segafa
biave pemeliharpan, perbaikan dan lainnya me:rupakau kewajiban,
beban dan tangpung jawab kandor.... B

R e ey tidak dapat meminta ganti rugi kepada Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara apabila :

o, harang inventaris terscbut diperlukan Pemerintah Provinsi Swinatera
Utara untuk kepentingan dinas.

b, Masa izin pemanfastan pemakaian barang inventoris fersebul elah
berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

¢, Pengeunaan dan  pemanfaatan  barang  inventaris  dimaksud
menyimpang dari ketentusn sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA huraf b,

Pada wakiu penyershan kembali barang inventsris tersebut kepada
Pemerinish Provinsi Bumotern Utara  harus  menyelesaikan  segala
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada dikium KEDUA huruf d.

Hal — hal tam yang beluwn diatwr dalam persetujuan pinjam paksi i
sepenuhnya mempedomani keteniuin peraturan perendang-undangan.

Keputusan ini beriaku pada tangpal ditetapkan dengan ketentuan apabile
terdapat kekeliruan didalamnya skan diperbaiki sehagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medsn
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

.................................
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PERJANJIAN PINJAM PAKAL
Aantara

FEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dengan
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

temtang

PINJAM PAKAI TANAH DAN / ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA i o

NOMOR

NOMOR

Pada hard ini...orveerieemrseversne tangEal.. ... DU e aniasnasas 51111, PR - |
vang bertanda tangan dibawah ini, masing — masiog :

1. K. E. MAINGGOLAN : Selaku Sekretaris Doaerah Provinsi Sumatera Utara
dalam hal ini bertimdak uniuk dan amas nama
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan alamat
1, P. Diponegoro No. 30 Medan, untuk selanjutnys
dizsebut sebagai PIHAK KESATLL

i

e e et : Selaku Bupati /| Walitkota.........imrerieer; dilnm hal
ini bertirdak untuk dan stas nama Pemerintah
Kabupaten/Koda... dengan alamat JI ..., un‘tuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan keputisan Gubemur Sumatera THarm No. e, Tl oiicmin i TETIIANE
Pinjam Pakai Tanzh dan / atas Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada
Pemerintah Kabupaten / Kota bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian pinjam
pokai tansh dan / ptme bangunan dengan luas fanah .o milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara dengan ketentuan schagal berlkut :

Faszal 1
Maksnd dan Tujuan

(1) Muksud dan perjanjion pinjam pakai ini adalah dalam rangka mendayagunakan dan
mengoptimalkan barang milik dacrsh dari PIHAK KESATU.
() Tujuan pedanjian pinjam pakai ini umtuk memanfastkan penggunaan tansh dan /[ atau
bangunan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan cara pinjam pakai uniuk
igunakan scbagei saruna perkuntoran.

Pasal 2
Ruang Lingkup

{ESATU menyerahkan penggunaan tansh dan / atau bangunan kepada PIHAK KEDUA
KEDUA menerimi penverahan penggunaan tanah dan / atan bangunan dari PIHAK
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Pasal 3
Objek Perjanjian

Objek perjanjian pinjam pakai schagsimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tanah dan / atau
bangunan (sebutkan letak, ukuran, alas hak atas tanah..dst) wang dananya bersumber darn
anggsran pendapatan dan belonja daerah (APBDY) Provinsi Sumatera Utara,

Pasal 4
Jangka Wakiun

(1) Jmmgka wakiyu pinjam pakai tanah dan / atau bangunan sebngmmam dimaksud dalam Pasal
2, berlaku selama 2 {dua) tahun terhitung tanggal .. . dan berakhir pada
LT e | . dan dapat diperpanjang ki:mhail EI:‘SIIE.I i::s:pal{ﬂf.ﬂn kedun belah
pihak.

{2) Dalam hal perpanjangsn jangka wakiu pinjam pakai, PIHAK EKEDUA harus
memberitahukan kepada PIHAK KESATU sekomng-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum
berakhir masa pinjam pakai tersebut,

Pasal 5
Kewajiban

Selama masa pinjam poakal terhadep tanah den / atau banguman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 PIHAK KEDUA diwajibkan untuk :

a. memelihars, merawat dan menjagn kebersihan lingkungan sekitar serta kewtuhan tanah dan /
atan banpunan veng dipinjam pakaikan,

b. beranggung jawab atas segala bisya yang timbul berkaitan denpan pemakaian ianah dan /
atgu bangunan seperti listrik, telepon, air, pajak bumi bangunan dan pungutan resmi lainnya.

¢. melaporkan pelaksanasn pinjam pakai sebaguimenz dimaksud dalam Pasal 2 kepada
Gubemur Sumatera Utara Cg. Sekretaris Daeral Provinst Sumatera Utara secara berkala
setigp 6 (enam) bulan sekali.

d. memberikan kesempatan kepada petugas ( pejabat yang berwenang dari FIHAK KESATU
apabila sewaktu-waktu pada hari jam kerja memasuki areal tanah yang dipinjam pakaikan
tersehut.

e. mengembalikan tanah dan / atsy banpunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada
PIHAK KESATL, apabila tidek disjukan perpanjangan dengan menunjukkan bulkti-bukt
pembavaran tagihan listrik, telepon, air, pajak bumi bangunan don pungutan resmi lainnya.

Pasal 6
Larangan

Selama masa pinjam pakai tanah dan / atan bangunan PIHAK KEDUA dilarang untuk : .

# Memindah tangankan, meminjamkan dan / atau melakukan transaksi apspon kepada pihak
lain,

b. Mengalihkan hak pemanthatan stas tanah dan / atau bongunan atau membebani dengan hak
spupun termasuk hak tanggungan kepada pibak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun.

Pasal 7
..... — FPerselisihan
FARRF "Zi' Titigy - : o s 5 g
=1 terjadi  perselisihan terhadap pelaksanaan peganjien pinjam pakai mi akan
i vl glelesaikan secara musyvawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.

el S
st :ﬁm \% ApainLa jalan musyawarsh tidak tercapai, maka kedua belah pihak memilih tempat

T w}-«w 'kw:h.u.‘lukﬂn hukum vang tetap dan umum Ji Kantor Paniters Pengadilan Negeri Medan.
hggisr: :

Harg Haan
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FPasal 8
Penutup

(1} Penyershan pengpunaan tamsh dan / atau bangunan dalam perjanjian pinjam pakai ini
dituangkan dalam berita acara sersh terima pinjam pakai.

(2} Hal — hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan distur lebih fanjut dalam perjanjian
tersendir / addendum dan merupakan bugian yang tidak terpisalikan dengan perjanjion ini.

Demikian Pecjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditendotmngani oleh kedus belah pihak dalam
ranghap 4 (empat), rangkap kesatu dan rangkap kedua ditancietangani di atas materai cukup,
masing-masimg mempuityai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
BUPATT / WALIKOTA.....ccoccciiea An. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEERETARIS DAERAH PROVINSI

R.E. NMNGGIM/

—




1485

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR.

Pada haritni . ., ... tanggal . e bulan tahu

bertands tangan dibawah ini - RS g

1. R.E NAINGGOLAN Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
dengan alamat JI P Diponegorn No 30
Medan, untuk selamutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU.

S s R S [F E T — ¢ Selakuy Bupﬂll / Wahkota
dalam hal ini selanjutnya  dischui iei'r&_gﬂl
FIHAK KEDUA.

Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. Tl e tENtang

Pinjam Pakai Tanah dan / atan Bangunan Milik Pemeringah Provinsi Eumﬂ’r:m Utara kepada
Pemerintah Kabupaten [ Kota

1. PIHAK KESATU meayerahkan / meminjamkan kepada PIHIAK KEDUA vaitu berupa 1anah
dan / atau bangunan yang berlokasi dijalan,...... . LT RO

ktcamatan. ... Kabupaten / Kow. . ... . dﬂ'tga.n hags. .
Selama 2 (dua) taimm terhitung mular tanggal serah tenima ini

2. Dengan terlaksananva serah terima ini, maka secgala biayva pemeliharaan, kebersihan,
keamanan dan kctertiban, listnk, telepon, air, pajak bumi serta biaya lainnya menjadi beban
don tanggung jawab Kabupaten / Walikota ...

3. PIHAK KEDUA wajpib menverahkan kembali tanah dan / atsu bangunan tersebut tanpa
meminta ganti rugt kepada PIHAK KESATLY apahila .
a. Tanah dan / atau bangunan dimaksud diperlukan Pemerintah Provinsi Sumatera Ulara
b Masa penverahan pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang kembali,
¢ Penggunaan tanah dan / atau bangunman tersebut menvimpang dari ketentuan dalam
Keputusan Gubernur Sumatera Utara No_.. ... Tl e

Demikian Berita Acara Serah Tenma Pinjam Pakai ini dibuat dengan sebenamya atas kehendak
dan keingmnan kedua belah pihak, ditanda tangani kedua belah pihak untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

FIHAK KEDUA PIHAK KESATL
BUPATI/ WALIKOTA .. ..o An GUBERNUR SUMATERA UITARA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

R E NAINGGOLAN
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Lampiran — X. 2

KREFUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN

Menimbang

Mengimgat

-

et 1o Lo SLE S

B :
T T H‘E?;

. Undong-Undang Nomor 8§ Tahun

MILIK PEMERINTAH FROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN ...

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

babwa berdasarkan Peraturan Dagrah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Provins: Sumatera Liara;

. bahwa barang milik Pemerintah Proving Sumatera Utara dalam hal ind

kendarnan bermotor perorangan dinos dan operasional dinas vang sudah
dalam keadaan rusak atau tidak efisien lagl penpgumaannyva umiuk
kepentinpgan dinas, dapat dihapuskan dan daftar inventaris kekayaan
Pemerintzh Provinsi Sumatera Utar;

bahwa kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara vang sudah dipergunakan lebih dani 5 (lima) tahun dapat
dijual/sewa belikan;

. Bahwa kendaraan operasional dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatcra

Unsira yang teloh dipergunakan lebih ... tahun dapat dihapes dart daflar
inventaris

. bahwa berdasarkan perfimbangan sehagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b, huref ¢, huraf d dan huruf d, perlu menetapkan kKeputusan
Gubernur Sumatcra Utara tepfang  Panitia  Penjualan/Penghapusan
Kendaraan bermotor / perorangan dinas milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara.

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Ctonom Propinsi Aceh dan Perubshan Pemturan Pembentukan Provinsi
Sumatera Utars (Lembaran Megara Reépublik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 1103}

. Undang-Undang Nomor 5 Tahon 1960 tentang Pokok-Pokok Agrana

{Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013 );

1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041} sebagaimana telah dinbah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara
Repablik Indonesia’ Tehun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembiran
Megara Republik Indonesia Nomaor 3890}

. Undang-Undang Momor 28 Tabun 1999 tentang Penyelenggaran

Megara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 3851);



12:

13.

14.

Jg2

Undang-Undang Nomor 17 Tshun 2003 tentang Keumngan Negam
{Lembaran Megara Republik Indonegsia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesin Nomor 4286},

Undang-Undung Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara K[ Tahun 2004 MNomor 5, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4355);6,

Undang-{Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemerintahsn
M#erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2004 Momaor
125, Tambahan Lembarsn Megara Republik Indonesia Momior 4437}
sebagaimana telah diubah terakhir denpan Undanpg-Undang Nomor
12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor
4844);

Peraturan Pemerintzth Nomor 21 Tahun 1950 entang Pembentukan
Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1%50
Momor 597;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelofaan
Keunangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45781,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Perataran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peramoran Pemerintah Nomor 6 Tabon 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 80 Tahun 2003
tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tohun 2003 Nomor 120,
Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)
schagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Momeor
95 Talm 2007 tentang Ferubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden
Nomor §0 Tahun 2003 tenfang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daergh Provinsi Somaters Utara (Lembaran Daerah  Provins
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7) ¢

Peraturan Dacroh Nomor § Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Ketja Dinas-D¥inas Dacrah Provinsi Sumstera Uam (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8,

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Dacrah Provinsi Swmatera Utara (Lenbaran

Dacrah Tahan 2008 Nomoer %);

Peraturan Daersh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Dasrah Provinsi Sumatera LHara Tahun 2009 Nomor 2;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

- Membentuk Panitia Penjualan / Penghapusan Kendaraan Milik Pemerinteh

Provinsi Sumaters Utara dengan susunan keanggotaan scbagaimana
tercantum pada lampiran vang merupakan bagian yang tidak terpisahikan
dan keputusan in;

- Panitia Kendaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas ;

% Menehiti administrasi pemilikan barang. termasuk pembefian dao
PENgZurLsantya,

b. Meneliti keadaan fisik kendaraan dihubungkan dengan kepentingan
urisan dinas dan biaya pemeliharaas,

c. Lain-lain vang dianggap perku,

Hagl penelitian Panitia sebagaimana dimaksud pada Dikiun KEDUA
ditusngkan dalam Berita Acara;

- Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada

Asnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara:

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabilz terdapat kekelimen didalamnya akan diperbaiki sebagaimana

maetin..

Ditetapkan di Medan
pada tanggal

GUBERMNUR SUMATERA UTARA,



SUSLINAN PANITIA PENJUALAN KENDARAAN /| PENGHAPUSAN KENDARAAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Lampiran - X. 3

NOMOR  SRPRRTRCI Srsserre
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No. | - Kedudukan dalam !Iahnl.un_pada Kel
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Lampiran —X. 4

FANITIA PENJUALAN / PENGHAPUSAN KENDARAAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

BERITA - ACARA

Momor :

Pada bari ini..... Tanggal ... kami yvang bertendatangan di bawah ini selaku Panitia
Kendarsan Penjualan / Penghapusan milik Pemeriniah Provinsi Sumaiera Utara Yang dibeniuk
dengan Keputusan Gubernur Sumatera Lharg No. Tl rrinennee lelah melakukan
pengecekan/penelitian atas kendaraan-kendaraan milik Pemenintah Provinsi Sumatera Utara
(sebagaimena terfampir) Yang direncanakan untuk dijual kepada Pejabat Negara dan dihapus dan
daftar inventans sebagaimana tersebut pada Benta Acara.

Adapun hasil pengecekan / penelitian atas kendaraan-kendaraan tersebut adalab sebagas
berikut :

1. Pemilikan . .
2 Keadaan kendaraan BT P T T it s S
3. Poemaka@an dan PemelMATEAN © i s
4 Bigva Pemeliharanst. = e ceeesesmmissines
5. Lain-lain yvang perfu =000 s

Sehubungan hal tersebut di atas, maka Panitia mengusulkan sebagai berikut

1o oo {Daftar Kendaraan vang divsulkan untuk dijual)
B i R A { Daftar Kendaraan yang diusulkan untuk ditangguhbkan duhu)
¥ oo {Dafiar Kendarann yang diusulkan untuk dihapus)

Demikian Berita Acara ini kami bust dengen sebenmamya dan disampaikan kepada
Gubernur Sumatera Utara untuk dipergunakan sehagaimana mestinya

R i s
PANITIA KENDARAAN TERSEBUT DI ATAS
Mama Tamda tangan
|, Ketus - T T Sy . L R LY O L e 42 0 e
WD e S RN T TP e u ey
3 SekrefaniB: oo s b oy A e Y g
4. Anguola (RS L RN S 1 -1

v
Jm ."“fl'l A1 [
Ty bumn
Ngp Mgaat
Eﬂ*“'{a e

mei
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DAFTAR UNTUK MENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DINAS

kepadd Foenun Pamta Penguji Kendsraan &
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sclelah i dan dikirimken kepada instansi-instns
vamg erschol dafiem Pasel 7 omat 4 Sural
Keputusan Menterl Peslusbuigan vans termasak di
atis

Pengusin erstbil di atas.
)
Tembusan bepsda

| bepada

Cengen oo diberdalmkan babwie  Kendorsn
bermador vang terscha di sebelab ind tclab diugh

]
Dran ternvae kendaraan tersebaf,
TIDAR DAPAT (1)
PAASIH DAFPAT (23
Dupaban  ln woink Do disenakon  bageswan
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Als. Panfia Penggan il
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i
i Ketug, Sekretis,
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i
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n
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Lampwran — X, 6

LAPOHAN PENGUIIAN KENDARAAN BERMOTOR .- viicimmmmns
PANITEA PENGUJIAN KENDARAAN DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TR RETENER i iiiniminss i mvarins MR PR b it e et NP i Tl i

PANITIA PENGUITAN PEMERINTAH FROVINSI SITMATERA UTARA

Sehagal termakih dalam Sural Keputusan Memen Perhubungan sanggal 18 Oktober 1958 Nomor U5/16/21
renerangkan atis sumpab babwa pada tanggal dan temps vang iorsebut diatas telsh dind Kendaraan bermodos dan
dituksir mbarnva schag beriknt

Merk Tortlah tempel QUK e

Thi pombroist - o Jumiah Roda Casdangin

Huruf Momor Jmih EM vz 1k

Peadaftarn ditempuls

Potisi -

Mo, .| Keadasn | No | Keadaan ‘:

Lt Fagun | Barik/Baik | | Una | Bagonn Bak/Buruk

T 3 i1 5 3 . 3 %

1 Landagan  (bout | oo Vi Cluih & ak perseneling T b
pemtLst bod: ' .
bumper belakang) VIl | Alat pendingin (mdator | .. -

pompa. air sap kipas
sleering  koube & | X Akl p:.miugn_qm&mm
Ry Voint parnpa, alr sapu kipas
koglapor as dopam t ,
| Raandin dan kin | i X Ban-Fem (han depan ki, | o
' belakang, depon kiri) |

I Pesawa = -1 11| [ e |
(IBRSIET g papE xi Rodaden inuproda | e
remegeni  LEgran, _
rem  fromolboke NIl Body/badan  ( platu-piniu}

[ drarip) | helikang. ks infup mesm
] | | tempad didisk  depan dan

v Alat kemndi (stird | ..o belakang
shering lmese, I
pitman anm stang- XM | Sepatbor-sepatbor )
stang  sambongan
stir.  pusel  pen X1V | Alaialat  Bistrik  (akb
kanan-kin l | G, SEATISr,  Covmsoul

\ | reliy kawal Hxink, klakson
v lesin | bon sikal knca (wip sz, alal
| pemanjuk orusan)
XV | Alatalst pembakar fooll | e

distribator kabel-kiibel dam
Tegl | spork ‘Fﬂ“g' 1

XVl | Dascoard (ukabin amper, | oo
paties gir lekanan mirvak |
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i ! 2 3 4 3 6 " K
XV | Lampo-lamipa U | | XXT | Keadosn.duke
| depan |
| belakang,  lampu XN | Sglomn  lerpal  duduk
i i slop, parkier. Empy { | (coper dan Bin-lan)
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| kini, spiral kanan i i
sty Belabemang | | | | |
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' depan  kaman-kis
ki belakang don | |
Baini=Laiiad
XX il muisk e
| |
l |
Fmifh % yamg diaksir (2
Prosenan MNild | e % O = i
TR |
Diibunl sesunegubmys
Pamitia Penguji Provinsi Sumatera Litam
Foiua Sehrefans,
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Losmpiran - XXV, 1

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR :

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH PROVINST SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN .......

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang  : & bahwa berdasarkan Peraturan Daecrah Nomor 2 Tahun 2009 tentany
Pengelolaan Barang Milik Provinsi Sumatera Utara;

b. babwa barang milik Pemerintah Provinsi Sumaters Utarn yang hilang,
rusak berat dan tidak efisien lagi penggunsannya untuk keperluan dinas,
perlu dibapuskan dari beku Inventars milik Pemerintah Provins
Sumatera Ulara;

e. Kepubtman Gubermur Sumatera Utara Nomor ..., Tangpal ..... Tentang
Pembentukan Paniiia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan barang
lainnya milik Pemeriniah Provinsi Sumaters Utara;

d. Berita acara hasil Panitia Penghapusan Bareng-barang Inventaris dan
Barung lzinnya milik Pemerintah Provins] Sumatera Utarn NOmor ...

Tanggal ...

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

tentang Persetujuan Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang
lainnya milik Pemeriniah Provinsi Sumatera Utara (Untuk tanah dan atau

bangunan serta selain nah dan bangunan di atas Rp. 5 Milyar )
£, Sural Usulan Penghapusan Gubemur Sumatera Utara dan SKFD.

m

g. bahwa berdesarkan pertimbangan sehzgaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, huraf ¢, huruf d, huruf ¢ dan f, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur  Sumatera Utara  tenlang  Penghapusan  Barang-barang
Inventaris  Milik Pemennizh  Provinsi  Sumatera  [ltara Tabun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nemor 24 Tahun 1956 tentang Pembeniukan Decrah
Oionom Propinsi Aceh dan Perubahan Perstuman Pembentukan Provinsi
Sumaters Utara (Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang NMomor 5 Talun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahen 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013 );

Undeng-Undang Nomor ¥ Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian { Lembaran Negara Republik Indonesia Talum 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimena telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Fambshan Lembamn
Megsra Republik Indonesia Nomaor 38901;

L8
'




L1,

12

13.

14,

3a2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 temtang Perbendaharaan
MNegara (Lembaran Negara BRI Tahuns 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 43553;

Undang-Lndang Nomor 32 Tahun 2004 tenteng Pemerintahan
Dzerah (Lembarun Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana felah divbah terekhir dengan Undang-Uindang Nomor
12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nemor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
AR44)

Feraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Pemerinlah Nomwor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kenangan Daerah (Lembarin Negars Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia
MNomor 4578

Peraturan Pemerintzh Nomor 6 Tehun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daetah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran MNepara Republik
Indonesia Nomor 4604); sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peruturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan ates Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Deerah;

Feputusan Presiden Fepublik Indomesia Nomer B0 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Tasa Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 124
Tambghan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)
sebagnimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketajuh atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tabun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah);

Peraturan Daerah Nomor T Tabun 2008 tentang Orgamsasi dan Tata
Kerja Sckretariat [lacrah dan Sekretaniat Dewan Perwakilan Rakyat
Daersh Provinsi Sumatern Utara (Dembuargn  Daersh Provinsi
Sumatera Utara Tahuon 2008 Nomor 7) ;

Pemturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kenpa Dinos-Dinas Dacrah Provinsi Sumatera Utsm (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Ulara Tahun 2008 Nomor 8},

Peratoran Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Tabun 2008 Momor 9



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KREEMPAT

RELIMA
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15, Pematuran Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumstera Utsra (Lembaran
Daerah Provins Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

: Penghapusan  barang-barang inventaris milik  Pemerintah  Provinsi

Suﬂm_tera Utara Tabun Anggaran. . sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari keputusan
ni;

- Pelaksannannya dilakukan dengan cara -

@ Untuk barang-barang vang masih mempunyai nilai ekonomis dapat
dilakukan dengan carz penjualan‘pelelangan, disumbangkan, guna
SUSUI,

b. Untuk barang-barang vang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan
dengan cara pemusnzhan veng dituangkan dalam Berita Acara
Pemusniahan dari Panitia Pelelangan/Penjualan

- Pelelangan dapar ditakukan melalui Kantor Lelang Negara ataue melalu

Panitia Pelelangan Terbatses yeng dibentuk dengan Keputusan Gubesnur
Sumatera Ltara dan hasil penjualan di setor ke kas daerah;

: Biava vang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Usara;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggs]l ditetapkan dengan ketentuan

apabils terdapat kekeliman didalamnya akan diperbaiki sebagaimana
mselinya

Dhitetapkan di Medan
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
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Lampiran - XXV, 3

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR DAN PANITIA PENILAI HARGA
PENJUALAN / SEWA BELI RUMAH GOLONGAN I1I DAN / ATAU GANTI RUGH
ATAS TANAIT BANGUNANNYA MILIK PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

| PARAF Elﬁﬂ?lﬂi&l

-

FROVINSI SUMATERA UTARA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 temang
Pengelolaan Barang Milik Provinsi Sumatera Utar;

balvwa Rumah Dacrah Golongan 11 dan atay tanah bangunantva milik
Draerah dapat dijual/disews belikan kepada pegawai;

bahwa untuk melaksanakan penaksiran dan penilaian atas rumah Daerah
golongan 11T dan atau tempat bangunannva milik Pemerintah Provins
Sumatera Utara vang telah direncanakan untuk dijual / disewa belikan

kepada pegawai.

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud pada buruf a,
huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera
Utara tentang Panitia Pensksir dan Panitia Penilai Harga Penjualan/
Sewa Beli Rumah Golongan Il dan / atau Ganti Rugi Afas Tanah
Bangunannya Milik Pemerintah Provins: Sumatera Utara

Undane-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peramuran Pembentukan Provins:
Sumatera Liara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tebun [956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Megara Nomor 1103

Iindang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indoncsta Nomaor 2013},

Undang-Undang Nomor 38 Tehun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana welah dwbah
denggn Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indones:a Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890,

Undang-Undang Momor 28 Tahun 1999 temang Penyelenggaraan
Megara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ),
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[13

11.

13.

14,
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Lindang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarn
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendsharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nemor 5, Tambshan
Lembaran Negara RI Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintabon
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sehagaimana telah diubah terukhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2008
Nomor 5%, Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Digerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 39},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dmerah (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4378);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelobsan
Barang Milik Megara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomaor 4609); sebagnimana (clah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomeor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Dzerah;

Keputusm Presiden Republik Indonesia Momor 80 Tahun 2003
tenlang Pedoman Peleksanaan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2003 Nomor 120,
Tambahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)
sebagaimans telah divbeh, terakthir dengan Peraturan Presiden Nomor
95 Tahum 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2002 tendang Pedoman Pelakzanaan Pengadasn
Rarang dan Jasa Pemerintah);

Peraturan Daersh Womor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dasrah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyal
Daersh  Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah  Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7) ;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Onganisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dings Daerah Provinsi Sumatera Urara (Lembaran
Daerah Provins: Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2{08 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Tekms Daerah Provinsi Sumalera Utara (| Lembaran
Draerah Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang

Millk Daerah Pemerintah Provinsi Sumaiera Uliars (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomaor 2);
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU Panitia Penaksir dan Pamtia Penifai Hargs Penjualan’ Sewa Beli Rumah
Golongan UT dan / atau Ganti Rugi Atas Tanah Bangunannya Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan susunan  keangpootasn
sebagaimans tercanium dalam lampiran yang merupakan bagian yane tidsk
terpisahkan dan keputusan ini;

KEDUA Togas, wewenang dan tanggung jawab Paniia Penaksir / Penilai
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah
- Tugas Pamitia Penaksir

a. Meneliti administrasi pemilikan rumahtanah dimaksud, termasuk
pemhengunan, penggonasn,  perbaikan-perbaikan  yang  pernah

dilaksanakan;

b Menaksir harga jual rumah dan ganti rugi atas tanah sesual dengan
ketentuan yang berlaku:

t. Hasil penelitian dan pemeriksasn tersebul dituangkan dalam Beria
Acara,

d Lain-lain yvang dipandang periu

- Tugas Panitia Penilai |
a  Menelitl hasil Penaksiran Panitia Penaksir
b, Hasil penilaian tersebul dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT Buya yang timbul akibat ditctepkennya Keputusan im dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Ulara;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tangeal ditetapkan dengan kme:nman
apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagmmana
mestinya

Ditetapkan di Medan
pada tanzgal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

san ini disampaikan kepada -
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Lampiran - XXV 4

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
FANGOAL

SUSUNAN ANGGOTA
PANITIA PENAKSIR DAN PANITIA PENILAI HARGA PENJIUALAN / SEWA BELI
RUMAH GOLONGAN I DAN / ATALU GANTI RUGL ATAS TANAH BANGUNANNY A
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Na.. | : Keduduksn dalam Jubatan pada
Ut | A ], Panitia _instansinya il
1 2 | i 4 5
| -
|
| - | | A

GUBERNUR SUMATERA UTARA.
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Lampiran - XXV 5

BERITA ACARA PENAKSTRAN HARGA RUMAH
DAN GANTI KIGL ATAS TANAHNYA

Pada hun i Tanggnl .....kami vang berinmdatengan of bawah i sclaky Panitis i
L yumng ditciapkon
destgan Kepetuens Calernur Sumaters Utarn tanspal | Nomer . telalh memerikss din menakair harga romih
dengan g rops mas tenah mvslk Daerab Gobotgan 1H,

Letaknva

Inkan fo e

Blak f

Kecnatm sl e
Hurul Drafiar Momon .

Rumah didinkan tabon

Dan memperofeh data-data schagai tersebon. pada lampisns Berin Acam int. Berdusarkan dets-dats terscbai. kami
bﬁﬁngﬂmmg dngeots Panitta Panaksir memnberikon taksiran hargs rumaie dan gantt nogi ates tnalinya. sebasi
FERE ©

Nama Angpoia Hargz Rumoh Cianti regi atas tmazh

Drari husi! pemeniksan Jf aas, meka harga wksimn ditcapkan dengan mengardal fianga rda-raa dan penaksimn
miasing-masing angeola Panitis Peaaksir vaig ;

Runugh | P Trr by | AT T
Ceanii rugi atas i LRRT esoasamenilln Lo e
Maka iakaran hargs nomah dan ganti ngi atas tangh ferseban

Demikism Berila Acara ini kami boat dengan sesungpubnya dalam rangksp 2 (delapan) untuk dipergumakan
seperhanya.

PANITIA PENAKSIR

M Tanili twngan

:.ﬂ-'—aJ!_I:—
¥ 1.
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Lampiran - XXV 6

BERITA ACARA PENILAIAN HARGA RUMAR
DAN GANTI RUGT ATAS TANAHNY A

Packa tan o, Tanggal ... ke yang bertandaizmgan & bawah ind selakuy Panits Pentlaian harga
Rumah Dacrih golongan I dan ganti mgi atas tanabmnya milik Pemenntabh Provinsl Sumatera Utars yang ditetapkan
dengan kepotussn Giubomar Sonefert. Uim @anges!  Nomaor ., telad meneliti dan menilzi Berita Acara hasi
poineribsmn Panilin Penpksir hargs Rumah Decrah golongan 11 berikol ganti mugi ates tashova dangznd

Letaknya

Tnlam
Bk
Eclurahan
Foscamatum m e ey b b il
Huomef Dafiar Momor T P TP L TR Frer R

hfcnurat penelitian dan penilaian kami :

A Milai ramah derscbot Bpo .. dilctopkan / tidak .. e Derebvsarkan nikai b vang
diperumikan ok meinbigen vang bersangaloatan peda walkiu penjsalan.

k Blilad grantl rugi atas tanab terschuf BRp. .o Diitefapkan O cidad didasseomn nikad pasamn schenarmy
hetbaba separs rif pada weilo penpesdon

. Maenurl perslaion kani nilai nemah adalazh . % bebih vnped © rendal

Harga taksirn

Rumsah R e A

Ganti e atas tash PR e o Ve ol }
dumlak: “RP. ... i e}

Harga ronual dan tinah dapat / lidisk dagat disetujus dipergunakan menjodi dasar pencapan hargs penjundsmmyi,
Demikianiah Beriln Acarn mi kami hat dengan sesunggulmva dofam smgkap § (defapan) untuk dipergienakan
ol

PANITIA PENTLAIL
MNAMA TANDA TAMNGAN
fo viasiiaiiad S Bt s
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Lampiran — XXV. 7

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR :

TENTANG

PENJUALAN / SEWA BELI RUMAH GOLONGAN ITI DAN / ATAU
GANTI RUGE ATAS TANAII BANGUNANNY A MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

CUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Barang Milik Provinsi Sumatera Litars;

b. bahwa rumah-rumsh yveng dimohon untuk dibeli oleh para pepawai /
pensiun [ janda / duda tersebut adaiah rumsh Daerah Golongan 111 milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara vang telah berumor 10 (sepulub)
tahun atau lebih dem tidak dalam sengkela sedangkan stats tanahnya
adalah milik / dikuasai Pemenntsh Provinas: Sumatera Ultara:

¢. habwa para pegawal / pensiun / janda / duda calon pembeli dimaksud
masing-masing telah mempunysi masa kerja 10 (sepuluh) tahun lebih
dan tidak dalam scnpketa sedangkan status tanahnye adalah milik /
dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

d, Permohonan dari saudara-sandara yang namanya tercantum dalam lajur 2
Surat Keputusan ini, untuk dapat membeli rumah Daernh golongan 11
milik Daearah:

e, Berita Acara Hasil Penakstran dan Berita Acara hasil penilaan rumah
dan ganti rugi ates tanahnys dari Panitia penaksir den Panitia penilai
masing-masing tanggal....... Nomor..... dan Tanggal..........NOMOL..........

f. bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d dan  buref o di stas, perfo menctapkan
Keputusan Gubernur Sumatera Utarm tentang Penjualan / Sewa Beli
Rumsh Golongan 111 dan / atau Ganti Rogi Atas Tanah Bangunannya
Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah
(Honom Propinsi Acch dan Perubshan Peraturan Pembentukan Provinsi
Sumatera Utars {Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 1956
Nomor 64, Tembahon Lembaran Negara Momor 1103):

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentng Pokok-Pokok Agraria
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20013 )

3. Undanp-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
18, Tumbahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nemor 169, Tambahan Lembaran
Negard Republik Indosnesia Nonsor 3890);

4. Undanp-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Beruh don Bebas dar Kompsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 )

b
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Undenp-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuvangan Negara
(Lembaran MNegars Republik Indonesia Tahun 2003 MNomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tehun 2004 temtang Perbendaharasm
Megarn (Lembaran Negars R1 Tzhun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara RI Nomear 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban
Dierah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimona telah diubab terakhic dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tebun 2008
Nomor 59, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Propinsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
MNomor 39;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolasn
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45T8);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tehun 2006 wentang Pengelolnan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Megara Republik indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609); schapmimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahian atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolazn Barang Milik Daerah;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksinpan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330}
sebagaimana telah diubak, terakhir denpan Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tabun 2003 tentang Pedoman Pelaksanasn Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah),

Peraturan Dacrah Nomor 7 Tabun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat  Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Eﬂk}-‘ﬂt
Dacrsh Provinsi Sumatera Utara (Lembaran  Daerah  Provinst
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomaor 7)

Peraturan Dagrah Nomor § Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Deerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Dasrsh Provinsi Sumaters Utara Tahun 2008 Nomor 83

Peraturan Dacrah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Orpanisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Dacrah Provinsi Sumaters Ulara {Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor Yy

Peraturim Dacrah Nomor 2 Tabun 2009 tentang Pengelolagn Barang
Milik Deersh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2089 Nomor 2}
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MEMUTUSKAN :
Menetaphkan

KESATU © Penjualan / Sewa Bell Rumah Golongan Il dan / atau Ganti Rug Atas
Tanah Bangunennva Milik Pemeringsh Proving: Sumaters Utara kepada
pura PNS schagaimana tercantum dalam lympiran yang merspakan bagian
yang tidak rerpisahkan dari keputusan ini-

KEDUA - Harga penjuslan rumah beserta ganti rugi atas tanah sehagaimana terschut
Lampiran Keputusan ini. harus dibayar oleb pembeli dengan angsuran
sedacl beriky
&  Angsuran pertama minimal 5% dari jumiah harga yang harus dibayar
dan harus disctorkan pada kas daermh Provinsi Sumateia |itars oleh
vang Dersanghutan  sebelam  sura perjanjian  sewa  beliuya
ditandatangani;

b, Sisanva diangsor paling lama 20 tshun

KETIGA - Biava yang timbul akibat ditetapkannys Keputusan ini dibebankan pada
Anguaran Pendapatan dan Belanja Daeral Provinsi Sumaters Litara,

KEEMPAT - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila wrdapat kekelingn didalamiya akan diperbaild sebagaimana
mestinyg

Ditetaplean di Medan
pada tangpeal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Tembusan disampaikan kepada
Yth | s e




Lampiran — XXV, §

SURAT PERJANJIAN SEWA BELI
NOMOR oo rrmimrmnsssins

Pada hari il ..... anggsl ... bulaa .. thun dies Sbu sembilan rabes ... vane bertands tangan 4 bawah ini -

Eama
Uiakarn hari ini bertindak don stas nama Pemeriniuh Provingi Sumaters Utsr selimjumya disebut pibiak kesstu,

Tempattel ehir'umr A e T
Panplat'golongan T S — .
Jabatam L LM e
Lustansiteampal bekerja e A e S S

Alnmatwmpat tingeal ey R R A T

Telah mengadakan pecjanjian sewa beli rumah dan wou termmsul tinah banginaniye berdasarkan Usdang-undung
Momor T2 Tabam 1957 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 ahun 1994 Jo. Persnsran Pemeritiah Nomor 31 Tohus
2005 sertn Peraturan Menteri Dalam Negerd Momor . Tahan ... . sebegaimana dietapken delam Kepotusannys
tangoal . MOHE vaknt :

Leigknyva ;

Bk R R S A e SR TN T A Y,
Kelurzhan ] S S—
Flurnt Dattar Momor T O S o,
Rumnh didirikan tahun i A Y e
Kelas golongan ¥

Berikut tansh pekasngamiye

Lias

Berbatagan sehelab -

Litarn e TR T o
Seftan A e P e
Barat b b DR L LA
Cengaa harga iemah i Bciarines A

Jumnilak - b R L S ST

Drengan ketentuan-ketenduan sebagal berikot :

Sekretaris Dacrsh ipemohon’pembeti)

-
k]

FARAF UETRDINAS! G 3

i
Eritapes
s
e
HiH
i H

i

Ve o e




LAMPIRAN XXX PERATURAN GEEEENUHE SUMATERA UTARA

MOMOHR
TANGLAL
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i o 07  {Vansh Banguran Rumsah Pengaga
il o1 08 |Tanah Bangunan Hummah Lembags Pemasyarakatan
11 o1 K} Tanzah Bangunan Bumah Tahatan © futan
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1- :I- .\,.!-..- ‘- _--E"-' L -d'.'--ll"' Y :'\-.'.-
01 i i1 o 16 Tanah Bangunan Rumah Fasitas Tempst Tinggal Lainnys
o1 a1 11 01 il Ladrydadn
I Ly i1 2 * Tanah Utk Bangunan Gadung Perdagangan | Perusahaan
i o1 11 0z 01 Tarah Bargunan Pesar
ni i1 11 oz o2 Tanah Bangunan Pertokoan / Rumah Tk
0L ol i1 0z 03 Tanahi Bangunan Gudang
01 01 11 2 iz} Tanah Gangunan Stasiun Kereta Apl
15| aL 11 0z a5 Tanah Bangunan Boskop
] 01 11 a2 i ] Tanah Banguman Hotef [ Perginapan
1l 01 11 0z o7 Tanah Bangunan Terminal Darak
o 01 i1 17 o8 Tanah Bangunan Tenminal Laut
o a1 11 1) i | Tanah Banguran Termenal Uidara
01 01 1 02 14 Tanah Bargunan Gedung Kesenian
b1 i3 i1 02 1 Tanal Bangunan Gedung Pameran
1 o1 11 0z L2 Tarah Bangunan Gedung Misat Perbefaniaan
{3 01 11 11} 13 Tanah Bangunan Apotik
o1 01 11 47 14 Tanah Bangunan Gedurg Perdagangan Lalnnya
| o 1 m® 15 |iaindin
ol i 11 1] i3 Tanah Untuk Bangunan Industr
L1 0L 11 a3 (rhd Tamah Bansunan Industd Makansn
ol i i1 03 o2 Tanah Bangunan Trdustn Minwman
1 i 11 o3 03 Tanah Bangunan Induskr / Alst Rumah Tanoga
o1 L | i b3 - Tanaly Gangunan Industn Pakalan | Garment
0 5 | il i3 05  |Taneh Bangunan Industd Besi | Logam
i1 01 i1 3 D6 Tanah Bangunan Industi Baja
QL L1} 11 03 o7 Tanieh Barsjuran Indust Pengalengan
o1 i IL 03 08 Tenah Banguren Indusin Benake
01 i 11 m o anah Banguetan Indusirl Persyulingan  Minyak
oL o i1 03 10 amzh Bangunan tndustn Semen
ot n 1t n3 11  Tanadl Barmgunan Industd Baty Bafs [/ Batako
{1 411 il 03 5 Tareah Bangunan [ndusin Gerreng
LE a1 11 it 13 Tarah Bangusian Indusn Pacetakan
1 o 11 | 14 Barsguesan [ndusin TeskEl
0L o1 11 03 15  [Tanah Bangunan Industi Obat - Obatan
Lij | o 11 03 16 Tarsah Bawgeanar Inedesln Alst Dizh Rags
ol i3] 11 a3 17 | Tarsh Bangunan Indosn Kenderaan §F Ctomodf
i1 i 11 03 19 Tarssh Bangenan Industd Fersenjataon
01 1 11 i 20 |Tanah Banguran [ndustn Kapal Lidara
LiE] i3] i1 L 21 Tarsah Banguinan Industs Kapa! Laut
ol 0L 11 03 ) | Tanah Bangunan [ndusin Kapal Ap
o oL i1 03 . Tanah Bangunan Industrd Kesamek [ Marmer
a1 11} 11 L1 2] 14 Tamah Cangunan [nousks Lakndya
1 o ii 03 25 Lain-laiv
11 ™ x Tanah Untuk Bangisuen Tampat Merja | Jasa
11 04 01 |Tanah Banguran Eamtor Pemerintah
11 04 02 [Tanah Banpenan Pendidikan dan Latiban [Sekalah’)
11 k4 i3 Tanah Fangunan Rumah Salot
11 04 a4 Tamah Basdgain Apatik
11 b 05 Tanah Bargurn Terpat [Gadab
11 14 0z Tanah Rangunam [ermaga
i1 (15 iF Tanah Bangenan Pelabuhan Lidasa
il 4 {5 Tanah Bangunan Oiah Rapga
11 1] s Tanah Bangupan Taman [/ Wisata | Rekressi
1 i £} Tanzh Hanqunan Bafal Sidang |/ Pertermuan
11 04 11 |Tanah Bangunan Balal Kikah
11 04 12 |Tanah Bangean Puskesmas /' Posyandu
1t 04 i3 Tanah Banguran Folilding
it O 14 |Tanah Bangunan Laboratorium
il 4 15 Tanah Bangunan Fumigas! | Sterfisasi
1 i 1 [Tanah Bangunan Karantina
il 04 17 |Tanah Bangunan Bangsel Pengolahan Pondok Kera
¥ s e 11 o4 18 |Tanah Banguman Kandang Hewan
g i 04 1% |Tanah Bangunen - Bangunan Pembibiian
;ﬂ bk 1510 11 04 M |Tenah Bangunan Rumah Pendingin
S 1 04 21 |Tanah Bangunan Rumah Pengering
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L. POk & 4, Bins: e T,
01 o1 11 %] Tanah Bargunan Sesimn Fenelitan
oL L i1 ] Tanah Bangunan Gechong Peledangan Tkan
o1 n 11 4 I Tanah fanounan Pos Jaga [ Menara Jaga
o1 il i1 L | Tenaky Bangunan Tempsl Kera Lannya
o1 L}8 i1 04 Lair=lain
1] i i (i3 Tansh Kesong
0t o1 11 05 Tanah Kosong yang ticak diusshalan
01 o1 11 05 Tanzh Sawah
01 L1 § 11 5 Tanah Tegsan
1} (£} n 5 Tanah Kebun
a1 134 11 147 Tanah Kosong yang sudah diperurntuian
13§ ol 11 1 ety Peminbidtan
01 01 11 £l Lam-iain
vl 0i 11 G Tanah Fatermakan
0 L1} 11 L] nan Fetermakan
01 ol 11 06 Lain-lain
i1 k3 11 ar Tanah Bangunan Pangalran
01 {1 11 o7 Tansh ‘Waduk
ol 01 1 o7 Tanah Komgeek Bendungsn
b L] i1 o | Tanan laiangan | Saeran
01 i1 11 o iLaln—lrm
01 il 1i o8 Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
b1 i3] il o8 Tanaky Jatan
o1 01 i1 Of Taanah Jembatan
i3] iF ] 11 i Latn-tain
i) | LI | 11 ] Tanah Lambiran / Bantaran / Lepe - Lepe [ Sotren Dek
1} i i1 i) {Tanah Lembiran Pengairon
01 L1 | i1 o (Tanah Lembican Jafen dan Jomiatan
GE G 11 a0 Lawary-daan
01 L1 ] i I TAMAH PERTAMBANGAN
01 trl 12 Pertambangan
01 43 12 Titan
o1 i1 i3 Emas
ni L | 12 Ferak
1 a1 iz Hlkal
(1}1 5] 13 Tirmah
01 L1 | 12 Lirsranim
01 L1 iz Tambaga
i T} iz Hirrpak B
01 01 12 Batu Bara
o1 il 12 Kimshiny
LEH | i 12 Bt Bara Berhana
o1 | 12 Pasir Berharga
i 131 12 Lain-laln
13 TANAH UNTUK BANGUNAN BUKAN GEDUNG
i3 o Tanah Lapangan Olah Raga
i3 i} Tanzah Lapangan Tens
13 0% [Tanah Lapangan Basket
13 0% |Tamsh Lapangan Badmanton | Bukstangkis
13 M Tanatt Lapangan Golf
13 05 Tamah Lapangan Sepak Boa
13 i Tanah Lapangan Boi@ Volly
13 07  [Tanah Lapangan Sepak Takmaw
13 08 [Tarat Lapangan Pacuan Koda
13 oF  [Tanah Lapangan Batap Sepeda
13 Tanah Lapangan Atietic
13 Tanah Lapengan Softbal
13 Laars-ain
13 Tanah Lapangan Parkir
13 Tamah Lapassan Parkis Kontnuks! Beton
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1. 2. 3. 4. 5 &,
0 L i3 1K) 02 Tanah Lapangan Parkir Kentruksi Aspal
01 01 13 02 03 Tanah Lapangan Parki Sirtu (Pasir Batu)
& 01 13 n2 04 Tanah Lapangan Perkir Con Elok
01 L] 13 n2 05 Tanah Lepangan Parkir Tanah Keras
i1 | 0 13 nz D& Lain-iain
o m 13 3 . Tanah Lapangan Penimbun Barang
a1 {z I3 03 o1 Tanah Lapangan Penimbun Barang Befum Céolah
o 01 13 03 0z Tanah Lapangan Pendmbun Barang Jadi
01 01 13 iE] i3] Tanah Lapangan Penimbun Pernbuangan Sampah
i | 01 13 03 =t | Tanah Lapangan Penimbun Bahan Bangunan
o i} | 13 03 i ] Tanah Lapangan Perimbun Baremsg Bukb
4 o1 13 03 oG Lain-iain
01 1§ 13 = ¥ Tanah Lapangan Pemancar Dan Studio Alam
1 o1 13 04 0 Tanah Lapangan Pemancar TV / Radio | Radar
01 01 13 04 i} Tamah Lapangan Stsdo Aam
i | 01 13 04 IE] Tanah Lapangan Pemancar Lainnya
01 i) | 13 (4 4 Lasin-dain
01 01 13 05 * Tanzh Lapangan Pengujlan / Pengolahan
01 ol 13 0% 11 Tanash Lagangan Pendgufisn Kendarasn Bermotor
ol o1 11 0% 0z Tanah Lapangan Pergpelodaan Bahan Bangundan
01 01 13 05 L] Tanah Lapangsn Pengufian Lalinya
v} 01 13 05 M |Lain-kain
o 0 13 & o Tanah Lapangan Terbang
o1 oL 13 06 ol Tanah Lapangan Terbang Perintis
il | oL 13 06 o Tanah Lapangan Komersial
01 01 13 6 iE ] Taah Lapsngan Terbang Khusus | Mier
01 m 131 06 i Tarah Lapangan Tertsang Claf Raga
L1 il 13 & 05 Tarah Lapangan Terbang Pendidikan
a1 o1 13 a5 D6 Tarah Lapargan Terbarg Lainmys
i} o1 i3 06 07 (Lain-ain
i1 oy 13 aF - Tanah Unbuk Bangunan Jalan
i fi1 13 (iF) o1 Tanah Limhsk Jalan Nasional
1 01 13 07 L, Tanah Uhude Talar Propins
o1 01 i3 oy LLE] Tanah Usvhuk Jalan Kabupaten
i M 13 o7 4 Tanah Untuk Jalen Kotamadya
o1 a1 i3 Qv a5 Tamah Uintisk Jakan Dess
o1 ] 13 L) 0 Tanah Linkuk Jaisn Tol
01 LUk 13 L7 ar Tanah Uniuk lalan Kereda Api ) Lo
i} 01 13 LT ] Tanakh Uniuk Jalin Landasan Pacu Pesewad Terbang
01 il 13 o ] Tanah Uniuk Yalan Khuswes | Komplek
01 01 13 az 10 Lasri-dain
ni 13 08 ' Tanah Untuk Bangunan Air
il 13 08 01 Tanalt Unkuk Bangunan Al Irigasi
a1 13 it 02 Tanah Unkk Bangunan Pengairan Pasang St
i} | 13 i a3 Tamah Untuk Bangunan Pengemoangan Rawa dan Polder
01 13 g 1] Tanah Ltk 8, Pengaman Sungad dan Penanggulangan B, Alsm
01 13 a8 05 Tanah Utk B. Pengembangan Sumber Alr dan Ak Tanah
13 ] 13 i 06 [Tanah Unduk Bangunan i Bersih [/ Alr Baku
01 13 3] o7 Tanah Unituk Bangunan Air Kator
01 13 0f 08 Lain-lain
01 13 s ¥ Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1 13 s 1 Tanah Untuk Bangunan Instalast Alr Bersin / Axr Baku
1 13 L ol Tanal: Untuk Bangunan Instalas Alr Kotor | Ar Limbah
13 ] 03 Tanah Unfuk Bangunan [nstaiast Pengelohan Sampan
1 13 ] T+ Tanah Untuk Bangunan fnstalasi Pengolshan Baban Banguekan
1 13 1. 05 Tansh Uniuk Bangunan Instaiast stk
1 13 ;] % Tanah Uniuk Bangunan [nstalasi Gandu Listrik
13 04 oy Tanah Untuk Bangunen Pangoelaban Limbah
13 oz 08 Lain-iain




